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ABSTRAK 

 

 

 

Nama   : Prita Raska 

Program Studi  :Administrasi Negara 

Judul   : Efektivitas Reformasi Birokrasi Sekretariat Presiden Kementerian 

   Sekretariat Negara RI Dalam Pencapaian Program Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

 

 

Skripsi ini membahas penerapan reformasi birokrasi yang memiliki peranan 

penting terhadap program Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada 

setiap Instansi Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus dalam 

skripsi ini adalah pada pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang di 

laksanakan di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program penguatan 

akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden dengan tujuan penelitian melihat  

efektivitas dalam pelaksanaan program-program akuntabilitas terkait dengan 

adanya salah satu capaian kinerja yang memiliki nilai buruk. Metode penelitian 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah positivis dengan menggunakan metode 

pengumpulan data  dan informasi berupa wawancara mendalam dengan lima 

informan yang memiliki pengetahuan dalam penelitian ini. Hasil dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan 

program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden namun dalam 

pencapaian kinerja sudah akuntabel karena memiliki peningkatan nilai capaian 

kinerja. 

 

 

Kata Kunci : reformasi birokrasi, efektivitas, akuntabilitas, Sekretariat Presiden 
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ABSTRACT 

 

 

 

Name    : PritaRaska 

Study Program  : Public Administratiom 

Title            :The Effectiveness of Bereaucracy Reform in The Secretariat of 

President Ministry of State SecretariatRI in Achieving of 

Strengthening Program of Performance  Accountability  

 

 

This thesis discusses the implementation of bureaucracy reform program leads to 

both Grand Design 2010-2025 Reforms on any Government Agencies in the 

Republic of Indonesia. The focus of this thesis is the strengthening of 

accountability in the achievement of program performance that is implementing in 

the Secretariat of the President Ministry of State Secretariat RI. Researcher 

interested in knowing how to strengthen implementation of performance 

accountability in the Secretariat of the President with the aim of research looking at 

the effectiveness of the implementation of accountability programs relating to the 

achievement of performance that one has a bad grade. The research method used in 

this thesis is to use a positivist method by collecting data and information in the 

form of in-depth interviews with five informants who are have much knowledges 

in this study. The results of this study can be concluded that there still make an  

ineffectiveness in strengthening program implementation of performance 

accountability in the Secretariat of the President however in the achievement of 

performance have been accountable for the achievement of performance 

improvement. 

 

 

Keywords :bureaucracy reform, effectiveness, accountability, The Secretariat of 

President 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada penghujung era Orde Baru 

mengakibatkan adanya tuntutan kuat untuk mengadakan reformasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.Berawal dari gelombang perubahan 

yang terjadi pada bidang politik, hukum, ekonomi dan birokrasi melandasi 

keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang 

efektif.Terlebih lagi segala aspekyang berhubungan dengan keterpurukan bangsa 

Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan dapat memperlihatkan 

ketidakmampuan Indonesia untuk sejajar dengan posisi negara-negara lain di 

Asia Tenggara maupun di Asia.Keberadaan birokrasi dalam tatanan praktik 

sering memancing kontroversi dan perdebatan karena  birokrasi banyak 

menimbulkan masalah yang disebabkan oleh rumitnya proses birokrasi yang 

mengakibatkan kelambatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi birokrasi 

itu sendiri. Terlebih lagi proses yang berbelit-belit tersebut menjadi beban pada 

anggaran negara. 

 Terkait dengan keterpurukan birokrasi pemerintahan di Indonesia, 

permasalahan KKN di Indonesia adalah pokok permasalahan utama yang 

seharusnya diperbaiki dalam usaha perwujudan pemerintahan yang bersih dan 

transparan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang serius dan tegas diperlukan 

untuk memperbaiki birokrasi yang memiliki fungsi yang signifikan dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh lembaga-lembaga 

lainnya.Pelaksanaan pemerintahandi Indonesia yang  selama ini telah membentuk  

budaya yang kental dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat 

berkaitan dengan bagaimana memperbaiki birokrasi sehingga muncul ide untuk 

melakukan Reformasi Birokrasi.  

Reformasi Birokrasi dapat dimaknai sebagai suatu  perubahan besar 

dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi Birokrasi 

berkaitan dengan penataan ulang ribuan proses yang tumpang tindih dan 
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permasalahan KKN yang terjadi di antara fungsi-fungsi di pemerintahantersebut. 

Dalam menjalankan pemerintahan, birokasi merupakan mesin dari sebuah negara 

sehingga kemampuan untuk melakukan reformasi birokrasi dapat menentukan 

seberapa efektif suatu negara melakukan pembangunan.Dengan demikian  

birokrasi suatu negara jika tidak di reformasi maka akan mengganggu jalannya 

pemerintahan.  Beberapa isu dan agenda mengenai Reformasi Birokrasi (Eko 

Prajoso & Teguh Kurniawan, 2008)adalah : 1). modernisasi manajemen 

kepegawaian; 2). restrukturisasi; 3). rekayasa dalam proses administrasi 

pemerintahan; 4). anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang 

partisipatif; 5). serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat 

dalam pembangunan dan pemerintahan.  Dari pemaparan diatas dapat di katakan 

bahwa dengan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan terobosan terbaru secara 

bertahap yang melibatkan jutaan pegawai negeri sipil di Indonesia demi 

tercapainya suatu fungsi birokrasi dalam pencapaian pemerintahan yang lebih 

efektif.  Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

     

         

         

    

 

 

 

       

 

 

Gambar 1.1 Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi 
Sumber : Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor: 81 Tahun 2010. 
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Dengan demikian dalampencapaian visi Reformasi Birokrasi pada gambar 

diatas dapat dijelaskan bahwa  Reformasi Birokrasi membutuhkan suatu rencana 

Reformasi Birokrasi yang terangkai dalam  Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025 yang dapat mengukuti dinamika perubahan penyelenggaraan 

pemerintah.Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah rancangan 

induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk 

kurun waktu 2010-2025 yang dilaksanakan dalam bentuk operasional setiap 5 

(lima) tahun sekali.Grand DesignReformasi Birokrasi 2010-2025 merupakan 

penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 

dan Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan 

Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga 

Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1.2 Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I &Gelombang II 
Sumber : Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor: 81 Tahun 2010 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, salah satu sasaran yang 

diharapkan dalam pelaksanaan Grand DesignReformasi Birokrasi 2010-2025 

adalah Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Target yang 

diinginkan dalam Grand DesignReformasi Birokrasi 2010-2025, Program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut : 

 

a) meningkatkan kinerja instansi pemerintah; 

b) meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah. 

 

Kementerian Sekretariat Negara RI merupakan salah satu Kementerian 

Negara yang melaksanakan reformasi pada birokrasinya.Berdasarkan Peraturan 

Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretaris Negara, kedudukan Kementerian Sekretariat Negara RI adalah 

lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil 

Presiden. Pada lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI, reformasi 

birokrasi merupakan suatu kebutuhan dan kebijakan untuk memberikan 

pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan efisien serta dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi serta analisis. Sejak awal Kementerian 

Sekretariat Negara RI melakukan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa antara lain dilaksanakan melalui reformasi birokrasi. 

Dalam upaya memperjelas arah reformasi birokrasi, maka dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025.Penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat 

Negara menyangkut semua upaya pembaharuan dan penyesuaian untuk 

membentuk dan menegakkan kembali prinsip-prinsip ideal dari diadakannya 

birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintah ideal di negara demokratis adalah 

yang betul-betul bekerja secara baik, berorientasi kepada kepentingan publik 

melalui penerapan manajemen yang makin modern, dengan landasan pengabdian 

yang total dan sepenuh hati untuk publik yang wajib dilayani.  
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Reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara berlandaskan pada 

prinsip reforming on being reformed; upaya untuk menegakan hukum dan 

konstitusi; a change for better in morals, habits, methods; langkah-langkah 

pembaharuan sektor publik dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang 

baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), serta 

mendukung terwujudnya masyarakat madani  yang modern, demokratis dan 

multikultural. Tentu saja reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara 

dilaksanakan secara berkelanjutan dengan terus melakukan perbaikan atau 

pembentukan sesuatu yang baru; serta penyempurnaan tiada henti. 

Dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara 

mencakup orientasi keluar (outward looking) maupun orientasi ke dalam (inward 

looking).Orientasi keluar mengandung maksud untuk mewujudkan birokrasi yang 

makin baik, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam melayani 

masyarakat yang memang merupakan subjek kegiatan umum pemerintahan dan 

pembangunan. Orientasi kedalam dimaksudkan untuk mampu terus menerus 

mengadakan perbaikan-perbaikan dalam proses reorientasi internal di lingkungan 

Sekretariat Negara guna terwujudnya public bureaucracy/public governance 

yang makin berkualitas.Arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan 

Sekretariat Negara dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi 

negara melalui: 

 

a.    Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar 

dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih 

proporsional, ramping, luwes dan responsif; 

b.    Peningkatkan efektifitas dan efisiensi ketata-laksanaan dan prosedur 

pada semua tingkat dan lini pemerintahan; 

c.    Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, 

agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; 

d.    Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier 

berdasarkan prestasi; 

Efektivitas reformasi..., Prita Raska, FISIP UI, 2012



6 
 

Universitas Indonesia 
 

e.    Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan Egovernment dan 

dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi 

pemerintahan. 

 

Salah satu unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara RI yang memiliki 

tugas penting dalam memberikan pelayanan prima kepada Presiden dalam 

melaksanakan tugasnya adalah Sekretariat Presiden.Reformasi birokrasi di 

lingkungan Sekretariat Presiden diharapkan mampu memberikan dukungan teknis 

dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dalam menyelenggarakan 

kekuasaan negara dan pemerintahan, secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. 

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden 

dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek yaitu: 

 

a.  Aspek Kelembagaan  

Postur oganisasi Sekretariat Presiden saat ini relatif lebih ramping dan 

tidak terlalu hirarkis, miskin struktur tetapi makin kaya fungsi, sehingga 

unit-unit kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara makin 

cepat, fleksibel, efektif dan efisien, yang pada akhirnya dapat 

menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi. Tidak ada lagi tugas dan 

fungsi unit-unit kerja  yang tumpang tindih (overlappping). Setiap unit 

kerja memiliki tugas fungsi yang makin jelas, yang telah dibagi habis ke 

dalam tugas dan fungsi jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. 

 

b. Aspek Ketatalaksanaan  

Unit-unit kerja di Sekretariat Presiden saat ini telah memiliki dan 

menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar 

pelayanan yang makin baku, jelas, efisien, dan efektif, dengan didukung 

makin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang 

memadai. Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pekerjaan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur, dan transparan, serta 

makin mengurangi peluang untuk terjadinya praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN) dalam bentuk apapun. 
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c  Aspek Sumber Daya Manusia  

Sekretariat Presiden telah berhasil menyediakan sistem pembinaan karier 

pegawai yang berdasarkan sistem merit berbasis kompetensi, yang 

didukung antara lain dengan adanya: peta jabatan, uraian jabatan (job 

description), dan spesifikasi jabatan (job spesification) berdasarkan hasil 

analisis jabatan; sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, adil, obyektif, 

dan  tranparan; sistem pengangkatan dalam jabatan yang obyektif, 

transparan, yang didasarkan standar kompetensi jabatan, disertai pola 

karier atau pola mutasi yang jelas;  sistem penilaian kinerja individu/unit 

organisasi yang obyektif; sistem pendidikan dan pelatihan berbasis 

kompetensi sesuai kebutuhan jabatan; sistem remunerasi yang layak dan 

adil sesuai bobot tugas dan tanggung jawabnya, disertai dengan 

penegakan disiplin yang tegas;sistem informasi manajemen kepegawaian 

yang terintegrasi, data base yang lengkap,  dan dapat dikembangkan 

sesuai kebutuhan. 

 

d. Aspek Sistem Informasi Manajemen 

Penyelenggaraan reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden telah sedang 

dalam proses mewujudkan sistem informasi manajemen berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi, yang 

dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, akurat dan andal untuk 

mendukung ketatalaksanaan, proses pengambilan keputusan, perumusan 

kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan, serta penyebarluasan 

informasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Presiden. 

 

Berdasarkan aspek-aspek mengenai penerapan reformasi birokrasi di 

Sekretariat PresidenKementerian Sekretariat Negara RI diatas, merupakan hal 

yang penting bahwa sangat diperlukannya akuntabilitasuntuk menilai kinerja 

birokrasi sehingga reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretariat Negara RI dapat melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dan 

akuntabel sesuai dengan visi misi yang tertera dalam Grand Design Reformasi 

Birorkasi 2010-2025 . Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat 
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Presiden dalam menyelenggarakan, menyediakan dukungan teknis dan 

administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden 

diperlukan penguatan akuntabilitas kinerjabirokrasiyang sejalan dengan 

dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang telah dikembangkan dan 

diterapkan dalam suatu sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yang 

dinamakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang 

merupakan suatu bentuk sistem untuk mengelola kinerja instansi pemerintah yang 

berkualitas tinggi dan bebas KKN sehingga diharapkan dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja di Sekretariat 

Presiden.SAKIP memuat dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban dalam 

bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah). LAKIP yang lebih 

efektif inilah diharapkan akanmemberikan gambaran mengenai kinerja birokrasi 

dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif berdasarkan peraturan dan 

tertib administrasi. Pelaksanaan LAKIP di Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretriat Negaraberguna sebagai sarana penilaian kinerja di Sekretariat Presiden 

Kementerian Sekretariat Negara RI dibidang Perencanaan dan Penganggaran, 

Organisasi dan Ketatalaksanaan yang di kaitkan dengan indikator kinerja, analisis 

atas capaian kinerja tahunan, capaian indikator kerja utama, realisasi anggaran 

dan unsur penunjang lainnya untuk mewujudkan Sekretariat Presiden 

Kementerian Sekretariat Negara RI yang efektif, akuntabel dan bebas KKN. 

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  

Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden 

tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta 

peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan serta 

pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi yang juga sebagai komitmen dan tekad 

yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, 
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berupa output maupun outcome. Ternyata pada kenyataannya, masih terdapat 

ketidaksesuaian yang terjadi dan ditemukan ketimpangan dari target pencapaian 

sasaranGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam meningkatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat 

Negara RI.Pencapaian tujuan dan sasaran  adalah hal yang penting untuk 

mengetahui hasil capaian kegiatan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara 

RI.Penerapan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam bentuk LAKIP masih tidak 

mudah untuk dilakukan padahal seharusnya sudah sesuai dengan apa yang 

ditetapkan. Hal tersebut mejnadi suatu dorongan bagi Sekretariat Presiden untuk 

meningkatkan lagi danberupaya keras dengan dukungan yang kuat agar dapat 

mewujudkan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam upaya pembrantasann KKN. 

Akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara 

RI harus memberikan nilai yang baik mengingat peran dan fungsi dari lembaga 

ini di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden karena dalam fungsinya 

Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI mendukung tugas-tugas 

yang dijalani oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatasdipilihlah tema Reformasi 

Birokrasi di Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI dan 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS 

REFORMASI BIROKRASI DI SEKRETARIAT PRESIDEN 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI DALAM PENCAPAIAN 

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA”. 

 

1.2 Perumusan Permasalahan 

Pada Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI, terdapat 

permasalahan yang menghambat kinerja birokrasi, antara lain terlihat adanya 

komitmen pimpinan yang rendah terhadap target pencapaian sasaran Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang pada praktiknya menimbulkan tidak 

adanya tolak ukur yang jelas atas kinerja birokrasi tersebut. Padahal keberhasilan 

dari Reformasi Birokrasi tergantung dari adanya komitmen, dengan demikian 
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kurangnya komitmen tersebut akan berdampak pada kegagalan pelaksanaan 

program penguatan akuntabilitas kinerja yang menjadikan gagal pula pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. 

Birokrasi pemerintahan saat ini masih bernuansa klasik, yaitu kekuasaan tunggal 

ada di tangan pemerintah dengan demikian pencapaian program penguatan 

akuntabilitas kinerja yang dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan kinerja 

dan akuntabilitas birokrasi menjadi suatu hal yang formalitas belaka, dilakukan 

hanya karena suatu kewajiban untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal tersebut 

mengakibatkan masyarakat yang memilikikepercayaan yang rendah terhadap 

kinerja pemerintah semakin memberikan cap negatif terhadap efektivitas 

reformasi birokrasi di Sekretariat PresidenKementerian Sekretariat Negara RI. 

Beberapa permasalahan yang dihadapiSekretariat Presiden Kementerian 

Sekretarait Negara antara lain : penggunaan LAKIP yang belum efektif;proses 

pembuatan LAKIP masih membingungkan karena tolak ukur yang berbeda pada 

tiap unit kerja; dan tidak adanya evaluasi sehingga data dan dokumen anggaran 

terdapatketidaksesuaian pada praktek birokrasi; serta berdasarkan tabel 

presentase terlaksananya pengawasan dan pegembangan akuntabilitas kinerja 

dibawah ini, pada tahun 2010 memiliki nilai kurang baik, yakni 
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Tabel 1.1 Capaian Kinerja Sasasran Sekretariat Presiden, 
Kementerian Sekretariat Negara RI tahun 2010 

No. Sasaran Stratejik Persentase Capaian  Kategori 
Pencapaian Kinerja 

 
1. 

 
Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan dalam 
mendukung pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil 
Presiden secara cepat, tepat, nyaman, dan aman. 

 
90,12% 

 
Sangat baik 

 
2. 

 
Terlaksananya peningkatan pelayanan keprotokolan 
Presiden dan Wakil Presiden secara cepat,tepat dan aman. 
 

 
100% 

 
Sangat baik 

 
3. 

 
Terlaksananya pelayanan informasi pers dan media 
kegiatan Presiden dan Wakil Presiden secara cepat,tepat 
dan akurat. 

 
84,25% 

 
Sangat baik 

 
4. 

 
Terselenggaranya perencanaan, administrasi keuangan 
yang transparan dan tata usaha perkantoran serta 
kerjasama teknik luar negeri. 
 

 
99,67% 

 
Sangat baik 

 
5. 

 
Terselenggaranya pengawasan dan pengembangan 
akuntabilitas kinerja serta penanganan pengaduan 
masyarakat yang efektif. 
 

 
20% 

 
Kurang baik 

Rata-rata 78,81% Baik 

 

Sumber : LAKIP Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI tahun 2010 

 

Pada tabel capaian kinerja sasaran diatas, terselenggaranya pengawasan 

dan pengembangan akuntabilitas kinerja serta penanganan pengaduan masyarakat 

yang efektif memiliki penilaian 20% yang dalam hal ini merupakan kategori 

pencapaian kinerja yang kurang baik. Hal tersebut sangat kontras dengan 

penilaian lainnya yang mendapat kategori pencapaian kinerja yang sangat baik 

dengan presentasie capaian yang tinggi.Dari tabel tersebut dapat mencerminkan  

pencapain penguatan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretariat Negara mengalami hambatan yang mempengaruhi kinerja birokrasi 

juga mempengaruhi upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat 

Presiden berdasarkan aspek-aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, Sekretariat 

PresidenKementerian Sekretariat Negara RI telah menerapkan SAKIP dalam 

reformasi birokrasi dan masih terdapat kategori pencapaian kinerja yang kurang 
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baik.Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti merumusan masalah dalam 

bentuk fokus pertanyaan: “Mengapa masih terdapat kategori pencapaian 

kinerja yang kurang baik di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat 

Negara RI dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi pada pencapaian 

program penguatan akuntabilitas kinerja ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhiefektivitas 

reformasi birokrasi di dalam pencapaian program Penguatan Akuntabilitas 

Kinerja berdasarkan kategori pencapaian kinerja yang kurang baik pada 

Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.  

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Disamping tujuan penelitian, terdapat beberapa sudut pandang yang bias 

menentukan signifikansi penelitian yang dilakukan yakni: 

 

1) Secara Akademis  

Dengan mengetahui efektivitas Reformasi Birokrasi di Sekretariat 

Presiden Kementerian Sekretariat Negara RIdalam Pencapaian Program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dan membantu memahami ilmu pengetahuan tentang teori Efektivitas, 

Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi, yang merupakan bidang Ilmu 

Adminstrasi Negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi untuk penelitian lain yang sejenis. 

 

2) Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahanmasukan yang 

bermanfaat bagi Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI 

melalui adanya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 yang 

menerapkan sasaran meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja pada 

program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penelitian ini pun diharapkan 
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dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian 

sebagai bukti dan implementasi dari ilmu yang diterima di bangku kuliah. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti 

membatasi penelitian ini pada beberapa hal sebagai berikut : 

 

1) Dalam Grand Design Refomasi Birokrasi2010-2025 terdapat banyak sasaran 

antara lain melakukan perubahan-perubahan pada peningkatan kualitas 

kelembagaan, tatalaksana, perundang-undangan, sumber daya manusia 

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan 

budaya kerja aparatur. Dalam penelitian ini fokus penelitian penulis 

adalahReformasi Birokrasi program Peningkatan Akuntabilitas di Sekretariat 

Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI.  

 

2) Penelitian dilakukan untuk melihat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 

Kementerian Sekretariat Negara RI unit kerja Sekretariat Presiden,pada Istana 

Presiden di Jakarta sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan 

terhadap Presiden Republik Indonesia, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh 

Sekretariat Presidenharus akuntabel agar mampu mendukung tercapainya 

kinerja birokrasi yang efektif. Melihat fungsi dari Sekratariat Presiden 

Kementerian Sekretariat Negara RI adalah membantu Presiden melakukan 

koordinasi kebijakan yang efektif dengan para menterinya. Maka kapasitas 

kinerja Sekretariat Presiden Kemenerian Sekretariat Negara RI yang 

merupakan “Office of The President” diharapkan dapat membentuk 

Sekretariat Kepala Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

umum penelitian secara keseluruhan dengan jelas dan sistematis. Sistematika 

penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi: 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Pembatasan Masalah, dan 

Sistematika Penelitian. 

 

BAB 2 KERANGKA TEORI 

Pada bab ini diuraikantinjauan pustaka dan kerangkateori  yang digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian ini, yaitu Efektivitas, Akuntabilitas, dan 

Reformasi Birokrasi. 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang metode penelitian dengan memberikan 

penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, teknik pemilihan nara sumber/informan dan 

keterbatasan penulis. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan positivis, 

dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari LAKIP tahun 2009 – 

2011 untuk mengetahui efektivitas kinerja birokrasi dalam pencapaian program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja (data yang diambil dari instansi yang berkaitan 

dengan penelitian). 

 

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diberikan gambaran efektivitas Reformasi Birokrasi dalam 

pencapaian program Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Presiden 

Kementerian Sekretariat Negara RIyang berdasarkan acuanGrand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 

81 tahun 2010 dengan mengunakan data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah) pada kementerian tersebut, serta membahas analisa data 

berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang telah diolah 

kemudian dibahas untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja yang kurang baik dan kaitannya dengan pelaksanaan 
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reformasi birokrasi  pada pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas dan 

menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya. 

 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dimuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian 

terhadap hasil analisis yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan 

dengan hasil penelitian. 
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BAB 2 

KERANGKA TEORI 
 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan kerangka teori 

penelitian ini, yaitu teori mengenai Efektivitas, Akuntabilitas dan Reformasi 

Birokrasi. 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Reformasi Birokrasi 

di Sekretairat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI dalam pencapaian 

program Penguatan Akuntabilitas Kinerja” peneliti melakukan 

peninjauanterhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitimengambil dua hasil penelitian yang terkait dengan 

penelitian yang akandilakukan.Penelitian pertama adalah penelitian yang akan 

dilakukan oleh RoyValiant Salomo dengan judul “Scenario Planning Reformasi 

Administrasi Pemerintah Subnasional di Indonesia: Sebuah Grand Strategy 

menuju tahun 2025”.  

Roy Valiant Salomo menggunakan pendekatan scenario planning 

dalammembangun strategi reformasi administrasi pemerintah subnasional. 

Pengertianreformasi administrasi publik yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

perubahanyang terjadi dalam sistem administrasi publik yang dilakukan secara 

sengaja,bersifat fundamental dan radikal, terhadap sejumlah dimensi 

pemerintahan,mencakup sejumlah aspek dan dapat terjadi pada beberapa 

tingkatan pemerintahanserta mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan strategi 

reformasi administrasimerupakan rencana reformasi administrasi yang berisi, 

pertama, paradigma yangdipakai; kedua tujuan dilakukannya reformasi 

administrasi; dan ketiga, ruanglingkup reformasi administrasi itu sendiri. 

Secara metodologi penelitian dalam disertasi ini bersifat unik. Unik 

karenadalam disertasi ini terdapat dua buah penelitian yang masing-masing 
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mengacupada paradigma yang berbeda, positivism dan kualitatif. Kesimpulan 

penelitian iniadalah bahwa birokrasi pemerintah subnasional masih bersifat 

formalism dan economy bazaar-canteen dari Riggs dan perlu segeradireformasi 

dengan pendekatan komprehensif. Pada strategy context ditemukanperlunya 

enlightened political leadership berdampingan dengan refom-

mindedadministrators yang dibangun melalui pembentukan enclaves of 

innovation dalambirokrasi, membuat birokrasi fleksibel dan melakukan 

pendidikan dan pelatihansecara intensif. Selain itu, diperlukan pula ketersediaan 

sumberdaya bagireformasi. 

Penelitian selanjutnya yang dijadikan peneliti sebagai salah satu acuan 

dalam penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan Myrna 

Nurbarani berjudul “Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Surakarta”. 

Reformasi Administrasi diartikan sebagai proses untuk mengubah bentuk 

birokrasi yang lama dengan bentuk birokrasi yang beru sehingga aparatur mampu 

bekerja secara lebih professional, efektif dan akuntabel dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan  oleh Pemerintah 

Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuanuntuk mendapatkan gambaran proses 

reformasi birokrasi yang berjalan di Pemerintahan Kota Surakarta dan untuk 

memahami faktor keberhasilan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kota 

Surakarta untukmenjalankan reformasi yang terdiri dari penataan organisasi, 

perbaikan bisnisproses, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia, 

dalam rangkameningkatkan public service sekligus mewujudkan good 

governance. Fokuspenelitian ini adalah implementasi dari strategi tersebut dan 

kesesuaiannya denganroad map reformasi yang ada. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

Aspek Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 
Nama Peneliti Roy Valiant Salomo Myrna Nurbarani Prita Raska 
Judul "Scenario Planning 

Reformasi Administrasi 
Pemerintahan 
Subnasional di 
Indonesia: Sebuah 
Grand Strategy menuju 
tahun 2025 

Reformasi Birokrasi 
Pemerintahan Kota 
Surakarta. 

Efektivitas Reformasi 
Birokrasi di Sekretariat 
Presiden Kementerian 
Sekretariat Negara RI 
dalam Pencapaian 
Program Penguatan 
Akuntabilitas. 

Tujuan 
Penelitian 

1. Mendeskripsikan 
potret administrasi 
pemerintahan 
subnasional terhitung 
sejak tahun 2001 

1. Mendapatkan 
gambaran bagaimana 
proses reformasi 
birokrasi yang berjalan di 
Pemerintahan Kota 
Surakarta. 

Mengetahui efektivitas 
reformasi birokrasi di 
dalam pencapaian 
program Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja dan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pencapaian kinerja yang 
kurang baik pada 
Sekretariat Presiden 
Kementerian Sekretariat 
Negara Republik 
Indonesia 

2. Melakukan konstruksi 
scenario dan 
alternatifnya yang 
berkaitan dengan 
lingkungan administrasi 
pemerintahan 
subnasional 

2. Memahami apa yang 
sebenarnya menjadi 
kunci keberhasilan 
reformasi birokrasi di 
Pemerintahan Kota 
Surakarta 

  

3. Memformulasikan 
grand strategy reformasi 
administrasi pemerintah 
subnasional di Indonesia 
untuk jangka waktu dua 
puluh tahun ke depan 
berdasarkan scenario 
yang telah 
dikonstruksikan 
sebelumnya. 
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Aspek 
 
Nama Peneliti 
 
 
Jenis Penelitian 

Peneliti 1 
 
Roy Valiant Salomo 
 
 
Jenis penelitian 
constructionism dan 
terdiri dari tiga tahap 
penelitian. 

Peneliti 2 
 
Myrna Nurbarani 
 
 
Deskriptif 

Peneliti 3 
 
Prita Raska 
 
 
Deskriptif 

Tahap pertama : 

Melakukan potret 
administrasi publik 
pemerintahan 
subnasional dilakukan 
dengan wawancara 
mendalam dengan pakar 
Tahap kedua : 
Membangun scenario 
lingkungan administrsi 
publik dari aspek sosial 
politik dan aspek 
ekonomi 
Tahap ketiga : 
Membangun grand 
strategy reformasi 
administrasi publik 
pemerintahan 
subnasional 

Pendekatan 
penelitian 

Positivis dan Kualitatif Kualitatif Positivis 

Metode 
penelitian 

Positivis dan Kualitatif 
yang digambarkan 
dengan dua tahapan 
penelitian yang saling 
terlepas satu dengan 
yang lainnya 

Kualitatif Positivis 

Hasil penelitian 1. Kondisi administrasi 
publik pemerintahan 
subnasional msih 
tertinggal, belum 
modern, tidak 
professional, sarat 
dengan KKN dan 
mengandung formaslitas 
berkinerja buruk. 

1. Memaparkan sejumlah 
terobosan baru yang 
diluncurkan 
Pemerintahan Kota 
Surakarta seperti 
penataan fisik hingga 
fasilitas-fasilitas 
pelayanan, pembangunan 
nonfisik 
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2.2. Teori Efektivitas 

Pada dasarnya pengertian Efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf 

tercapainyahasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, 

meskipun sebenarnyaada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan 

pada hasil yang dicapai,sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara 

mencapai hasil yang dicapai itudengan membandingkan antara input dan 

outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien(efficient) merupakan dua istilah 

yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upayauntuk mencapai tujuan suatu 

organisasi. 

Konsep efektivitas dipergunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan 

derajat pencapaian tujuan. Secara efimologis efektivitas berasal dari kata “efek” 

yang berarti mempunyai pengaruh besar dan tepat memberikan perubahan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan (Aris Hutapea, 1997:98). Untuk 

menilai hasil kerja suatu organisasi digunakan ukuran-ukuran yang dapat 

dijadikan sebagai acuan. Ukuran-ukuran tersebut adalah efisien dan efektivitas.  

Peneliti 1 
 
Roy Valiant Salomo 
 
2. Menghasilkan 
skenario Indonesia tahun 
2025 yang 
mendeskripsikan kondisi 
ekonomi buruk, kondisi 
masyarakat yang belum 
berkembang dengan 
baik. 

Peneliti 2 
 
Myrna Nurbarani 
 
2. Mendapatkan 
pemahaman strategi 
Pemerintahan Kota 
Surakarta dalam 
mengembangkan 
kreativitas pembangunan 
dengan menggunakan 
pendekatan partisipatory. 

3. Menghasilkan grand 
strategy reformasi 
administrasi yang 
menggunakan paradigma 
welfare-state yang 
berhati-hati, Good 
Governance dan New 
Public Management 

3. Menjelaskan prinsip-
prinsip utama yang 
melandasi pelaksanaan 
good governance pada 
Pemerintahan Kota 
Surakarta yang menjadi 
kunci keberhasilan dalam 
melaksanakan reformasi 
birokrasi 
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 Menurut Gibson (1996), pengertian efektivitas adalah penilaian yang 

dibuat berdasarkan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Mengacu pada 

pengertian efektivitas yang telah disampaikan, untuk menilai efektivitas 

reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden dalam pencapaian Program Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kategori pencapaian 

kinerja yang kurang baik, analisis akan tertuju pada tujuan akhir yang dicapai. 

Metode ini sudah diterima sebagai salah satu pendekatan dalam mengevaluasi 

efektivitas.  

Tercapainya efektivitas kerja bukan saja ditemukan dari banyaknya 

jumlah pegawai, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengelolaan 

organisasi yang baik dan akuntabel yang termasuk salahsatu unsur dari 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengelolaan organisasi yang 

baikmenyangkut penyampaian tujuan organisasi yaitu penyelenggaraan 

Reformasi Birokrasi dalam pencapaian program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan bahwa Efektivitas 

adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan 

benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. 

Selanjutnya Permata Wesha (1992:148) mengatakan Efektivitas adalah keadaan 

atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk 

memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu efektivitas kinerja birokrsi 

merupakan susunan dari beberapa orang secara rapi yang menggambarkan 

seluruh siklus input-proses-output untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Efektivitas merupakan 

suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang diteteapkan. Sarwoto 

(1990:126) mengistilahkan Efektivitas dengan “berhasil guna”, yaitu pelayanan 

yang baik corak dan mutunya dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

Peter F. Drucker (2006) mendefinisikan bahwa “effectiveness relates to 

getting the right things done” atau efektivitas adalah kemampuan menghasilkan 

hasil yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti ia memiliki 

hasil yang diinginkan atau diharapkan. 
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Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut. 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

dalamjumlahtertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas 

menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah 

ditetapkan. Jika hasilkegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya. 

Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori 

organisasi, karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

keseluruhan bagian organisasi dalam usaha mencapai sasarannya. Dengan 

demikian pengukuran efektivitas organisasi ternyata bukanlah suatu hal yang 

sederhana karena setiap organisasi memiliki sasaran sendiri yang berbeda-beda 

sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengukuran efektivitas organisasi secara 

keseluruhan. 

John R. Schermerhorn (1986:35) mendefinisikan Efektivitas adalah 

pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output 

anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya 

(OS),jika (OA) > (OS) disebut efektif. 

Pengukuran Efektivitas dilakukan dengan memperhatikan bahwa 

organisasi terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Organisasi memperoleh 

input dari lingkungannya. Kegiatan atau proses internal mengubah input menjadi 

output yang dilemparkan kembali ke lingkungan baik internal maupun eksternal. 

Berikut adalah gambar pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran 

efektivitas organisasi yang memfokuskan pada aspek output, yaitu mengukur 

keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tingkat output yang direncanakan. 
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Gambar 2.1 Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi 

Sumber : Pengantar Teori Organisasi, S. B Hari Lubis dan Martani Huseini 

Pendekatan Sumber (System Resources Approach) mencoba mengukur 

efektivitas dari sisi input, yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha 

memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkan, untuk mencapai performansi 

yang baik. Pendekatan Proses (Internal Process Approach) melihat  kegiatan 

internal organisasi, dan mengukur efektivitas melalui berbagai indikator internal 

seperti efisiensi atau iklim organisasi. Pendekatan yang paling sering digunakan 

adalah Pengukuran Sasaran atau tujuan oraganisasi. Pengamatan terhadap sasaran 

menunjukkan beberapa hal berikut:  

 

a) Suatu organisasi terutama yang berukuran besar mempunyai sasaran 

yang lebih dari satu pada saat yang bersamaan 

b) Sasaran organisasi terkadang mempunya sifat yang berlawanan. 

c) Sasaran ditetapkan pada pimpinan yang memiliki pemikiran masing-

masing dalam memprioritaskan sasarannya. 

d) Sasaran merupakan alat untuk mencapai sasaran lain sehingga 

berkaitan satu sama lain. 

 

2.2.1.Teori Kinerja 

Kinerja berasal dari terjemahan kata dalam bahasa Inggris performance. 

Dengan demikian kinerja merupakan kegiatan, atau aktivitas yang berkaitan erat 

dengan efektivitas. Kinerja merupakan ukuran hasil atau manfaat dari suatu 

proses aktivitas pada fungsi tertentu, baik dilaksanakan oleh seseorang sebagai 

individu, maupun oleh sekelompok orang pada kurun waktu tertentu. Irawan 

(1991:1) menjelaskan bahwa ”kinerja berasal dari terjemahan performance yang 

artinya perbuatan atau prestasi. Dan kinerja sendiri dapat ditinjau sebagai kinerja 

pegawai, juga kinerja organisasi”. 

Prawirosentono (2008:2) menjelaskan mengenai definisi ”kinerja sebagai 

performance atau kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 
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tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika”. 

Menurut Gibson (1987) seperti dikutip Mangkunegara (2001 : 69), ada 3 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja : 1)Faktor individu : kemampuan, 

ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan 

demografi seseorang. 2)Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, 

motivasi dan kepuasan kerja 3)Faktor organisasi : struktur organisasi, desain 

pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system).Tanggung jawab 

terhadap manajemen kinerja sebenarnya tidak lahir dari seorang piminan namun 

dari individu. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, 

berprestasi, bersemangat, dan memberikan konstribusi terbaik mereka terhadap 

organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan menjadi baik pula. 

Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu. 

Wibowo (2009:2) menyebutkan bahwa ”kinerja mempunyai makna yang 

lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana 

proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil 

yang dicapai dari pekerjaan tersebut”. Tetapi seringkali ditemui, terutama di 

isntansi pemerintah, proses penilaian dari pekerjaan hanya bersifat administratif 

dan cenderung subyektif. 

 

2.2.2. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan 

faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, 

karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia 

yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi 

dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut 

maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja organisasi. 

Menurut Bernardin dan Russel (1993:379),“ A way of measuring the 

contribution of individuals to their organization”. Penilaian kinerja adalah cara 
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mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka 

bekerja. 

Menurut Cascio ( 1992 : 267 ), “penilaian kinerja adalah sebuah 

gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang 

terkait dari seseorang atau suatu kelompok”. Gambaran atau deskripsi yang 

merupakan dasar-dasar penilaian dapat dibedakan dalam aspek-aspek penilaian. 

Aspek-aspek penilaian disini adalah hal-hal yang pada dasarnya merupakan sifat-

sifat atau ciri-ciri yang dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu pekerjaan 

tertentu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. 

Menurut Henry Simamora ( 338 : 2004 ), “ penilaian kinerja adalah proses 

yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu 

karyawan.Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja 

atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi.Kontribusi hasil-hasil penilaian 

merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi. 

Dari beberapa uraian mengenai kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja dan bagaimana melakukannya baik yang 

dikerjakan oleh individu maupun organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

2.3. Teori Akuntabilitas 

Clarence A. Dykstra, (February 1939) mengatakan bahwa akuntabilitas 

adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan 

(lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga 

yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering 

digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat 

dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan 

(answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang 

mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai 

keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari 

administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-
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pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, 

perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. 

Richard Mulgan (2000) mengatakan bahwa akuntabilitas dapat 

merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, 

produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik 

pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang 

mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan 

dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. 

Andreas Schedler (1999), berpendapat bahwa akuntabilitas sering dapat 

digambarkan sebagai hubungan menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, 

antar individu, dan kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan, 

merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-

tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat 

diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.  

Menurut Joseph G Jabbra (1989) terdapat 6 jenis akuntabilitas umumnya 

berkaitan dengan moral, administratif, politik, manajerial, pasar, hukum dan 

peradilan, hubungan dengan konstituen dan profesional. 

2.3.1. Akuntabilitas Politik 

Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas administrasi publik dari 

lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga 

yudikatif Kehakiman kepada publik. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah 

mekanisme utama untuk mendisiplinkan pejabat publik akan tetapi hal ini saja 

tidak cukup dengan adanya pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif memang dapat membantu untuk mencegah adanya 

penyalahgunaan kekuasaan yang hanya berkaitan pada check and balances 

pengaturan kewenangan.  

Samuel L Long (2009) berpendapat bahwa checks and balances hanya 

bekerja dengan menciptakan pengaturan konflik kepentingan antara eksekutif dan 

legislatif, namun segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik 

masih memerlukan persetujuan kedua lembaga, dengan cara ini, kedua lembaga 

yang merupakan lembaga hasil pemilu dalam pengambilan keputusan-keputusan 
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dalam hal kebijakan publik akan lebih pada merupakan hubungannya dengan 

konstituen pada keuntungan pemilu yang akan datang dibandingkan bila 

merupakan kebijakan yang sesungguhnya dari bagian kebijakan administrasi 

publik.  

World Bank (2000) melansir laporan bahwa biaya yang harus dikeluarkan 

dalam kegiatan politik antara lain pemilu yang diperlukan dapat menjadikan 

anggota eksekutif dan legislatif atau para pejabat publik lainnya rentan terhadap 

praktik-praktik korupsi dalam pengambilan keputusan yang terdapat 

memungkinan akan lebih menuju kepada keuntungan kepentingan pribadi dengan 

cara mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas 

2.3.2. Akuntabilitas Administrasi 

Aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen adalah 

mekanisme untuk menampung birokrasi dalam tanggung jawab administrasi 

pemerintah. Dalam kementerian atau pelayanan, pertama, perilaku dibatasi oleh 

aturan dan peraturan; kedua, pegawai negeri dalam hierarki bawahan 

bertanggung jawab kepada atasan.Dengan diikuti adanya unit pengawas 

independen guna memeriksa dan mempertanggung jawabkan, legitimasi komisi 

ini dibangun di atas kemerdekaan mereka agar dapat terhindar dari konflik 

kepentingan apapun. 

2.3.3. Akuntabilitas Etis 

Dalam sebuah organisasi, prinsip-prinsip dan praktek akuntabilitas tujuan 

etis untuk meningkatkan baik standar internal perilaku individu dan kelompok 

serta faktor eksternal, seperti ekonomi yang berkelanjutan dan strategi 

ekologis.Akuntabilitas etis juga memainkan peran semakin penting dalam bidang 

akademik. Debat sekitar praktek akuntabilitas etis pada bagian dari peneliti di 

bidang sosial - apakah profesional atau orang lain - telah benar-benar dieksplorasi 

oleh Norma Romm dalam karyanya tentang Akuntabilitas dalam Penelitian 

Sosial, termasuk bukunya tentang Rasisme Baru: Menyingkap Peneliti 

Akuntabilitas, terakhir oleh Carole Truman dalam jurnal Sosiologi Online 

Research. Disarankan pula agar peneliti menunjukkan akuntabilitas bahwa 
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mereka sadar, dan mengambil beberapa tanggung jawab atas dampak potensial 

dari cara mereka melakukan penelitian dan menulis. Artinya, akuntabilitas terkait 

dengan pertimbangan hati-hati dan bersikap terbuka mengenai bagaimana 

penelitian tersebut disusun dan diciptakan. 

2.3.4. Akuntabilitas Pasar 

Di bawah program desentralisasi dan privatisasi pemerintah, layanan yang 

harus diberikan pemerintah adalah layanan yang "berorientasi pelanggan" dan 

harus bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk warga negara.Dengan 

perspektif ini, ada persaingan antara pelayanan publik dan swasta dan hal ini bisa 

meningkatkan kualitas pelayanan.Layanan outsourcing merupakan salah satu 

sarana untuk mengadopsi akuntabilitas pasar. 

2.3.5. Constituency Relations 

Dalam perspektif ini, suatu instansi tertentu atau pemerintah bertanggung 

jawab jika suara-suara dari lembaga, kelompok atau lembaga, yang berada di luar 

sektor publik dan mewakili kepentingan warga suatu konstituen tertentu atau 

lapangan, harus didengar. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk 

memberdayakan anggota lembaga, menunjuk mereka ke dalam sektor publik 

sebagai cara memastikan suara dari seluruh konstituen yang ada bisa ikut serta 

dalam pembuatan kebijakan. 

2.3.6. Public / Private Overlap 

Dengan peningkatan selama beberapa dekade terakhir dalam penyediaan 

layanan publik oleh badan swasta, beberapa telah menyerukan peningkatan 

mekanisme akuntabilitas politik yang akan diterapkan untuk dinyatakan non-

politik entitas. Batas antara lembaga publik dan swasta seperti perusahaan 

menjadi kabur dan ini dapat membahayakan akuntabilitas politik.Beberapa 

reformasi hukum administrasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan 

akuntabilitas. 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari 

organisasi manajemen paling bawah hingga pimpinan paling atas. Para pembuat 
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keputusan bertanggungjawab kepada birokrasi dan masyarakat sipil (civil 

society). Konsep Akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya 

harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan indikator dari 

instansi terkait yang berhubungan dengan akuntabilitas suatu birokrasi. Suatu 

birokrasi memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan yang dilakukan di 

anggap sesuai. 

Akuntabilitas dimaknai sebagai kesesuaian antara kebijakan yang dibuat 

para penyelenggara Negara dan perilaku yang ditunjukkan mereka dengan nilai-

nilai yang dikehendaki dan berlaku dalam masyarakat.Indikator yang sering 

digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas para penyelenggara 

pemerintahan adalah sejauh mana penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi.Gejala 

penyimpangan kekuasaan seperti ini terjadi manakala negara membiarkan 

tumbuh suburnya praktik-praktik rente birokrasi. 

Menurut Mulgan dan Mahmudi (2007:9) unutk meminimalkan dan 

mengantisipasi timbulnya pemerintahan yang menyimpang, diperlukan suatu 

sistem akuntabilitas publik.Untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang baik, 

diperlukan saluran-saliran akuntabilitas yang bersistem dengan baik sehingga 

sistem tersebut mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin 

terjadi. Berkenaan dengan upaya menjamin akuntabilitas di dalam birokrasi 

publik, Denhardt dan Denhardt (1998) dalam Kumorotomo (2005:5) mengatakan 

bahwa pada umumnya literatur mengenai akuntabilitas di satu pihak 

menyebutkan tentang pentingnya kualitas subyektif, berupa rasa tanggung jawab 

pada pejabat publik dandi lain pihak banyak menyebutkan pentingnya kontrol 

struktural untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut .  

Oleh karena itu menurut Mahmudi (2007:9), akuntabilitas publik adalah 

kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan 

menggungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandate (masyarakat). Dalam 

konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian 

informasi atas aktivitas  dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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2.4. Teori Reformasi Birokrasi 

Birokrasi adalah sebuah organisasi non-terpilih pejabat pemerintahan atau 

organisasi yang menerapkan aturan, hukum, dan fungsi lembaga 

mereka.Birokrasi Weberian berawal pada karya-karya Max Weber (1864-1920), 

seorang sosiolog Jerman terkenal, ekonom politik, dan sarjana administrasi yang 

berkontribusi terhadap studi tentang birokrasi dan wacana administrasi dan 

literatur selama pertengahan 1800-an dan 1900-an. Max Weber milik Sekolah 

Ilmiah Pemikiran , yang mendiskusikan topik-topik seperti spesialisasi pekerjaan-

lingkup, sistem nilai, prinsip-prinsip seragam, struktur dan hirarki . Sezamannya 

termasuk Frederick Taylor (1856-1915), Henri Fayol (1841-1925), Elton Mayo 

(1880-1949), dan sarjana kemudian, seperti, Herbert Simon (1916-2001), Dwight 

Waldo (1913-2000), dan lainnya.Reformasi dapat diterjemahkan sebagai 

perubahan radikal (bidang sosial, politik atau agama) disuatu masyarakat atau 

negara.Sedangkan reformis adalah orang yang menganjurkan adanya perbaikan 

(bidang politik, sosial, agama) tanpa kekerasan.Radikal berarti secara 

menyeluruh, habis-habisan, perubahan yang amat keras menuntut perubahan 

(undang-undang, pemerintahan, dan sebagainya) maju dalam berfikir dan 

bertindak. Selain itu, radikalisme adalah faham atau aliran yang radikal dalam 

politik, faham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan 

politik dengan cara keras atau drastis, sikap ekstrim disuatu aliran politik. 

Reformasi (reform) menjadi kata kunci bagi perubahan ke arah perbaikan, 

jika tidak ke arah pembaruan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintahan yang dianggap buruk, penuh praktik Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) memberikan gambaran bahwa pemerintah mencapai suatu titik 

kinerja terendah dalam menjalankan fungsi dan perannya, maka reformasi 

birokrasi menjadi suatu hal yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan ke 

arah yang lebih baik.  

Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khusunya pada masa 

orde baru yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik.Ketidakpastian waktu, 

ketidakpastian biaya dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah 

beberapa fakta yang empiris rusaknya birokrasi di Indonesia. Ramlah Subakti 

(Santoso, 2008 : 116) mengatakan, kewenangan besar dimiliki birokrast sehingga 
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hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani oleh birokrasi. 

Kewenangan yang terlalu besar itu akhirnya menonjolkan peran birokrasi lebih 

bersifat menguasai masyarakat. 

Menurut Miftah Thiha (2008), reformasi adalah suatu proses yang tidak 

bisa diabaikan. Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan 

pemerintahan yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai akibat 

perkembangan jaman. Reformasi birokrasi yang mendasar semestinya 

memberikan perspektif rancangan besar yang akan dilakukan. Perbaikan di satu 

bidang harus menunjukkan kaitannya dengan bidang lain.  

Reformasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan perbaikan dari sesuatu 

yang dianggap kurang atau tidak baik tanpa melakukan perusakan-perusakan 

pranata yang sudah ada. Pranata yang dimaksudkan disini adalah sistem tingkah 

laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur 

tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas 

manusia didalam masyarakat. 

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik 

daripada yang sudah ada.Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat 

yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke 

arah kemajuan.Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada 

development (Susanto, 180).Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto 

menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-

normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan 

keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya 

juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka perubahan masyarakat 

dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan 

masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek 

perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan 

ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto: 185-186). 

Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha 

perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah 

struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. 
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Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses 

untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku 

birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. 

Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau 

modernization. 

Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas 

pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur 

dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi 

antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. 

Reformasi bertujuan mengoreksi dan membaharui terus-menerus arah 

pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita 

proklamasi.Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak 

termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat 

tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada 

suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor 

penggerak utama. 

Gerald Caiden, salah seorang pelopor studi Reformasi Administrasi dalam 

buku Administrative Reform Comes of Age (1991) mengungkap bahwa Reformasi 

Sistem Administrasi tidak pernah mencapai inti permasalahan tetapi hanya 

formalitas semata. Reformasi tersebut tidak cukup luas dan mendalam. Bahkan 

cukup banyak negara yang tidak memberikan perhatian yang cukup memadai 

pada reformasi administrasi. Dengan demikian melihat kondisi negara yang 

sudah amat buruk Caiden mengingatkan bahwa perlunya Reformasi Birokrasi. 

Reformasi administrasi muncul sebagai akibat tidak berfungsinyaperubahan 

administrasi secara alamiah, sementara perubahan administrasi lebihbersifat 

sebagai respon organisasi yang bersifat otomatis terhadap perubahanlingkungan 

(Zauhar, 1996: 6). Caiden sebagaimana yang telah dikutip oleh Nasucha (2004: 

23)mengemukakan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pembaru 

reformasiadministrasi adalah untuk menyempurnakan kinerja individu, 

kelompok, daninstitusi. Di samping itu reformasi administrasi bertujuan juga 

untuk membersaran kepada mereka tentang bagaimana caranya agar individu, 

kelompok daninstitusi dapet mencapai tujuan lebih efktif, ekonomis dan lebih 
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cepat. Dengan rumusan lain Caiden dalam Nasucha (2004:23) menyebutkan 

tujuan reformasia dministrasi adalah 

 

"improve the administrative performance of individual, groups 

andinstitutions and to advise them how they can achieve their operating 

goals more effectively, more economically and morequickly". 

 

Jika dianalisis lebih lanjut tujuan reformasi administrasi dari 

Caidenadalah menyempurnakan atau meningkatkan kinerja (performance). 

Konsep inilahyang oleh Caiden disebut dengan Administrative Health, yaitu 

situasi dimana administrasi tidak hanya memenuhi segala macam tuntutan yang 

dibebankankepadanya, akan tetapi juga yang di dalamnya tidak dijumpai gelagat 

yang takbaik (Zauhar, 1997:6). 

Dalam kajian Birokrasi, Reformasi birokrasi akan berhasil jika birokrasi 

publik mampu memberikan nilai tambah bagi efisiensi nasional, kesejahteraan 

rakyat, dan keadilan sosial serta mampu menjadi agen perubahan. Dalam kondisi 

seperti ini kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi dan aparatusnya pun 

akan tumbuh kembali dan menguat. 

Pengertian Reformasi Birokrasi (sebagai alat) oleh Mark dan David 

(1997) adalah 

 

“ a means to make the administrative system a more effective instrument 

for social change, a better instrument to bring about politically equality, 

social justice and economic growth”. 

 

Sebagai proses, Reformasi Birokrasi juga dapat dilihat sebagai 

berubahnya praktik-praktik tingkah laku dan struktur birokrasi yang mapan. 

Reformasi Birokrasi menurut Effendi (2007) merupakan perubahan 

signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya 

manusia sebagai aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan 

dan pelayanan publik. Tujuan Reformasi birokrasi menurut Effendi (2007) 

diarahkan pada upaya upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi 
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secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa (good governance),pemerintahan yang bersih (clean governance) dan 

bebas KKN. 

Sedangkan menurut Soesatro (2005) Reformasi Birokrasi itu ditunjukan 

untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan birokrasi yang ramping, efektif, 

dan efisien, menetapkan sistem meritokrasi dengan pengawasan yang ketat serta 

pengembangan karir pegawai, sistem rekrutmen pegawai negeri perlu ditata dan 

politisasi birokrasi harus dihindarkan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas dan 

validitas  hasil penelitian. Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang 

digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban (Deddy 

Mulyana,2003:145). Sedangkan metode merupakan suatu prosedur atau cara 

mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis (Rachmat 

Kriyantono, 2007:51). Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti permasalahan yang telah dibahas sebelumny. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk menilai efektivitas reformasi 

birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI dalam 

pencapaian program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis, dimana semua objek 

penelitian harus dapat di reduksi menjadi fakta yang dapat diamati 

“an organized method for combining deductive logic with precise 

empirical observations of individual behavior in order to discover and 

confirm a set of problematic causal laws that can be used to predict 

general patterns of human activity.” (Neuman, 1997 : 82)”. 

Neuman (1997:37) mengemukakan bahwa setiap teori dalam ilmu-ilmu 

sosial merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan 

mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga 

mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial.Pendekatan ini 

digunakan peneliti untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan 

komprehensif mengenai fakta-fakta sosial yang ada dengan menggunakan alur 

berpikir deduktif dengan menurunkan teori awal yang ada.Dalam hal ini pola 

yang umum adalah kerangka teoritis yang digunakan sedangkan pola yang 
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khusus adalah realitas yang ditemukan peneliti di lapangan (Creswell, 1994:1-

2).Peneliti menggunakan pola umum ke khusus di mana berawal dari sebuah teori 

yakni Reformasi Birokrasidan Akuntabilitas yang nantinya mengarah pada pola 

yang spesifik yaitu efektivitas dan kinerja di Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretariat Negara. Selain itu, peneliti bersifat objektif dalam memandang suatu 

gejala dan menggunakan prinsip nomotetik di mana peneliti hanya melihat 

faktor-faktor yang krusial yang berkaitan dengan teori yang peneliti gunakan. 

Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui efektivitas 

reformasi birokrasi di dalam pencapaian program Penguatan Akuntabilitas 

Kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kategori pencapaian kinerja yang 

kurang baik pada Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik 

Indonesia.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

 

3.2.1 Berdasarkan Tujuan 

Menurut Arikunto (1995:312), penelitian deskriptif memiliki beberapa 

kategori antara lain penelitian survey(survey studies), studi kasus (case studies), 

penelitian perkembangan (development studies), penelitian tindak lanjut (follow-

up studies), analisis dokumen (documentary analysis) dan penelitian korelasional 

(correlational studies). Dari jenis-jenis penelitian tersebut, jenis penelitian 

analisis dokumen digunakan dalam penelitian ini.  Penelitian deskriptif  analisis 

dokumen dipilih karena dalam penelitian inidipaparkan hasil eksplorasi atau 

deskripsi fakta-fakta yang didapat secara lebih mendalam. (Nawawi, 1998: 63), 

Usaha mendeskripsikan fakta fakta- fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada 

usaha mengemukakan gejala- gejala secara lengkap di dalam aspek yang 

diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya.Oleh karena itu pada tahap metode 

deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta- fakta 

seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar 

menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan 

hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu. 

Dalam perkembangannya, dalam penelitian deskriptif tidak hanya memaparkan 
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hasil penelitian yang sekedar mendeskripsikan fakta-fakta. Namun dalam 

penelitian deskriptif perlu dikembangkan penafsiran terhadap fakta- fakta yang 

ditemukan.Sehingga dalam penelitian deskriptif terdapat analisa dan interpetasi 

tentang arti data yang telah diperoleh. Penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: (Ronny Kountur, 2003:105-106). 

 

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu. 

2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun 

diuraikan satu persatu. 

3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan. 

 

Hasil dari penelitian deskriptif dapat digunakan sebagai masukan dalam 

membuat keputusan. 

 

3.2.2 Berdasarkan Manfaat 

Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk kedalam penelitian murni. 

Penelitian murni adalah penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang 

lama.Lamanya manfaat ini lebih karena penelitian ini biasanya dilakukan karena 

kebutuhan peneliti sendiri (Bambang Prasetyo, 2005:38) Penelitian ini 

merupakan penelitian murni dikarenakan atas pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan peneliti sehingga peneliti bebas menentukan tema penelitian.Penelitian 

murni dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu 

Dilihat dari dimensi waktu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

merupakan penelitian cross sectional karena penelitian ini hanya dilakukan dalam 

satu waktu tertentu dan peneliti tidak akan melakukan penelitian lain di waktu 

yang berbeda untuk diperbandingkan. Jannah dan Prasetyo (2005:45) 

menjelaskan bahwa pengertian satu waktu tertentu tidak dapat hanya dibatasi 

pada hitungan minggu, bulan, atau hitungan tahun saja. Tidak ada batasan yang 

baku untuk menunjukkan satu waktu tertentu. Akan tetapi, yang digunakan 

adalah bahwa penelitian itu telah selesai. Selain itu, Neuman dalam Kumar 
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(1999:36) mengatakan bahwa cross-sectional research adalah “any research that 

examines information on many cases at one point in time.” 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dimana instrumen yang digunakan berisi tentang pedoman wawancara. 

Selain itu, peneliti akan terjun langsung dalam kasus yang diteliti, yaitu pihak-

pihak yang berkaitan dengan program Reformasi Birokrasi pada program 

penguatan akuntabilitas. 

 

3.3.1. Data Primer 

Untuk pengumpulan data dalam menunjang penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara mendalam pada narasumber atau informan yang berkaitan 

dengan Reformasi Birokrasi dan program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Birokrasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Terdiri dari 

dua pihak yaitu: pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang 

diwawancara yang memebrikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan 

pewawancara. (L.J.Moleong, 1993:176). Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara secara mendalam kepada sumber informasi. 

Karena dengan wawancara secara mendalam, penulis akan lebih mendapatkan 

informasi penting dengan baik dan akurat. Wawancara mendalam merupakan 

suatu cara mengumpulkan data atau informasi cara langsung bertatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini 

dikombinasikan dengan teknik observasi agar diharapkan dapat menggali data 

secara lebih lengkap (Daymon Christine,dkk.:100). 

 

3.3.2. Data Sekunder 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut: 

“Secondary data refer to information gathered from sources already 

existing...Data can also be obtained from secondary sources, as for 
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examples, company records or achieves, government publications, 

industry analyses offered by the media, web sites, the internet, and so on 

(Sekaran, 2003)”. 

 

Data sekunder adalah data tertulis yang telah dikumpulkan dan diolah 

oleh pihak lain dan biasanya data tersebut telah dipublikasikan.  Sehingga, untuk 

mendukung informasi–informasi yang berasal dari wawancara mendalam, 

peneliti melakukan studi kepustakaan (bahan–bahan kepustakaan) seperti buku, 

dokumen instansi tempat penelitian, laporan kegiatan obyek penelitian untuk 

mempertahankan objektivitas penelitian yakni LAKIP (Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah), Data Evaluasi Akuntabilitas Sekretariat Presiden 

dan dokumentasi lainnya yang memberikan informasi dan memiliki keterkaitan 

dengan tema atau obyek penelitian. Pengumpulan data sekunder dari LAKIP 

untuk mengetahui efektivitas kinerja sesuai pencapaian sasaran Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025. 

Data indikator kinerja yang dipergunakan adalah hasil pengukuran kinerja 

terhadap indikator kinerja di tahun 2009 sampai tahun 2011. Data tersebut 

dipergunakan untuk menguji adakah analisis indikator kinerja program penguatan 

akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara 

RI antara sebelum dan setelah program tersebut digulirkan pada tahun 2010. 

Sampel indikator kinerja yang akan diperbandingkan adalah: 1) indikator kinerja 

pada tahun 2009 (sebelum Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 

program Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretariat Negara RI digulirkan pada tahun 2010); 2) indikator kinerja pada 

tahun 2011 (setelahGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretariat Negara RI digulirkan pada tahun 2010). 

 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 
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Setelah dilakukan wawancara dan pengujian terhadap data primer dan 

sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dan pembahasan dari 

hasil uji dan wawancara. 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dan sederhana.  Analisis data dilakukan untuk memahami apa yang 

terdapat dalam data itu, meringkasnya menjadi suatu rumusan yang kompak dan 

mudah dimengerti, serta menemukan suatu pola umum yang timbul dari data 

tersebut (Soehartono,1995:92). Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2007: 92-99), teknik analisis kualitatif menguraikan serta menginterpretasikan 

data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara mendalam 

dan observasi. Ada tiga tahapan dalam proses analisis data kualitatif ini, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, 

peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, sedangkan pada tahap penyajian, data dapat disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun dalam 

penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.Tahap 

yang terakhir adalah verifikasi.Pada tahap ini, data yang telah diperoleh 

disimpulkan agar rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dapat 

terjawab.Peneliti pun melakukan ketiga tahapan tersebut, dimulai dari mereduksi 

data yang telah diperoleh peneliti, kemudian menyajikannya dalam bentuk teks 

naratif, sampai kepada penarikan kesimpulan. 

 

3.5 Teknik Pemilihan Narasumber 

Dalam penelitian ini teknik pemilihan narasumber yang digunakan adalah 

purposive sampling. Teknik ini merupakan cara pemilihan narasumber dengan 

menganalisis latar belakang dan posisinya yang terkait dalam penelitian ini serta 

diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan 

data yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian dapat akurat/valid. Peneliti 

menetapkan narasumber yang akan membantu penelitian ini sebagai berikut : 

 

1. Satu orang informan yang merupakan pihak yang dapat menjelaskan 
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pemikiran Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 berdasarkan 

pola pemikiran Presiden Republik Indonesia, yaitu Juru Bicara 

Presiden Republik Indonesia, Drs. Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.d, 

dikarenakan agar peneliti mendapat informasi tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025 berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. 

2. Satu orang pihak dari Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat 

Negara RIyaitu Kepala Biro Administrasi Deputi Kepala Sekretariat 

Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Drs. Sukma 

Irawan, M.Si.,yang berperan aktif dalam pelaksanaan program 

penguatan akuntabilitas di Sekretariat Presiden dari mulai perencanaan 

sampai dengan evaluasi kinerja. 

3. Dua orang pihak dari Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat 

Negara RI, Muhamad Ari Setiawan, S.E., M.M., Kepala Bagian 

Perencanaan Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi 

dan Pengelolaan Istana dan Sari Ratna Nilam, S.Sos., Kepala 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Deputi Kepala Sekretariat Presiden 

Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, yang diharapkan peneliti 

dapat menggali informasi tentang efektivitas Reformasi Birokrasi yang 

berkaitan dengan LAKIP di Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretariat Negara RI,  sehinggapada akhirnya dapat menjawab 

pertanyaan penelitian dari penelitian ini. 

4. Satu orang pihak perwakilan dari Istana Kepresidenan di Daerah, yakni 

Istana Kepresidenan Bogor, Diana Emiria, S.I.P., Perencana Program 

dan Penyusunan Laporan, yang dalam hal ini adalah pihak yang 

membuat LAKIP di Istana Kepresidenan Bogor yang merupakan salah 

satu sumber data di dalam LAKIP Sekretariat Presiden. 
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BAB 4 

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS 

KINERJA DI SEKRETARIAT PRESIDEN 

 

1.1 Profil Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI 

Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI merupakan salah 

satu unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang di dalam 

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008 dalam 

pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat Presiden berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden dan secara administratif dikoordinasikan 

oleh Menteri Sekretaris Negara. 

 

4.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Presiden 

Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Presiden 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian 

Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 58 Tahun 2010 

entang Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Kepala sekretariat 

Presiden berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada Menteri 

Sekretaris Negara. Sekretariat Presiden mempunya tugas menyelenggarakan 

pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggan, keprotokolan, pers 

dan media kepada Presiden. 

 

Fungsi Rumah Tangga Kepresidenan Sekretariat Negara RI 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat Presiden 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan Istri/Suami 

Presiden; 
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2. Penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan, acara resmi yang 

dipimpin dan dihadiri Presiden, dan acara lain yang dihadiri Presiden 

dan atau Istri/Suami Presiden; 

3. Penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Presiden dan atau 

Istri/Suami Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;  

4. Penyelenggaraan urusan keprotokolan Presiden dan Istri/Suami 

Presiden; 

5. Pengkoordinasian kegiatan pers, media dan pelayana informasi di 

lingkungan Sekretariat Presiden; 

6. Pengelolaan istana-istana Kepresidenan, museum dan dan koleksi 

benda seni serta perpustakaan kepresidenan; 

7. Perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di 

lingkungan Sekretariat Presiden; 

8. Pengelolaan anggaran khusus Presiden; 

9. Pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Presiden; 

10. Pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan 

keprotokolan kepada para ajudan Presiden dan ajudan Istri/Suami 

Presiden; 

11. Pengkoordinasian Tim Dokter Kepresidenandalam rangka pemberian 

layanan kesehatan Presiden dan atau Istri/Suami Presiden; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri 

Sekretaris Negara 

 

Susunan Organsiasi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan 

Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : 02 tahun 2011 tentang organisasi dan tata 

kerja Kemenerian Sekretariat Negara, Sekretariat Presidenyang dipimpin oleh 

seorang Kepala Sekretariat Presidenmempunyai susunan organisasi yang terdiri 

dari 2 (dua)  kedeputian yaitu : 

1. Deputi Kepala Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan 

Pengelolaan Istana yang memiliki tugas membantu Kepala Sekretariat 

Presiden dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Presiden 
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dan/atau Istri/Suami Presiden serta Tamu Negara, pengelolaan Istana-

Istana Kepresidenan, museum, koleksi benda-benda seni, perencanaan 

program dan anggaran, pengelola keuangan, serta pelayanan administrasi 

umum dan kegiatan penting lainnya di lingkungan Sekretariat Presiden. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Kepala Sekretariat Presiden 

Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana dibantu oleh3 (tiga)biro, 

yaitu : 

a. Biro Administrasi, yang meliputi : 

1) Bagian Perencanaan 

2) Bagian Tata Usaha 

3) Bagian Keuangan  

4) Bagian Kepegawaian  

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

b. Biro Umum, yang meliputi : 

1) Bagian Bangunan  

2) Bagian Barang Milik Negara dan Perlengkapan 

3) Bagian Kendaraan  

4) Bagian Ketertiban dan Keamanan Dalam  

c. Biro Pengelolaan Istana, yang meliputi : 

1) Bagian Jamuan  

2) Bagian Pengelolaan Seni Budaya dan Tata Graha 

3) Bagian Peralatan dan Penataan Lingkungan 

4) Bagian Dana Operasional dan Bantuan Presiden 

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

 

2. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media, 

yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Presiden dalam 

menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, media, pelayanan informasi 

dan dokumentasi kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, serta 

pengelolaan perpustakaan Kepresidenan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Prorokol, Pers, dan Media 

dibantu oleh 2 (dua) biro yaitu : 
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a. Biro Protokol, yang meliputi : 

1) Bagian Acara  

2) Bagian Administrasi Protokol dan Undangan  

3) Bagian Upacara dan Logistik 

4) Bagian Perjalanan  

b. Biro Pers, Media, dan Informasi , yang meliputi :  

1) Bagian Pers  

2) Bagian Media dan Analisis Berita 

3) Bagian Peliputan dan Dokumentasi 

4) Bagian Data dan Informasi 

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Selain ke 2 (dua)  kedeputian tersebut, Kepala Sekretariat Presiden juga 

membawahi Istana-Istana Presiden di Daerah, yaitu : 

1. Istana Kepresidenan Bogor 

2. Istana Kepresidenan Cipanas 

3. Istana Kepresidenan Yogyakarta 

4. Istana Kepreidenan Tampaksiring 

 

4.1.2. Visi dan Misi Sekretariat Presiden 

Visi 

Sekretariat Presiden memiliki visi : “Menjadi Sekretariat Presiden yang 

profesional, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan proma 

kepada Presiden”. 

 

Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Sekretariat Presiden 

memiliki misi sebagai berikut :  

1. Memberikan dukungan keprotokolan yang prima kepada Presiden 

2. Memeberikan dukungan kesekretariatan yang prima kepada Presiden 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan istana-istana Kepresidenan 
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4.1.3. Program dan Rencana Stratejik 

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Presiden, maka tujuan yang akan 

dicapai adalah : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Presiden melalui 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dengan dukungan dana 

yang memadai; 

4. Meningkatkan pengelolaan benda-benda seni budaya dan bersejarah 

koleksi Istana Presiden; 

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penerapan 

profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas 

 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan 

kebijakan dan program sebagai berikut : 

1. Kebijakan 

Kepala Sekretariat Presiden telah menetapkan kebijakan-kebijakan 

untuk dapat terlaksananya tujuan yang telah disusun sebagai berikut : 

a. Peningkatan kualitas pelayanan dalam kesiapan terhadap layanan 

acara, pers dan media, dan kerumahtanggaan pada Presiden dan 

pendamping, tamu negara dan kegiatan penting lainnya serta 

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal 

mendapatkan akses informasi, kunjungan ke istana-istana dan 

bantuan kepada masyarakat; 

b. Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh 

kegiatan; 

c. Pengembangan komunikasi informasi dan media massa; 

d. Pengelolaan kekayaan budaya; 

e. Memberi kesempatan kepada pejabat dan karyawan untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya. 
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2. Program 

Sebagai penjabaran dari 5 kebijakan tersebut, Sekretariat Presiden 

memiliki 5 program, sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan; 

b. Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur; 

c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 

d. Pengelolaan Kekayaan Budaya; 

e. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur. 

 

4.2 Sumber Daya Manusia di Sekretariat Presiden 

Peran sumber daya manusia dalam organisasi Sekretariat Presiden sangat 

strategis, karena manusialah yang mengambil keputusan untuk semua fungsi. 

Oleh karena organisasi Sekretariat Presiden telah dibagi sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya, maka penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi ini 

merupakan hal yang penting diperhatikan. 

Tabel 4.1 
Komposisi Pegawai Organik Berdasarkan Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : LAKIP Sekretariat Presiden Tahun 2011 

 

Sumber Daya Manusia Sekretariat Presiden saat ini berjumlah 1.523 

pegawai yang terdiri dari 767 pegawai organik/dipekerjakan tetap dan 756 

pegawai non organik, yang meliputi Istana Jakarta dan Istana-istana Daerah 

(Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan 

No. Jabatan Jumlah 

1. Eselon I 3 

2. Eselon II-a 5 

3. Eselon II-b 2 

4. Eselon III 21 

5. Eselon IV 73 

6. Non Eselon 663 

Total 767 
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Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Tampaksiring-Bali). Secara garis besar, 

komposisi pegawai organik Sekretariat Presiden per-Desember 2011. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur OrganisasiSekretariat Presiden 

   Sumber : Renstra Sekretariat Presiden 2010-2014 

 

Tugas dari unit kerja tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan 

Istana, mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Presiden dalam 

menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami 

Presiden serta Tamu Negara, pengelolaan istana-istana Kepresidenan, 

museum, koleksi benda-benda seni, perencanaan program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan, serta pelayanan administrasi umum dan kegiatan 

penting lainnya di lingkungan Sekretariat Presiden 

2. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media, 

mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Presiden dalam 
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menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, media, pelayanan informasi, 

dan dokumentasi kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, serta 

pengelolaan perpustakaan Kepresidenan. 

3. Biro Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan 

anggaran, peningkatan dan pemantauan kinerja, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Presiden. 

4. Biro Umum, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan 

penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan urusan ketertiban dan 

keamanan dalam di lingkungan Sekretariat Presiden 

5. Biro Pengelolaan Istana, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan 

pemberian dukungan kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami 

Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya, pengelolaan museum 

dan koleksi benda-benda seni Kepresidenan, pengelolaan Istana-istana 

Kepresidenan di daerah, serta pengelolaan dana operasional Presiden dan 

bantuan kemasyarakatan. 

6. Biro Protokol, mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, dan 

melaksanakan penyelenggaraan keprotokolan kegiatan Presiden dan/atau 

Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya di dalam 

maupun di luar negeri. 

7. Biro Pers Media dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan pers dan media, peliputan dan analisis berita, dan 

pengelolaan informasi, data dan dokumentasi kegiatan Presiden dan/atau 

Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya di dalam 

maupun di luar negeri, serta pengelolaan perpustakaan Kepresidenan. 

8. Istana-istana Kepresidenan di Daerah (Bogor, Cipanas, Yogyakarta, 

Tampaksiring-Bali), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

kerumahtanggaan dan keprotokolan, pengelolaan dan perawatan 

bangunan/peralatan, pengelolaan koleksi benda-benda seni, museum, 

perpustakaan Kepresidenan, dan urusan administrasi umum, serta 

pengembangan Istana-istana Kepresidenan di daerah. 

Efektivitas reformasi..., Prita Raska, FISIP UI, 2012



50 
 

Universitas Indonesia 
 

Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Organik Berdasarkan Pendidikan 
 

No. Pendidikan Jumlah % 

1. SD 32 4,17 

2. SLTP 41 5,35 

3. SLTA 394 51,37 

4. Diploma III 59 7,69 

5. S1 205 26,73 

6. S2 36 4,69 

Total 767 100 % 

 
Sumber : Data Kepegawaian perDesember 2011 

 

 

4.3 Identifikasi Permasalahan Program Penguatan Akuntabilitas di 

Sekretariat Presiden  

Pada tahap pertama dilaksanakannya reformasi birokrasi di Sekretariat 

Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI pada program penguatan 

akuntabilitas kinerja seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya ditujukan 

untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Pelaksanaan 

akuntabilitas dalam rangka melakukan reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden 

Kementerian Sekretariat Negara RI sudah dimulai berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 yang di 

tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Akuntabilitas 

merupakan suatu evolusi kegiatan yang dilaksanakan pada jalur otoritas dan 

kewenangan yang dimiliki Sekretariat Presiden dalam meningkatkan kinerja 

instansi dan meningkatkan akuntabilitasnya. Dalam rangka melaksanakan salah 

satu sasaran reformasi birokrasi yakni akuntabilitas di Sekretariat Presiden 

Kementerian Sekretariat Negara RI merupakan suatu perwujudan 

pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan 
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dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media laporan 

akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan 

sarana pendukung yang diberikan kepada Sekretariat Presiden dalam rangka 

memperlancar tugas dan fungsi membantu Presiden dalam menjalankan tugas-

tugasnya.  Oleh karena itu dalam subbab ini penulis akan menjelaskan mengenai 

identifikasi masalah dalam proses pelaksanaan akuntabiltas yang memiliki 

pengaruh terhadap visi misi Sekretariat Presiden dalam menciptakan suatu 

efektivitas yang salah satunya terealisasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 

Sekretariat Presidenadalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun secara sistematis 

dan melembaga berisikan semua informasi mengenai apa yang sudah dilakukan 

oleh Sekretariat Presiden dalam jangka waktu per satu tahun. Di dalam kerangka 

akuntabilitas kinerja, LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas, 

menjelaskan mengenai kinerja Sekretariat Presiden dan akuntabilitas birokrasi 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014. Hal 

tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat bagaimana pencapaian, 

pelaksanaan sutau kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, 

tujuan, sasaran Sekretariat Presiden yang merupakan media akuntabilitas yang 

memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good 

governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di 

Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Melalui pencapaiaan 

tujuan inilah dapat diketahui apakah kegiatan dan pengelolaan sumber daya di 

lingkungan Sekretariat Presiden terlah sesuai rencana yang dijadikan acuan dalam 

suatu pengawasan manajerial, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan yang 

telah dilakukan mencapai tujuan dan sasaran. 

Pada masa lalu, Sekretariat Presiden cukup memberikan janji mengenai 

kinerja seiring dengan gelombang menuju kepemerintahan yang baik  (good 

governance), Sekretariat Presiden diwajibkan memenuhi janjinya dan 

memberikan bukti  dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan alat ukur 

yang disebut Indikator Kinerja. Indikator kinerja akan memberikan gambaran 
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mengenai apakah birokrasi sudah memenuhi janjinya dan dengan indikator 

kinerja dapat pula memberikan informasi mengenai kinerja Sekretariat Presiden 

dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, 

mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan 

datang. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting dalam perumusan indikator 

kinerja sebagai instrumen pengukuran kinerja mengingat fungsinya sebagai 

penilai atau pengukur keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam melaksanakan 

rencana-rencana strategisnya. Salah satu tahapan dalam proses pelaksanaan 

sasaran dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Presiden adalah 

penetapan program dan kegiatan yang ingin di tingkatkan kinerjanya yang 

dilaksanakan dengan cara mewujudkan sistem pengumpulan dan pengolahan data 

kinerja sebagai bahan penyusun LAKIP. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, 

semua pihak yang berkaitan dengan pembuatan LAKIP harus mengikuti pelatihan 

dan sosialisai dalam rangka memperlajari kebijakan akan program penguatan 

akuntabilitas tersebut yang dilakukan di Instansi Pemerintahan lain, seperti 

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

dimana kementerian ini menyusun modul tentang indikator kinerja yang baik dan 

melakukan studi banding rumusan indikator tersebut dengan instansi lain. 

Dengan demikian diharapkan SDM yang terjun langsung dalam pelaksanaan 

program penguatan akuntabilitas dapat mengerti hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan berkaitan dengan kebijakan program ini yang merupakan salah satu 

bentuk terlaksananya reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden Kemeterian 

Sekretariat Negara RI. 

Berdasarkan pemaparan mengenai program penguatan akuntabilitas yang 

dapatmemperjelas analisis permasalahan tersebut, perlu di identifikasikan 

masalah-masalah yang menyebabkan munculnya masalah dalam pelaksanaan 

program penguatan akuntabilitas di Sekretariat Presiden yaitu  antara lain adalah 

kurangnyajumlah sumber daya manusia(SDM) yang menyebabkan sistem 

pengumpulan data belum optimal sehingga mengalami ketidaktepatan waktu 

pengumpulan data, SDM tersebut khususnya bagian perencanaan yang 

merupakan bagian langsung dalam pelaksanaan program akuntabilitas di 

Sekretariat Presiden. Bagian Perencanaan Biro Administrasi yang mempunyai 
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tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, peningkaan dan 

pemantauan kinerja hanya di isi oleh beberapa pegawai.Dapat dilihat peta jabatan 

Bagian Perencanaan Sekretariat Presiden sebagai berikut. 

Gambar 4.2 Peta Jabatan Bagian Perencanaan, Sekretariat Presiden 

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Presiden 2012 

 

 Jika dilihat dari data kepegawaian Sekretariat Presiden, dapat dianalisis 

bahwa kebutuhan akan pegawai masih ada, yang artinya ada beberapa tugas dan 

fungsi dalam melakasanakan pekerjaan di Sekretariat Presiden yang belum 

ditangani oleh SDM. SDM yang ada saat ini sudah meiliki tugas pokok fungsi 

masing-masing pada unit kerja yang telah ditetapkan, terlebih lagi dalam 

keeseharainnya pegawai-pegawai Sekretariat Presiden menutupi tugas-tugas yang 

tidak ditangani oleh kekurangan SDM yang ada dalam data kepegawaian 

terlampir. Terkait dengan itu, dinamika kerja yang sangat tinggi di Sekretariat 

Presiden, membuat pergawai-pegawainya harus siap dansiaga atas segala hal 
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yang berkaitan dalam membantu tugas Presiden. Dinamika kegiatan yang ada 

karena pekerjaan yang dilakukan berhubungan langsung dengan Presiden yakni 

antara lain jika terdapat penrsiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan, acara 

resmi yang dipimpin oleh Presiden, atau acara lain yan dihadiri oleh Presiden 

baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga hampir semua pegawai di 

lingkungan Sekretariat Presiden baik langsung maupun tidak langsung semuanya 

terfokus pada persiapan dan pelaksanaan acara Presiden tersebut. Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa dengan jumlah SDM yang kurang dan pekerjaan 

yang banyak serta dinamis tersbut dapat menyebabkan suatu masalah untuk 

melaksanakan program penguatan akuntabilitas. Seharunya diadakan kebijakan 

penambahan SDM di Sekretariat Presiden sehingga tidak semua SDM terfokus 

pada hal-hal teknis dalam rangka membantu tugas-tugas Presiden saja namun jga 

tugas-tugas rutinitas administrasi pendukung lainnya dapat dikerjakan dengan 

efektif dan efisien. Adanya kebijakanmomatorium dimana tidak adanya rekruit 

PNS dalam jangka waktu beberapa tahun ini menyebabkan permasalahan 

akankekurangan SDM tersebut belum dapat di selesaikan. Memang hal ini dapat 

menjadi dilema yang berakibat besar pada kinerja birokrasi. Di satu sisi, pegawai-

pegawai di Sekretariat Presiden harus memberikan pelayanan prima dan 

dukungan baik administrasi maupun teknis terhadap Presiden. Namun disisi lain 

terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka 

mempertanggungjawabkan kinerja birokrasinya. Seperti salah satunya adalah 

dalam hal administrasi seperti pembuatan LAKIP, jika SDM yang berkecimpung 

didalamnya mengerti prosedur pembuatan LAKIP dan mampu membagi waktu 

agar data-data yang diperlukan dalam pembuatan LAKIP dapat diberikan sesuai 

dan tepat waktu, maka dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang dimulai dari 

perencanaan sampai evaluasi akan dilaksankan sesuai dan tepat waktu juga, 

sehingga dengan berjalannya proses dan waktu pelaksanaan akan meminimalisasi 

terjadinya masalah yang menghambat pelaksanaan program penguatan 

akuntabilitas di Sekretariat Presiden. Seperti penjelasan Kepala Subbagian 

Evaluasi dan Pelaporan, Ibu Sari Ratna Nilam mengenai permasalah tersebut 

diatas, beliau mengatakan bahwa. 
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“LAKIP Sekretariat Presiden itu dikoordinir oleh Subbagian Evaluasi 

dan Pelaporan, Bagian Perencanaan Biro Administrasi dan 

bertanggungjawab untuk mengumpulkan data-data dari unit kerja 

dilingkungan Sekretariat Presiden, adapun kendala-kendala dalam 

penyusunan LAKIP tersebut, kurang lebih seperti data yang diterima dari 

masing-masing unit kerja terkadang mengalami keterlambatan melewati 

batas waktu yang telah ditentukan, sehingga harus proaktif kepada unit 

kerja yang bersangkutan untuk segera mengirimkan data tersebut, terus 

hasil akuntabilitas yang telah diterima dan telah susun setelah dianalisa 

kadang kali tidak sesuai dengan data pendukung yang telah dikirimkan 

sehingga memerlukan koordinasi kembali dengan unit kerja yang 

bersangkutan berkaitan dengan perbedaan hasil, koordinator dari 

masing-masing unit kerja yang telah ditunjuk oleh pimpinan yang 

bersangkutan atau disebut sebagai “Mitra Kerja” kadang kali mengalami 

kendala hal ini disebabkan mitra kerja yang bersangkutan pada saat 

batas waktu untuk mengumpulkan data juga mengalami kendala dalam 

mencari data-data dari masing-masing bagiannya sehingga mitra kerja 

tersebut juga sulit untuk mengkompilasi data seluruhnya,setelah dapat 

dikompilasi oleh mitra kerja, mengingat pimpinan dari unit kerja yang 

bersangkutan seringkali tidak ada di tempat karena mengikuti kegiatan 

acara presiden/Ibu Negara serta dinamika kegiatan yang cukup padat 

sehingga sehingga mengalami keterlambatan pengesahan dari pimpinan 

yang bersangkutan, pada akhirnya hasil LAKIP yang telah disusun 

sebelum ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Presiden harus melewati 

beberapa koreksi dari pimpinan sehingga harus menunggu hasil dari 

koreksi dari pimpinan, mengingat pimpinan juga banyak mengikuti 

kegiatan acara Presiden/Ibu Negara serta dinamika kegiatan yang cukup 

padat sehingga terlambat untuk disampaikan kepada Kementerian 

Sekretariat Negara” 

Penjelasan-penjelasan diatas tersebut dapat dikuatkan lagi dengan melihat 

standart dan prosedur dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas yakni 

yang belum adanya pemahaman yang baik oleh semua pegawai, tidak hanya 
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pegawai yang berkaitan dengan akuntabilitas saja tapi juga seluruh 

pegawaiseharusnya diberikan transfered knowledgeakan hal-hal yang berkaitan 

dengan program penguatan akuntabilitas kinerja sehingga semua pegawai mudah 

di koordinasikan megetahui prosedur program akuntabilitas, kapan wantu 

penyelesaiannya sehingga mampu membantu tim pembuat LAKIP untuk 

merampungkan laporannya. Misalnya dalam pengumpulan data LAKIP di Istana 

Kepresidenan yang ada di daerah yang merupakan bagian dari data pembuatan 

LAKIP, dimana biasanya pembuat LAKIP di Istana Daerah  itu hanya dilakukan 

oelh perorangan yang memiliki hambatan karena sulitnya koordinasi yang 

membuat tolak ukur pelaporannya sulit untuk dilaksanakan. Seperti penjelasan 

Ibu Diana Emiria selaku pembuat LAKIP di Istana Kepresidenan Bogor 

mengenai hal ini. 

Kendala dalam melaksanakan kegaitan apapun pasti ada, apa lagi seperti 

reformasi birokrasi yang merupakan program nasional, pasti setiap 

instansi pemerintah memiliki kendala dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan demi berlangsungnya reformasi birokrasi, kalau pada program 

akuntabilitas ini kendala terbesar adalah belum adanya alat ukur yang 

tepat dalam pelaksanaan pelayanan di  Sekretariat Presiden, sehingga 

dalam mengukur kinerja akan sulit terlihat, karena kan bentuk pelayanan 

kepada Presiden seharusnya dapat di ungkapkan dalam bentuk kuesioner, 

apakah pelayanan yag kita berikan sudah bagus lalu apa yang harus 

ditingkatkan, data kuesioner itu yang dapat dihitung berkaitan dengan 

kinerja Sekretariat Presiden yang memberikan pelayanan kepada 

Presiden. 

Peraturan dan modul tentan program penguatan akuntabilitas yang di 

kembangkan oleh MENPAN dan RB masih bersifat umum, sehingga perlu 

dijabarkan lebih lanjut pada seluruh pegawai di Sekretariat Presiden dan Istana-

istana Kepresidenan di Daerah. Untuk menjabarkan peraturan mengenai program 

penguatan akuntabilitas ini harus dilakukan koordinasi lebih banyak terhadap 

SDM agar kemampuan analisis dan pemahaman program akuntabilitas menjadi 

sama antara semua istana kepresienan yang di rangkum dalam satu laporan 
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LAKIP Sekretariat Presiden. Jika semua pegawai mengetahui hal ini tentunya 

dalam memberikan kinerja yang dilakukan oleh individu masing-masing 

berorientasi kepada penilaian kinerja birokrasi, jadi dalam keggiatan ssehari-hari 

akan memberikan kinerja yang maksimal dan tidak melakukan kesalahan-

kelasalahan kerja yand tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 

Ketidakseusaian yang tidak sengaja itulah yang merupakan penyebab dalam  

penilaian di dalam laporan akuntabilitas yang akan dibuat, padahal hal tersebut 

dapat ditanggulangi jika semua pegawai memiliki pengetahuan dan pengertian 

akan bagaimana sistem akuntabilitas di Sekretariat Presiden dilakukan, tidak 

hanya berdasarkan laporan dalam betuk LAKIP, namun juga dari perencanaan 

yang dibuat harus ada benang merah antara kedua proses tersebut. Seperti 

penjelasan dari informan M. Ari Setiawan, selaku Kepala Bagian Perencanaan 

Sekretariat Presiden, yang mengatakan bahwa 

“Saya mendapat kalimat ini dari mantan Menpan yang saya terapkan 

betul di dalam birokrasi ini, beliau berkata tulislah apa yang akan  kamu 

lakukan, lakukan apa yang kamu tulis dan tulis apa yang sudah kamu 

lakukan, Sangat simple sebennya LAKIP ini, ini Cuma hal administrasi 

saja” 

Berdasarkan pernyataan diatas, memang secara teori hal-hal yang 

dikerjakan harus sesuai dengan apa yang direncakanan sehingga dapat di 

pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepadapihak-pihak yang terkait dengan 

pembuatan laporan akuntabilitas, namun kenyataannya dalam implikasi 

pelaksanaan kinerja birokrasi terhambat akan adanya pemahaman dan pengertian 

yang kurang yang dimiliki SDM baik dalam melaporkan kinerja dan pelaksanaan 

rutinitas kinerja individu di unti kerja masing-masing, hal tersebut akibat dari 

dinamika pekerjaan yang tinggi, kesiagaan dalam tugas-tugas dadakan yang 

diberikan oleh Presiden, ditambah lagi dengaan beban kerja tidak 

proposional(overload)terkait dengan jumlah SDM yang tidak seimbang dengan 

pekerjaan yang dimiliki. Jika dilihat dari tabel kekurangan SDM, dapat di analisis 

bahwa pada keadaan sebenarnya banyak SDM yang “bekerja ganda” menutupi 

kekurangan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh ketiadaan SDM 
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tersebut.Keadaan yang diinginkan mengenai permasalahanSDM di lingkungan 

Sekretariat Presiden dalam pencapaian programpenguatan akuntabilitas kinerja 

adalah terciptanya SDM yang sukarela terlibat dalam melakukan dan 

menyelesaikan pelaksanaan akuntabilitas kinreja tanpa mengandalkan kinerja 

pegawai lain. Tumbuhnya kreativitas seperti ini dapat menimbulkan inovasi baru 

yang memperlancar kegiatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja. 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan SDM diatas telah 

identifikasikanmenjadi masalah yang mempengaruhi terlaksanakan sistem 

pengumpulan data yang tidak relevan, tidak tepat waktu, dan tidak konsisten. 

Padahal sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam 

memberikan pelayanan kepada Presiden, Sekretariat Presiden dituntut dapat 

memberikan kinerja yang professional dalam melaksanakan tugas apapun serta 

akuntabel dengan memberikan kategori pencapaian kinerja yang baik dibuktikan 

dengan tidak adanya penilaian buruk pada capaian kinerja yang telah ditetapkan 

pada proses perencanaan. 

 

 

4.4 Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang 

merupakan bentuk Reformasi Birokrasi di Seketariat Presiden  

Melihat sejauh mana sistem akuntabilitas yang dilaksanakan dapat 

berjalan dengan baik. Dalam subbab ini akan dijelaskan mengenai sistem 

akuntabilitas yang diterapkan. Berdasarkan analisis terhadap indikator kinerja dan 

capaian kinerja dengan dilakukan oleh Sekretariat Presidendan mengidentifikasi 

sejumlah celah kinerja untuk memperbaiki kinerja Sekretariat Presiden di masa 

mendatang dapat dijelaskann sistematika pelaksanaan SAKIP dalam bentuk 

penyajian LAKIP Sekretariat Presiden  berpedoman pada Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di 

lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan menggunakan pedoman tersebut maka 

dapat tersusunnya suatu bentu pelaporan akuntabilitas  yang menjelaskan hal 

umum tentang organisasi, tugas dan fungsi organisasi, dan struktur organisasi. 

Selain itu di dalam LAKIP disajikan pula gambaran singkat Rencana Strategis 
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(Renstra) yang menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, 

kebijakan dan program Sekretariat Presiden, Serta Penetapan Kinerja (PK) yang 

menyajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dan menjelaskan 

apabila ada perbedaan antara target-target pada Rencana Kinerja Tahunan dan 

Penetapan Kinerja. 

Rencana Strategis mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis 

yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko mengenai arah 

strategis kemana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan 

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir 

secara sistematis upaya-upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil 

melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Rencana Strategis 

(Renstra) Sekretariat Presiden Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan Instruksi 

Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan KKN 

dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

mengatur anggaran berbasis kinerja. Jika dilihat dari pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja Sekretariat Presiden, terdapat pengukuran capaian kinerja yang berupa 

sasaran strategis beserta indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja (PK) setiap tahunnya.Dapat dilihat gambar berikut untuk penjelasan 

pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden. 

Gambar 4.3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Sumber : Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah dilihat 

dari kompoenen-komponen sebagai berikut. 

1. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Stratejik (Renstra), 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) 

yang merupakan bagian dari SAKIP dan impelemtasinya dinilai 

dalam bentuk laporan akuntabilitas  kinerja. Pada lembar kriteria 

evaluasi akuntabilitas kinerja lampiran 1 halaman 93 terdapat 

penilaian 28,28% dengan bobot 35% yang artinya masih terdapat 

komponen penilaian yang kurang baik, dalam hal ini terdapat pada 

pemenuhan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disampaikan 

tidak tepat waktu. Hal tersebut sangat mempengaruhi pada sautu 

bentuk acuan mengenai kondisi yang akan dilakukan, RKT 

merupakan langkah awal dalam melaksanakan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk 

membuat suatu laporan yang akuntabel dalam menjelaskan kinerja 

di Sekretariat Presiden. RKT yang merupakan suatu tahap awal, 

pada lembar evaluasi kinerja masih belum berorientasi kepada 

output atau hasil. Berorientasi pada hasil dimaksud adalah 

outcome yang berkualitas karena output dari kinerja yang 

direncanakan merupakan suatu hal yang penting, tidak hanya 

proses kegiatan namun output tersebut menggambarkan kondisi 

yang diinginkan. Sehingga dalam pelaporan kinerja dalam bentuk 

LAKIP memiliki keselarasan dengan apa yang direncanakan. 

 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai kinerja. Dalam 

pengukuran kinerja berkaitan dengan penentuan, penetapan, dan 

pemaparan indikator kinerja yang tepat. Indikator kinerja (alat 

ukur capaian sasaran organisasi) juga bagian dari SAKIP  yang 

dinilai pada akhirnya dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. 

Indikator kinerja menonjolkan fungsi untama yang menjadi 

Efektivitas reformasi..., Prita Raska, FISIP UI, 2012



61 
 

Universitas Indonesia 
 

karakteristik organisasi sesuai dengan tingkat organisasinya. 

Indikator kinerja tidak bermakna input atau proses kegiatan 

melainkan berorientasi pada output dan outcome. Selain itu dalam 

penetapak indikator kinerja harus SMART (Spesific, jelas tidak 

berdwimakna;Measurable, dapat diukur dengan baik secara 

kuantitatif atau kualitatif dengan memperhatikan alat ukur, apa 

yang diukur dan instrument pengukurannya; Attaineable, dapat 

dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dimiliki;Relevance, terkait dengan apa yang ingin di ukur, jumlah 

indikator kinerja memadai dengan sasarannya; dan Time Bound, 

penyelesaiannya dapat ditentukan di awal) . Sumber : Biro 

Akuntabilitas Kementerian Sekretariat Negara RI. Pengukuran 

kinerja pada lembar evaluasi akuntabilitas kinerja, lampiran 1 

halaman 93, dilihat bahwa dari bobot 25% mendapat penilaian 

22,38%. Merupakan nilai yang lebih baik karena mendekati bobot 

maksimal yang telah ditetapkan. Komponen yang mendapat nilai 

baik tersebut adalah proses penilaian kinerja, dimana dalam 

melakuka pengukuran kinerja terdapat Indikator Kinerja Utama 

(IKU), Indikator Tujuan, dan mekanisme pengumpulan data 

kinerja yang baik. 

 

3. Pelaporan Kinerja 

Yang dimaksud pelaporan kinerja adalah Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan 

Renstra, RKT, dan PK yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pelaporan kinerja pada lampiran 1 halaman 93 dapat disimpulkan 

penilaian yang cukup baik yakni mendapat penilaian 15,27% dari 

bobot 20%. Terdapat sedikit masalah pada pelaporan kinerja yang 

dipaparkan dalam lembar evaluasi kienrja akuntabilitas, yakni 

terdapat nilai 0(nol) pada komponen ketepatan waktu melaporkan 

LAKIP. Hal tersebut merupakan pengaruh penilaian yang juga 
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merupakan masalah yang dialami oleh Sekretariat Presiden yang 

sudah dijelaskan di subbab sebelumnya. 

 

4. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja bersifat internal organisasi selama ini dilakukan 

oleh Bagian Perencanaan Sekretariat Presiden dan Biro 

Akuntabilitas Kementerian Sekretariat Negara RI dengan 

membentuk Tim Evaluasi Kinerja dengan menerapkan Juklak 

Evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Pada 

evaluasi kinerja nilai akuntabilitas yang didapat adalah 8,33% dari 

bobot 10% (lihat lampiran 1 halaman 93). Berdasarkan penilaian 

tersebut ternyata hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti untuk 

perbaikan, penerapan manajemen kinerja yang hanya mendapat 

nilai 75% memberikan gambaran masih belum efektifnya proses 

evaluasi pada Progarm Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Hasil 

dari evaluasi harusnya ditindaklanjuti untuk dapat melakukan 

perbaikan disamping sudah dinilai oleh pihak tertentu namun jika 

tidak ada perbaikan tetap diberikan nilai yang tidak baik, karena 

dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

5. Pencapaian Kinerja 

Pencapaian Kinerja adalah kinerja sasaran stategis Renstra yang 

berorientasi pada outcome atau minimal output yang diukur 

melalui indikator kinerja utama. Output dan outcome merupakan 

hasil dari suatu pekerjaan yang disebut dengan “kinerja”.Kinerja 

ini lah yang di nilai dalam bentuk laporan akuntabilitas. 

Pencapaian kinerja mendapat nilai yan cukup baik yakni 6,96% 

dari bobot 10%. Penilaian yang kurang baik tersebut 

mempengaruhi keseluruhan penilaian akunatabilitas kinerja di 

Sekretariat Presiden. Penyusunan LAKIP melibatkan seluruh 

anggota di Sekretariat Presiden, namun komponen tersebut 

mendapat dilai yang tidak baik sehingga menyebabkan pada 
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pencapaian kinerja penilaiannya hanya didapat 6,96%. Juika 

dikaitkan dengan factor SDM maka kondisi seperti ini akan sulit 

untuk diperbaiki, ditambah lagi jika pegawai di Sekretariat 

Presiden memiliki dinamika yang tinggi dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. 

 

Tabel 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Pendukung 
 

 Sasaran Strategis Indikator 

1. Terselenggaranya dukungan kesekretariatan 
yang prima kepada Presiden 

1.  Persentase dukungan administrasi yang sesuai 
standar 

2.  Persentase dukungan kerumahtanggaan yang 
sesuai standar 

3.  Persentase dukungan sarana dan prasarana 
yang sesuai standar 

4.  Jumlah Istana Daerah yang sudah memenuhi 
standar pelayanan 

2. Terselenggaranya dukungan keprotokolan 
yang prima kepada Presiden 

1.  Persentase dukungan protokol yang sesuai 
standar 

2.  Persentase dukungan pers media dan informasi 
yang sesuai standar 

3.  Persentase kegiatan Acara Kenegaraan/resmi 
dan kegiatan penting lainnya yang 
terdokumentasi 

 
Sumber : LAKIP Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI tahun 2011 

 
 

Jika dilihat akuntabilitas kinerja dari indikator yang ada pada tabel 

Sasaran Strategis dan Indikator Pendukung diatas ternyata dapat dihasilkan 

kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

Sekretariat Presiden. Kebijakan-kebijakan yang dihasinya dijabarkan melalui 

strategi program yang dilakukan oleh satuan kerja dan unit kerja masing-masing . 

Kebiijakan-kebijakan tersebut adalah : 

 

a. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dan kerumahtanggaan 

kepada Presiden; 
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b. Peningkatan kualitas dukungan keprotokolan, pers media dan 

informasi kepada Presiden; 

c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur; 

d. Peningkatan kualitas pengelolaan Istana Kepresidenan Daerah. 

 

Sehubung dengan adanya kebijakan pemerintah di bidang restrukturisasi 

program kegiatan, Sekretariat Presiden melakukan penataan kembali program dan 

kegiatan yang pada tahun 2010 terdapat 4 program menjadi 2 program. Program 

merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yag 

dilaksanakan oleh satuan organisasi Sekretariat Presiden untuk mencapai sasaran 

dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program tersebut adalah : 

 

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tata teknis 

lainnya; 

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

 

Dengan demikian penetapan tujuan dan sasaran strategis beserta 

indikatornya, mampu memberikan informasi hasil kinerja yang dapat 

dibandingkan antar target pencapaian indikator setiap tahunnya. Hal tersebut 

menjadi sulit manakala laporan akuntabilitas yang dibuat memiliki kategori 

pencapaian nilai yang hasilnya tidak memuaskan.Dalam melakukan penilaian, 

tingkat capaian kinerja Sekretariat Presiden harus sesuai dengan kategori 

pencapaian kinerja sebagai berikut. 

 

Tabel 4.4 Kategori Pencapaian Kinerja Sekretairat Presiden 

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah 
 

No. Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja 
1. 

2. 

3. 

4. 

85 % - 100 % 

70 % - < 85 % 

55 % - < 70 % 

< 55 % 

Sangat Baik 

Baik 

Sedang 

Kurang Baik 
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Berdasarkan tabel kategori pencapaian kinerja Sekretariat Presiden diatas 

dapat dilihat bahwa dengan hasil akhir berupa presentase capaian kinerja dari 

laporan akuntabilitas Sekretariat Presiden tersebut dapat diberikan  berupa nilai 

dari apa yang direncanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Presiden 

yang merupakan bentuk pencapaian program penguatan akuntabilias kinerja. 

Nilai itu lah yang menjadi dasar bagaimana tingkat akuntabilitas yang dimiliki 

oleh Sekretariat Presiden yang dapat memberikan gambaran bagaiman efektivitas 

reformasi birokrasi yang berlangsung di Sekretariat Presiden.Jika kategori 

capaian kinerjanya baik maka birokrasi dapat dikatakan akuntabel dalam 

melaksanakan kinerjanya, sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. 

Namun sebaliknya, jika capaian kinerja nya masih kurang baik, artinya masih 

terdapat hal-hal yang menyebabkan birokrasi di Sekretariat Presdien yang belum 

mencapai penilaian yang akuntabel sebagaimana seharunya yang telah di tuliskan 

dalam visi Sekretariat Presiden yakni mejadi Sekretariat Presiden yang 

professional, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan prima 

kepada Presiden 

Dengan demikian, dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas 

kinerja, pelaksanaan rencana strategis yang disusun harus menjangkau substansi 

tugas dan fungsi dari Sekretariat Presiden yang mendefinisikan arah stratejik 

organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses 

pencapaiannya. 

 
 

4.5 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sekretariat Presiden dalam 

pelaksanaan Pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja  

Sekretariat Presiden sebagai unit organisasi Kementerian Sekretariat 

Negara RI yang mempunyai tugas memberikan pelayanan prima kepada 

Presiden,  dihadapkan pada lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap 

program dan kegiatan, yaitu lingkungan internal maupun eksternal. Karenanya 

perlu dilakukan pencermatan terhadap lingkungan internalberupa kekuatan dan 

kelemahan organisasi yang dianalisis menjadi data dan informasi yang digunakan 

dalam pembuatan laporan akuntabilitas. Seperti pada  pembahasan evaluasi 

akuntabilitas di Istana Kepresidenan Bogor pada tangga 8 Juni 2012, yang pernah 
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di ikuti dan di amati oleh peneliti. Pada rapat evaluasi tersebut dijelaskan bahwa 

terdapat dua pengaruh terhadap berlangsungnya program akuntabilitas di 

Kementerian Sekretariat Negara RI, begitupun unit-unit kerja yang ada 

didalamnya, yakni adanya pengaruh lingkungan dalam organisasi dan lingkungan 

luar organisasi. Pengaruh internal ini dapat di analisis sehinga terlihat lebih jelas 

apa sebenanrnya kekurangan dan kelemahan yang ada di Sekretariat Presiden 

dalam menlaksanakan reformasi didalam birokrasidalam melaksanakan salah satu 

program yakni pencapaian program penguatan akuntabilitas. 

Dengan melihat Analisis berikut dapat dikaitkan dengan permasalahan 

yang sebelumnya sudah dibahas sehingga terlihat titik temu yang akandi 

klasifikasikan ke dalam aspek-aspekinternalorganisasi, yaitu kekuatan (Strengths) 

dan  kelemahan (Weakness) yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program 

penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Presiden.  

 

Kekuatan (Strengths) 

a. Posisi dan Peran Strategis Sekretariat Presiden  

Sekretariat Presiden sebagai Bagian dari Kementerian Sekretariat Negara 

RI, mempunyai fungsi pelayanan teknis dan administrasi kepada Presiden. Fungsi 

pelayanan teknis dan administrasi tersebut berupa dukungan kesekretariatan, 

protokoler, pelayanan kerumahtanggaan serta pers media dan informasi.  

Dalam menjalankan tugas kesehariannya, Presiden sebagai Kepala Negara 

dan Kepala Pemerintahan maka berlaku ketentuan Protokoler Kenegaraan. Dalam 

Protokoler Kenegaraan terdiri dari beberapa hal aktivitas secara langsung atau 

pun tak langsung yang harus dijalankan, terdiri dari layanan administrasi, 

dukungan sarana prasarana, kerumahtanggaan, keprotokolan serta peliputan dan 

sistem informasi yang kesemuanya memberikan kontribusi penyelenggaraan 

protokoler kenegaraan. 

Dukungan Keprotokolan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kelancaran kinerja Presiden, semakin berkualitas, efektif, dan 

profesional dalam dukungan keprotokolan yang diberikan kepada Presiden akan 
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semakin tinggi pula tingkat kelancaran kinerja Presiden. Karenanya keberhasilan 

dukungan keprotokolan tersebut merupakan penunjang dalam mendukung 

keberhasilan pelaksanaan tugas Presiden sehari-sehari. Namun dalam 

kenyataannya, pelaksanaan dukungan tugas-tugas Presiden demi memberikan 

pelayanan yang prima, dapat mengesampingkan beberapa hal seperti kegiatan 

rutinitas administrasi yang dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Sekretariat 

Presiden menyebabkan terkadang beberapa hal aktivitas rutinitas tersebut 

menjadi terhambat atau tertunda. Akan tetapi SDM yang ada di Sekretariat 

Presiden sampai sat ini masih bisa menangani hal-hal yang merupakan tugas 

administrasi dan pertanggungjawaban seperti preogram penguatan akuntabilitas 

kinerja serta tugas-tugas administrasi lainnya walaupun membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

 

b. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) 

Sekretariat Presidenyang baik 

Seluruh Unit Kerja organisasi di Sekretariat Presiden diharapkan dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara terarah, terpadu, efektif 

dan efisien sesuai kebutuhan organisasi. Saat ini, telah diwujudkan dengan 

formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yang terukur dalam bentuk 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan. Kedua instrumen 

tersebut, disamping sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, juga 

sekaligus merupakan alat ukur akuntabilitas dan kinerja. 

Selama ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi sudah mengacu kepada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan. Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Standar Pelayanan yang telah ditetapkan walaupun belum 

sepenuhnya dijadikan acuan dan dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan 

fungsi sehari-hari, melihat terdapat beberapa kegiatan yang mendadak dan harus 

dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden. Sehingga 

untuk mencapai harapan tersebut maka perlu diterapkan sepenuhnya Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan agar dalam menjalankan 

tugas dan fungsi sehari-hari yang belum sebagian berjalan secara optimal 

Efektivitas reformasi..., Prita Raska, FISIP UI, 2012



68 
 

Universitas Indonesia 
 

dikarenakan tugas-tugas yang dinamis bisa berubah-ubah setiap saat dapat lebih 

di optimalkan, dengan demikian diharapkan terwujud koordinasi yang baik dan 

jelas diantara unit kerja, sehingga seluruh kegiatan secara keseluruhan dapat 

berlangsung secara tertib dan terukur serta pelaksanaan kinerja sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya.  

 

Kelemahan (Weaknesses) 

a. Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia di 

SekretariatPresiden sesuai tuntutan tugas di dalam memberikan kinerja 

Secara historis, Sumber Daya Manusia di Sekretariat Presiden merupakan 

tenaga pelayanan. Peran Sumber Daya Manusia dalam organisasi Sekretariat 

Presiden sangat strategis. Sumber Daya Manusia diharapkan dapat secara efektif 

melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada 

Presiden secara profesional. Tentunya hal ini harus didukung dengan keahlian-

keahlian spesifik  yang dituntut untuk dikuasai sesuai tugas dan fungsi dari 

pekerjaannya seperti kemampuan bahasa asing, komunikasi, mengolah data, 

termasuk mental attitude. Sementara kompetensi yang spesifik ini dapat 

dikatakan masih kurang sehingga membuat pelaksanaan program penguatan 

akuntabilitas di Sekretariat Presiden belum terlaksana secara efektif dan efisien. 

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab identifikasi masalah SDM, bahwa 

SDM merupakan hambatan dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas 

kinerja.Saat ini, Sekretariat Presiden memiliki 1.513 pegawai dengan komposisi 

tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 36 

orang, tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 205 orang,dan selebihnya 

mempunyai tingkat pendidikan Diploma III, SLTA, SLTP dan SD.Dengan Latar 

belakang pendidikan dari Sumber Daya Manusia, Sekretariat Presiden diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilannya dan pengetahuan terhadap segala bentuk 

kebijakan yangdampak nya berguna dalam pengembangan birokrasi khususnya 

dalam pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja. Seperti terciptanya 

Sekretariat Presiden yang  memiliki kinerja yang akuntabel dalam rangka 

melakukan reformasi birokrasi. 
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b. Komitmen Pimpinan di Sekretariat Presiden yang belum maksimal 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Presiden, Kepala 

Sekretariat Presiden sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang bekum 

maksimal untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap 

kegiatan-kegiatan yang berguna dalam rangka pengembangan birokrasi seperti 

pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden yang salah satu bentuk 

kegiatannya adalah pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja. 

Walaupun dalam kesehariannya Sekretariat Presiden menjalankan tugas 

memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden,  pimpinan di 

Sekretariat Presiden mempunyai komitmen  yang rendah terhadap kegiatan 

rutinitas administasi. Komitmen yang belum maksimal tersebut menjadi motivasi 

yang kuat kepada seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan Sekretariat Presiden 

dalam memberikan kinerja yang lebih baik untuk menciptakan birokrasi yang 

akuntabel.Hal-hal yang harus dilakukan antara lain pimpinan seharusnya terjun 

langsung terhadap beberapa kegiatan rutinitas yang menyangkut administrasi 

organisasi seperti, masalah kekuarangan SDM di Sekretariat Presiden, koordinasi 

dari hasil kinerja yang diberikan oleh semua angota organisasi, dan sosialiasasi 

penerapan kebijakan dan program akuntabilitas kinerja. Sosialisasi atas 

terlaksananya program penguatan akuntabilitas yang jika terus di berikan atensi 

terhadap semua anggota organisasi dapat memberikan perubahan yang lebih baik 

untuk Sekretariat Presiden dalam menjadikan birokrasi nya sebagai birokrasi 

yang akuntabel. Dari sosialisasi ini perlu ada tindak lanjut alam pemberian 

asistensi dan bimbingan teknis yang selama ini masih dirasa hanya dilakukan 

secara parsial belum secara luas. 

 

c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pelaksanaan 

Program Penguatan Akunabilitas di Sekretariat Presiden yang belum 

berlangsung 

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 
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akuntabilitas penyelenggaraan kinerja di Sekretariat Presiden. Oleh karena itu 

pada era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan. Pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan guna mewujudkan 

sistem informasi dukungan teknis dan administrasi yang modern, khususnya 

dalam rangka koordinasi dalam bentuk komunikasi serta penyediaan data 

informasi yang cepat, akurat dan lengkap, yang diperlukan untuk proses 

pengambilan keputusan, dan pemantauan pelaksanaan tugas serta penyebarluasan 

informasi yang berkaitan dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas. 

Kedepannya, Kementerian Sekretariat Negara RI  pada bagian akuntabilitas yang 

dalam hal ini merupakan ujung dari pelaksanaan sistem akuntabilitas untuk 

semua satuan kerja di Kementerian Sekretariat Negara RI sedang membuat suatu 

program yang berbasis komputerisasi, yakni Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 

yang sampai saat ini sedang dalam proses penyempurnaan (belum diterapkan di 

unit-unit kerja seperti Sekretariat Presiden). Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 

inilah yang diharapakan menjadi peluan terbaik untuk mengatasi permasalahan 

dan kesulitasn koordinasi yang saat ini sedang dialami Sekretariat 

Presiden.Namun penggunaan teknologi ini perlu uji coba, dan hal tersebut yang 

menjadi tugas bersama pegawai-pegawai di Kementerian Sekretariat Negara RI 

dalam memberikan inovasi dan ide-ide untuk pengembangan Teknologi 

Komunikasi berbasis komputer. 

 

4.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Presiden 

Pada subbab ini berisi analisis hasil penelitian tentang efektivitas program 

penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian 

Sekretariat Negara RI berdasarkan penjelasan pelaksanaan program penguatan 

akuntabilitas di atas.Jika dilihat dari tabel LAKIP Sekretariat Presiden tahun 2010 

terdapat pelaporan kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Presiden yang  

menggambarkan outcomes yang kurang memuaskan. Hal tersebut nampak dari 

para pejabat di lingkungan Sekretariat Presiden yang jika ditanya mengenai 

outcomes dari LAKIP, mereka cenderung mengelak dengan alasan tidak dalam 
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pengendalian. Sedangkan sebagaimana diketahui, meningkatnya kinerja birokrasi 

dapat dicapai antara lain melalui meningkatkan kinerja pelaksanaan program.dan 

pelaksanaan program itulah yang menjadi acuan apakah Sekretariat Presiden 

telah melaksanakan misinya dengan baik dan akuntabel. Jika Sekretariat Presiden  

melaksanakan segala tahapan dan berhubungan dengan instrumen dalam 

menguatkan akuntabilitas kinerja birokrasinya, seharusnya sudah dapat dikatakan 

bahwa instansi tersebut efektif dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan 

merupakan bagian dari pengendalian birokrasi nya sebagai birokrasi yang sudah 

di reform dalam pencapaian program penguatan akuntabilitas. Namun jika masih 

terdapat ketidaksesuaian apa yang direncanakan oleh Sekretariat Presiden dengan 

hasil akhirnya yang tidak baik tersebut, artinya Sekretariat Presiden masih belum 

efektif dalam melaksanakan salah satu sasaran reformasi birokrasi dalam 

pencapaian program penguatan akuntabilitas. Gambar dibawah ini menjelaskan 

bagaimana seharusnya program penguatan akuntabilitas yang efektif dilakukan di 

Sekertairat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Proses Dalam Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
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Dalam kaitannya dengan sistem pengumpulan data kinerja (yang 

dilaporkan) pada dasarnya menggunakan data pengukuran kinerja  dimana ciri-

ciri pengukuran kinerja yang baik adalah relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, 

konsisten, lengkap dan mudah dipahami. Masalahnya kesenjangan antara kondisi  

yang ada saat ini dengan kondisi yang diharapkan agak berbeda yang 

menyebabkan gambaran kinerja menjadi tidak optimal. Berdasarkan teori 

efektivitas, John R. Schermerhorn (1986:35)mendefinisikan efektivitas 

adalahpencapaiantargetoutputyangdiukurdengancaramembandingkanoutput, 

namun pada kenyataannya LAKIP Sekretariat Presiden pada tahun 2010 masih 

terdapat salah satu sasaran stratejik yang mendapat kategori pencapaian kinerja 

yang kurang baik, yakni “terselenggaranya pengawasan dan pengembangan 

akuntabilitas kinerja serta penanganan pengaduan masayarakat yang 

efektif”. Walaupun hanya ada satu sasaran stratejik yang mendapat nilai kurang 

baik, namun pengaruh keseluruhannya adalah pada nilai rata-rata akuntabilitas 

Sekretariat Presiden dan dari hasil penilaian tersebutlah dapat disimpulkan 

sementara bahwa Sekretariat Presiden belum memiliki nilai akuntabilitas yang 

memuaskan dan LAKIP yang dibuat pada tahun 2010 tersebut menunjukkan 

ketidakefisienan implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden. 

Mengulas permasalahan mengenai tabel LAKIP Sekretariat Presiden 

tahun 2010, terdapat sasaran stratejik yaitu penanganan pengaduan masyarakat 

yang memiliki presentase capaian 20% dengan kategori nilai kinerja yang kurang 

baik. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data-data sekunder yang ada pada 

Sekretariat Presiden, ternyata ditemukan adanya alasan mengapa penanganan 

pengaduan masyarakat yang rendah. Dari data tersebut dilihat bahwa terdapat 

trendpeningkatan dari surat pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2009  

namun pada tahun 2010 surat pengaduan masyarakat tersebut mengalami 

penurunan. Ternyata pada kenyataannya tidak ada sumber daya manusia yang 

berperan dalam penanganan pengaduan masyarakat, sehingga surat pengaduan 

msyarakat itu tidak dapat di tindaklanjuti. Penangananpengaduan msyarakat 

bukan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Presiden, dan pernyataan di dalam 

tabel mengenai capaian kinerja tersebut adalah suatu prosedur yang mengikuti 

acuan dari Kementerian Sekretariat Negara RI, memang pada kementerian 
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terdapat bagian yang menangani segala bentuk pengaduan masyarakat, sehingga 

capaian kinerja tersebut di turunkan satuan unit kerja di Sekretariat Presiden yang 

menyebabkan ketidakadanya sumber daya manusia dan bukan merupakam tugas 

dari pegawai di Sekretariat Presiden, sehingga walaupun berapa jumlah surat 

pengaduan masyarakat yang masuk menyebabkan tidak ada kegiatan yang 

dilakukan untuk penanganan tersebut. Dengan demikian dalam penilaian yang 

dicantumkan didalam LAKIP, tidak akan mendapat nilai capaian kinerja yang 

baik, karena tidak ada bentuk kegiatan apapun walaupun surat pengaduan 

masyarakat diterima dengan baik oleh pihak Sekretariat Presiden. Akibatnya 

timbul persepsi bahwa Sekretariat Presiden khususnya unit kerja yang bertugas 

dalam informasi ataupun persuratan belum siap dalam menerapkan reformasi 

birokrasi sehingga pengaruh nya dapat di rangkum kedalam LAKIP yang 

didalamnya terdapat sasaran stratejik berupa terselenggaranya pengawasan dan 

pengembangan akuntabilitas kinerja serta penanganan pengaduan masyarakat 

yang efektif. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukma Irawan selaku informan. 

 
“SDM kita juga tidak bisa mengidentifiasi pengaduan masyarakat, jadi 

terkesan penanganan pengaduan masyarakat itu mendapat nilai jelek, 

padahal memang kita tidak melakukan itu, itu bukan tugas kita. Mungkin 

kedepannya kita bisa mencontoh istana bogor, yang katanya 

menggunakan kuesioner untuk mengukur kepuasan masyarakat. Itukan 

lebih baik, lebih bisa mengidentifikasi pengaduan masyarakat, misalnya 

dalam melakukan istura “guide” nya tidak jelas memberikan informasi, 

jadi dapat tertera dalam kuesioner itu. Yaaahh semoga kedepannya 

diharapkan kita juga bisa menerapkan kuesioner dalam penanganan 

pengaduan masyarakat.Jadi pelayanan masyarakat atas istura juga bisa 

lebih baik lagi. Harusnya kita bisa melakukan itu kedepannya” 

 

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip good governanceyang merupakan 

landasan dilaksanakannya reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden, kurangnya 

kinerja sumber daya manusia tidak lain karena kurangnya dukungan penggunaan 

teknologi informasi yang dimiliki, sehingga sistem arsip yang menangani surat 
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pengaduan masyarakat tersebut tidak tertata secara sistematik dan sulit untuk 

memberikan tanggapan serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap 

kinerja Sekretariat Presiden. Padahal peran masyarakat juga merupakan suatu 

pengawasan akan akntabilitas kinerja dari Sekretariat Presiden yang dapat 

dijadikan acuan dalam mengevalauasi kinerja agar termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja yang lebih akuntabel. Sistem penanganan pengaduan 

masyarakat secara digital diharapakan dapat bekerja sama untuk menghasilkan 

outputdan outcomeyang maksimal dan jika dilakukan pengamatan dalam 

pembuatan LAKIP, kinerja dalam sasaran stratejik ini dapat memberikan 

presentase capaian dengan nilai yang baik dengan kategori pencapaian kinerja 

yang memuaskan. 

Untuk mengoptimalisasikan penanganan pengaduan masyarakat seperti 

yang telah dijelaskan diatas, pengadaan dan penyempurnaaan sistem penanganan 

pengaduan masyarakt secara digital lah yang efektif dan efisien untuk 

digunakan.Tentu saja disertai dengan adanya penambahan sumber daya manusia 

yang ahli dalam menggunakan system tersebut. Jika dalam prosesnya, sistem 

penanganan pengaduan masyarakat digital unit kerja Sekretariat Presiden sudah 

dapat dijalankan dan diterapkan, hal tersebut lebih mempermudah dalam 

penindaklanjutan pengaduan masyarakat, dan surat pengaduan masyarakat 

tersebut tidak hanya di arsip melainkan benar-benar diteliti dianalisis apa yang 

menjadi kemauan masyarakat yang dapat memberi masukan kepada Sekretariat 

Presiden dalam menjalankan tugasnya, yaitu membantu Presiden dalam 

menjalankan tugas baik secara teknis dan administratif.  

Memang bukan hal yang mudah untuk menerapkan penguatan kinerja 

pada Sekretariat Presiden dilihat pada sarana dan sumber daya manusia yang ada 

memiliki tingkat dinamika yang tinggi saat menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya membantu tugas-tugas Presiden.Hal tersebut menyebabkan dalam 

pembuatan LAKIP keseluruhan dilakukan dalam waktu yang cukup lama, 

memerlukan biaya yang cukup besar, kesulitan dalam berkoordinasi antar satuan 

unit kerja serta timbulkoordinasi dan sosialisasi perbaikan yang kurang efektif 

antara LAKIP dengan anggota organisasi di lingkungan Sekretariat 

Presiden.Informan, Bapak Sukma Irawan berpendapat. 
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“Kendala lainnya paling dari segi SDM yang dimiliki terbatas, selain 

terbatas kita tau bahwa mereka juga banyak kegiatan yang dinamis, 

misalnya mengikuti acara Presiden yang berbeda tempat, acara-acara 

kenegaraan lainya, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi atas 

pengumpulan data, dan sosialisasi pembuatan LAKIP, seperti tadi 

dalam poin evaluasi LAKIP terdapat penilaian mengenai 

diharuskannya korrdinasi atau mengadakan rapat kerja mengenai 

LAKIP akan semua anggota organisasi dapat mengetahui dan 

berkecimpung dalam LAKIP, itukan sangan sulit, masa harus 

mengumpulkan semua bagian disaat mereka kerja dengan dinamika 

seperti itu. Dan hal ini menyebabkan lagi-lagi penilaian 0 (nol) akan 

kinerja Sekretariat Presiden, padahal kita kan melakukan koordinasi, 

namun tidak ke semua anggota organisasi. sulit sekali mengumpulkan 

deputi-deputi atau biro-biro yang orang nya sering ikut ke dalam acara 

presiden. pasti sulit untuk dikumpulkan dalam suatu rapat membahas 

tentang LAKIP” 

Begitupula penjelasan dari Ibu Sari Ratna Nilam, yang secara langsung 

membuat dan menjadi koordinator LAKIP Sekretariat Presiden.Beliau 

menagatakan bahwa. 

“Pada LAKIP tahun 2010 terdapat nilai yang tidak baik, yaitu 

“terselenggaranya pengawasan dan pengembangan akuntabilitas 

kinerja serta penanganan pengaduan masyarakat yang efektif”dengan 

penilaian 20% dan nilai kurang baik, pada penilaian tersebut 

merupakan penilaian pada sasaran yang tercantum dalam Renstra 

Rumah Tangga Kepresidenan Tahun 2010 -2014 dan masih mengacu 

kepada renstra Sekretariat Negara, dimana pada sasaran tersebut 

menghitung peningkatan kualitas responsi organisasi terhadap 

permohonan bantuan dari masyarakat kepada Presiden yang dikelola 

anggaran khusus Presiden dan fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk 

pemberian bantuan kepada masyarakat/organisasi yang mengajukan 
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permohonan dan telah disetujui oleh Presiden. Tahun 2010 surat yang 

diterima sebanyak 850 surat namun yang diproses seuai dengan arahan 

pimpinan sejumlah 168 surat maka surat-surat yang tidak mendapat 

arahan khusus pimpinan akan direkap dan diarsipkan. Pada sasaran ini 

belum disempurnakan sesuai dengan IKU yang ada, dan belum adanya 

pemuktahiran IKU” 

 

LAKIP Sekretariat Presiden dibuat dalam jangka waktu sekali dalam 

setahun dimana dalam pembuatan LAKIP Sekretariat Presiden menggunakan 

acuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

harusnya menunjukkan efektivitas LAKIP yang akubtabel. Seharusnya 

akuntabilitas dapat memaparkan adanya pengetahuan dan adanya 

pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan 

termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan 

dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu 

kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap 

konsekuensi yang sudah dihasilkan (Richard Mulgan:2000). 

Walaupun dalam melakukan evaluasi dan monitoring terdapat beberapa 

perbedaan persepsi antara unit kerja, kementerian, dan peraturan ataupun 

komponen penilaian yang diajukan Kemenerian Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara, seperti yang dikatakan informan bapak Sukma Irawan yang memberikan 

contoh adanya ketidaksesuaian dalam proses evaluasi LAKIP. 

 

 “Tentu ada evaluasi, seperti hari ini dilakukan evaluasi dan penjelasan 

mengenai poin-poin penilaian apa yang mendapat hasil jelek, kita bisa 

menjelaskan alasan mengapa bisa mendapat nilai jelek, kembali lagi 

terhadap persepsi penilaian yang lebih ke penulisan, seperti contoh…. 

harus ada notulen jika melakukan rapat. Tadi dibahas dalam rapat 

evaluasi akuntabilitas, kita juga mendapat nilai jelek, karena tidak 

melampirkan notulen, mereka menilai berdasarkan bukti dokumen 

seperti itu, padahal kenyataaannya kita melakukan rapat dan beberapa 

rapat dilakukan penulisan notulen walaupun banyak yang tidak 
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dibuatkan notulennya, jadi hal-hal seperti itu dapat menjadi masukan 

untuk kedepannya bahwa untuk mendapat nilai baik harus melampirkan 

notulen kedalam LAKIP yang dibuat, hal tersebut merupakan suatu 

bentuk evaluasi yang kita laksanakan, dari hasil evaluasi rapat kita 

mendapat masukan-masukan yang kedepannya seharusnya dapat 

dijalankan” 

Dengan penjelasan di atas, ada nya ketidaksesuaian antara sistem AKIP 

dan keadaan di lingkungan. Maka dari itu diperlukan evaluasi mendalam, tidak 

hanya dalam bentuk rapat evaluasi namun juga memonitor secara langsung apa 

yang menjadi penghambat. Peningkatan efektivitas LAKIP dalam rangka 

pencapaian salah satu sasaran reformasi birokrasi pada program penguatan 

akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Monitoring dan Evaluasi Kinerja 

 

Dalam rangka mencapai efektivitas penguatan akuntabilitas kinerja pada 

Sekretariat Presiden hal yang perlu diperhatikan adalah integrasi perencanaan 

yang lebih berorientasi pada kinerja dengan scenario evaluasi keberhasilan. 

Selain itu pelaporan akan hasil kinerja harus memiliki kesesuaian pada 

Efektivitas reformasi..., Prita Raska, FISIP UI, 2012



78 
 

Universitas Indonesia 
 

tanggungjawab di setiap unit palapor. Secara bertahap penyelarasan dan 

penyediaan interface yang baik berdampak pada pengintegrasian manajemen 

keuangan dan manajemen kinerja. Dengan demikian perubahan paradigma dalam 

perencanaan dan perbaikan yang berorientasi pada hasil dapat memberikan 

pengaruh pada gaya kepemimpnan dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi.Jika evaluasi program sudah dilakukan langkah selanjutnya yang perlu 

diperhatikan adalah melakukan monitor pada pengelolaan program. Evaluasi 

progam dilakukan secara mendalam seperti halnya riset yang dilakulan secara 

pragmatis mengejar kepraktisan pelaksanaan manfaat dari evaluasi ini. Tabel 

berikut akan menjelaskan bagaimana sasaran strategis dan indikantor yang 

mendukung tercapaianya sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan program 

penguatan akuntabilitas kinerja. 

 

Melakukan monitoring dan evaluasi pada LAKIP merupakan salah satu 

solusi tepat untuk meningkatkan efektivitas program penguatan akuntabilitas 

kinerja di Sekretariat Presiden karena dengan melakukan monitoring dapat 

meningkatkan efektivitas tersebut karena menggunakan instrument-instrumen 

yang merupakan indikator perbaikan akuntabiltas yang di klasifikasikan kedalam 

proses-proses sebagai berikut. 

 

a. Perencanaan Strategis 

Perencanaan stragegis dilakukan antara lain dengan menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) yang mempresentasikan hasil dari suatu 

proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keuputusan yang 

berisiko mengenai arah strategis kemana Sekretariat Presiden hendak 

dibawa dan bagaimana mencapainya. Jika Renstra sudah ditentukan 

maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan 

pengkajian ulang akan Renstra tersebut, yang perlu dikaji adalah 

Indikator Kinerja Utama(IKU) dalam kaitannya dengan target-target 

Sekretariat Presiden.Rensta harus benar-benar direncanakan melihat 

keadaan yang sesuai, tidak dari hal-hal yang perlu ditargetkan karena 

pneyerapan anggaran, namun lebih kepada kegiatan yang dicapai 
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dalam kurun waktu setahun.Jika tahun sebelumnyaterdapat koreksi 

maka, pada tahun berikutnya dalam renstra harus dijelaskan 

permasalahannya, jangan tidak ditindaklanjuti karena memperngaruhi 

penilaian dalam hal memperbaiki kesalahan pelaksanaan akuntablitas 

di Sekretariat Presiden. 

 

b. Perencanaan Kinerja 

Dalam merencanakan kinerja, manajer lini atau eselon 2 harus 

melakukan suatu penguatan komitmen yang bertanggung jawab atas 

kinerja satuan kerja masing-masing.Seperti hal  yang telah di 

paparkan dalam analisis akan kelemahan Sekretariat Presiden dalam 

rangka melaksanakan program penguatan akuntabilitas kinerja 

birokrasi, komitmen yang dimiliki oleh pimpinan belum maksimal 

terkait dengan adanya tugas penting yakni pelayanan prima kepada 

Presiden, sehinga menyebabkan kegiatan yang dilakukan adalah 

terlaksananya dukungan teknis dan administrasi Presiden.  Dengan 

demikian terkesan kegiatan rutinitas lainnya seperti misalnya dalam 

pengumpulan data-data yang di butuhkan dalam pembuatan LAKIP 

menjadi tidak terprioritaskan. Monitor dan evaluasi terhadap 

komitmen pimpinan yang menjadi koordinator harus lebih 

ditingkatkan, diberikan transferred knowledge, agar perencanaan 

kegiatan dapat dipertanggung jawabkan seiiring mencapai visi misi 

Sekretariat Presiden yang salah satunya adalah menjadikan Sekretariat 

Presiden yang akuntabel. (Lihat lampiran 1 halaman 93) 

 

c. Pengukuran Kinerja 

Setiap satuan kerja harus memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sehingga dapat siukur kinerjanya secara teliti, menghindari adanya 

ketidaksesuaian antara laporan dengan kenyataan.Selain itu, dalam 

tahapan pelaksanaan program/kegiatan harus dapat diukur 

kemajuannya (hasil yang dicapai). Jika terdapat kemajuan maka akan 

merubah laporan baik dalam bentuk kualtatif maupun kuantitatif. 
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Perubahan akibat perkembangan pelaksaanaan program/kegiatan 

tersebut menggunakan tahapan manajemen kinerja yang berdasarkan 

indikator kinerja yang memadai. Berdasarkan lembar evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada lampiran 1 halaman 93. Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sudah dapat di ukur secara objektif. Namun, IKU 

tersebut belum cukup untuk mengukur kinerja dengan yang 

seharusnya diwujudkan  dengan penilaian yang diatas 67% (penilaian 

yang didapat saat ini masuih 67%, kurang baik). 

 

d. Evaluasi Kinerja Internal 

Membuat desain evaluasi program dengan pendekatan yang lebih 

praktis dan mengoperasikan penggunaan teknik pengkajian ulang pada 

pencapaian sasaran, indikator kinerja, dan pengecekan hasil secara uji 

petik. 

 

Gambar 4.6 Tahapan Evaluasi (review) dengan pendekatan yang 

lebih praktis 

 

Berdasarkan gambar tersebutpengkajian ulang (riview)terhadap 

capaian sasaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara 

Evaluasi Sistem 

Analisis Logika 
Program 

Review 
Pencapaian 

Sasaran 

Pengecekan Hasil secara Uji 
Petik 

Pengumpulan Analisis Data 

Review Indikator Kinerja Pelaporan 
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realisasi suatu capaian dengan realisasi pencapaian periode lalu. 

Pengkajian ulang ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

performance gap analysis yaitu membandingkan dan kemudian 

mencari informasi mengapa terjadi perbedaan (gap) antara realisasi 

capaian dengan data pembandingnya. Dengan menggunakan metode 

ini ditambah lagi koordinasi antara anggota organisasi yang baik pasti 

akan menghasilkan efektivitas yang sangat baik pula dalam 

pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi di 

Sekretariat Presiden. Dengan demikian daapt disimpulkan sementara 

bahwa adanya capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki atau 

meningkatkan kinerjayang sudah dilakukan sebelumnya. 

 

e. Pelaporan Kinerja yang efektif dalam bentuk LAKIP 

Dalam pelaporan kinerja yang efektif yang berbentuk LAKIP 

mengutamakan isi atau pembahasan pencapaian kinerja dengan 

menonjolkan pembahasan pencapaian sasaran strategis unit 

kerja.Mengungkapkan capaian kinerja dilakukan dengan prioritas 

menguraikan pencapaian IKU.Sehingga analisis, pembandingan dan 

evaluasi internal dapat diungkap agar laporan dapat memberikan 

penjelasan secara efektif dan akuntabel (lihat lampian 1 hal 93 

mengenai perbandingan orientasi antara Renstra dan RKT yang 

menjadi dasar dalam pembuatan LAKIP yang efektif). LAKIP yang 

efektif dalam memberikan laporan kinerja merupakan suatu bentuk 

perbaikan kinerja birokrasi diharapkan akan mampu mengembalikan 

image pemerintah dimata masyarakat karena dengan akuntabilias yang 

dimiliki Sekretariat Presiden yang semakin baik, kepuasan dan 

kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. LAKIP yang efektif 

dalam memberikan pelaporan akan akuntabilitas kinerja di Sekretariat 

Presiden harus selaras dengan output dan outcome yang ingin dicapai, 

pada lampiran 1 terlihat bahwa laporan capaian kinerja dari sisi 

anggaran dan kinerja mendapatkan nilai akhir 98,75%. Penilaian 
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tersebut merupakan hasil dalam efektivitas pelaksanaan Program 

Penguatan Akuntabilitas di Sekretarait Presiden dengan tingkat 

efisensi 8,69%. Jika program akuntabilitas ini dengan efekif dan 

memperbaiki segala hambatan yang ada maka Kementerian 

Sekretariat Negara RI dan juga unit kerja Sekretariat Presdien akan 

memperoleh legitimasi dimata publik sebagai birokrasi yang 

akuntabel dan berhasil melaksanakan reformasi birokrasi. 

 

Kaitan penjelasan dan analisis diatas ternyata sudah cukup menjawab 

pertanyaan dari permasalahan efektivitas reformasi birokrasi di Sekretariat 

Presiden dalam pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja, yakni 

“Mengapa masih terdapat kategori pencapaian kinerja yang kurang baik di 

Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI dalam upaya 

melakasanakan reformasi birokrasi pada pencapaian program penguatan 

akuntabilitas kinerja ?”. Jawaban yang didapat ada dua hal antara permasalahan 

dinamika pekerjaan dan jumlah ketersediaan SDM serta acuan yang dipakai pada 

tahun 2010 yang ternyata tidak berdasarkan kenyataan melainkan mengikuti apa 

yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI. Dengan deminkan jika 

dilihat apakah sudah efektif pelaksanaan reformasi nya, harus di ambil 

pernyataan bijak bahwa kegiatan apapun membutuhkan proses, untuk menuju 

kedalam efektivitas pastinya proses yang dilalui cukup panjang dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekretariat Presiden berusaha dalam 

meningkatkan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan 

reformasi birokrasi seperti yang ada dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2012.Kebijakan-kebijakan yang terkait dalam salah satu program yakni 

penguatan akuntabilitas juga mengalami perubahan-perubahan aturan yang 

tentunya terus di sempurnakan.Perubahan aturan ini membutuhkan waktu untuk 

sosialisasi di Kementerian Sekretariat Negara RI sampai ke masin-masing unit 

kerja, termasuk Sekretariat Presiden. Dengan adanya perubahan yang terus 

diperbaiki maka akan sulit melakukan suatu sistem akuntabilitas yang 

dilaksanakan secara efektif. Seperti pendapat bapak Ari Setiawan, Kepala Bagian 
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Perencanaan, Sekretariat Presiden yang meberikan analogi mengenai efektivitas 

suatu program reformasi birokrasi jika dilaksanakan.Beliau berkata bahwa. 

“Negara maju seperti Australia saja, untuk mengefektifkan program 

reformasi birokrasinya membutuhkan waktu  minimal 10 tahun. Maka 

bagi negara Indonesia tentu membutuhkan waktu yang lebih lama 

didukung oleh SDM didalam pemerintah nya, yang harus merubah pola 

pikir untuk memajukan pemerintah kedalam bentuk pemerintahan yang 

lebih baik. Jika pola pikir sudah di ubah, maka segala bentuk kegiatan 

tidak hanya program penguatan akuntabilitas saja, dapat dilakukan 

dengan baik dan efektif. Kembali lagi pada pelaksana-pelaksana di 

pemerintahan” 

Walaupun demikian, semua instansi pemerintahan baik Sekretariat 

Presiden dan instansi lainnya, harus menunjukan semangat reformasi birokrasi. 

Sehingga visi dan misi yang dibentuk didalam Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 dapat terlaksana dengan baik dan efektif  karena merupakan 

hal positif untuk kemajuan bangsa dan negara yang dibuktikan dengan membuat 

suatu bentuk pelaporan dalam bentuk LAKIP memiliki karakteristik seperti :  

1. Mengaitkan dengan tujuan dan hasil-hasilnya 

2. Menempatkan hasil dalam konteksnya 

3. Mengaitkan sumber daya dengan hasil yang dicapai 

4. Menyajikan perbandingan informasi 

5. Bermanfaat bagi masyarakat dan berpandangan jauh kedepan 

 

Sumber : Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang peneliti berikan terkait 

dengan hasil penelitian 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 

(LAKIP) Sekretariat Presiden tahun 2009, 2010 dan 2011 serta hasil analisis 

wawancara mendalam dari pihak-pihak terkait untuk melihat keefektifan 

reformasi birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI 

dalam pencapaian programpenguatan akuntabilitas kinerja, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan program penguatan akutabilitas di Sekretariat 

Presiden belum sepenuhnya efektif, dalam hal ini memang tidak mudah untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi karena membutuhkan proses dan waktu yang 

cukup lama. Misalnya dalam mendapatkan penilaian capaian kinerja yang baik, 

terdapat hal-hal penting yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). 

SDM di lingkungan Sekretariat Presiden harus sesuai dengan kebutuhan, artinya 

harus diberikan tambahan pegawai yang mengisi jabatan tertentu, sedangkan 

tambahan pegawai di Sekretariat Presiden  dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 

(dua) tahun mendatang dikarenakan kebijakan ditiadakan sementara pembukaan 

CPNS untuk semua Instansi Pemerintah. Jika penambahan pegawai sudah 

tersedia sesusai kebutuhan, dalam pembuatan LAKIP Sekretariat Presiden 

diharapkan tidak lagi mengalami keterlambatan. 

Selain jumlah SDM yang kurang yang menyebabkan kurangnyaoutput 

yang optimal dalam melaksanakan program penguatan akuntabilitasdapat pula 

dilihat dari terjadinya kesulitan sosialisasi dan koordinasi yang dapat 

mempengaruhi tingkat efektivitas penerapan reformasi birokrasi dalam 

pencapaian program penguatan akuntabilitas tersebut. Permasalahan tidak adanya 

penanganan dari pengaduan masyarakat juga menyebabkan kategori pencapaian 
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kinerja yang buruk yang mempengaruhi efektivitas Program Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Presiden. Hal tersebut  menggambarkan 

bahwa harus adanya bagian untuk mengatasi penanganan pengaduan masyarakat, 

karena akuntabilitas di Sekretariat Presiden juga berkaitan dengan keterbukaan 

informasi dan pelayanan serta keluhan / pengaduan dari masyarakat atas kinerja 

yang dilakukan birokrasi tersebut. Melhat permasalahan yang ada tersebut maka 

diperlukan waktu yang cukup lamauntuk mencapai tingkat efektivitas yang 

diinginkan dalam visi reformasi birokrasi, yang diharapkan tidak akan terjadi lagi 

kategori pencapaian kinerja yang mendapat nilai buruk. Namun, Sekretariat 

Presiden juga terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, melakukan 

peningkatan kinerja birokrasiyang dapat dilihat dari pengingkatan LAKIP 

Sekretariat Presiden dari tahun ke tahun yang semakin membaik.Semua pihak di 

Sekretariat Presiden sangat berharap memajukan kinerja birokrasi terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dalam membantu memberikan 

dukungan teknis dan administrasi Presiden sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan Republik Indonesia. 

Dalam proses pelaksanaan program akuntabilitas Sekretariat Presiden 

sudah memperhatikan dari pertama kali membuat perencanaan sehingga dalam 

pertangunjawaban di akhir, sehingga terdapat benang merah kesesuaian antara 

yang direncanakan dengan apa yang dilakukan. Pertanggunjawaban itu yang 

merupakan bentuk perwujudan birokrasi yang akuntabel seperti visi Sekretariat 

Presiden yang salah satunya adalah terciptanya Sekretariat Presiden yang 

akuntabel.Untuk dapat mencapai tingkat akuntabel yang relevan maka alur 

kegiatan dari awal dan akhir sampai pada tahap pembuatan LAKIP harus selalu 

ditingkatkan kinerjanya.Agar  Sekretariat  Presiden tetap menduduki penilaian 

capaian kinerja yang semakin semakin baik. Berdasarkan adanya peningkatan 

penilaian capaian kinerja dari tahun ke tahun yang merupakan prestasi yang 

dimiliki Sekretariat Presiden serta motivasi untuk kedepannya dapat 

meningkatakan efektivitas pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja 

birokrasinya. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan sejumlah saran yaitu 

agar Sekretariat Presiden dapat lebih efektif dalam melaksanakan Program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan suatu bentuk reformasi 

birokrasi, adapaun saran-saran yang diberikan sebagai berikut. 

• Melakukan identifikasi atas masalah SDM yang menghambat 

terlaksananya program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat 

Presiden. Identifikasi permasalahan kebutuhan SDM tersebut dapat 

dikoordinasikan pada pihak-pihka yang berkaitan dengan kepegawaian 

serta pimpinan terkait, agar kebutuhan SDM nya bertambah, dan adanya 

transfered knowledge terhadap pegawai-pegawai di Sekretariat Presiden. 

Hal tersebut berguna agar masing-masing pegawai memberikan kinerja 

yang baik, dimana kinerja individu tersebut akan diakumulasi menjadi 

kinerja birokrasi. SDM di Sekretariat Presiden memang memiliki tingkat 

profesionalitas yang tingi dalam hal memberikan perlayanan terhadap 

Presiden, namu akan lebih baik lagi jika SDM tersebut tidak hanya 

memprioritaskan kegiatan Presiden melainkan dapat pula melaksanakan 

kegiatan-kegiatan rutinitas khususnya dalam melaksanakan program 

penguatan akuntabilias kinerjadi Sekretariat Presiden. Dengan demikian 

dalam pelaksanaan proses akuntabilitas kinerja birokrasi yang dimulai 

dari perencanaan sampai evaluasi, akan meminimalisasi hambatan-

hambatan yang belum teratasi. 

• Melakukan perbaikan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis 

SAKIP walaupun dalam melaksanakan kegiatan memiliki dinamika yang 

tinggi karena harus menyesuaikan terhadap kegiatan-kegiatan Presiden. 

Merupakan hal yang penting melakukan koordinasi, sosialisasi, dan 

bimbingan teknis dalam bentuk rapat koordinasi, tidak hanya koordinasi 

berupa pelaksanaan dokumentasi berbentuk disposisi dan tembusan dari 

bawahan kepada pimpinan, karena pimpinan akan sulit melakukan 

monitor jika tidak berhadapan langsung dengan pegawai-pegawai 

terutama pegawai yang berhubungan langsung dalam pembuatan LAKIP 

di Sekretariat Presiden. Masalah yang terjadi pun akan sulit diketahui dan 

Efektivitas reformasi..., Prita Raska, FISIP UI, 2012



87 
 

Universitas Indonesia 
 

diperbaiki oleh pimpinan. Maka itu perlu diadakan rapat koordinasi, 

sosialisasi, dan bimbingan teknis secara berkala mengenai program 

penguatan akuntabilitas di Sekretariat Presiden. 

• Menerapkan sistem yang lebih membantu mengefisiensikan sumber daya 

dalam pelaksanaan program pengutan akuntabilitas, seperti Sistem 

Manajemen Kinerja (SMK) yang sedang dalam proses penyempurnaan. 

Dengan adanya Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang berbasis 

computer ini diharapkan dapat lebih membantu koordianasi antar para 

pegawai di Sekretariat Presiden dan lebih mudah melakukan monitor dan 

evaluasi dari pimpinan terhadap kinerja pegawai-pegawainya yang 

merupakan suatu bagian dari penilaian kinerja birokrasi. Sehingga dalam 

pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat 

Presiden menjadi lebih efektif. 
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Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Informan 1 

 

Hasil Wawancara 

Nama Informan  : Drs. Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.d, 
Jabatan Informan : Juru Bicara Presiden Republik Indonesia 
Waktu wawancara : Rabu, 1 Juni 2012 
Tempat wawancara : Lobi Gedung Binagraha, Istana Negara 
  
 

 

(Menunggu di ruang tunggu, Lobi Gedung Binagraha) 

 

****** 

 

JP :Selamat pagi, maaf menunggu lama, tadi saya ada pekerjaan sedikit yang 
harus diselesaikan. 

PR :Pagi Pak Julian, tidak apa pak, tidak menunggu terlalu lama. 

JP :Silahkan duduk…. 

PR :Terima Kasih Pak. 

JP :Mama apa kabar? kemarin menelepon asisten saya membicarakan 
mengenai Prita yang ingin wawancara untuk skripsi. 

PR :Alhamdulillah baik pak, iya saya minta tolong untuk mewawancarai 
bapak, heheheee.. 

JP :Jadi, skripsi nya judulnya apa 

PR :Temanya Reformasi Birokrasi Pak, Judulnya Efektivitas Reformasi 
Birokrasi di Sekretariat Presiden dalam Pencapaian Program 
Akuntabilitas Kinerja. 

JP :Kamu kuliah di UI kan?..FISIP berarti ya?..Dosen pembimbingnya 
siapa? 

PR :Iya pak FISIP UI, dosen pembimbingnya bapak Roy Salomo 
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JP :Dulu saya juga di FISIP, saya kenal dengan Pak Roy, Oke Prita, jadi apa 
yang ingin ditanyakan. 

PR :Begini pak, pertama-tama mungkin bapak bisa menjelaskan secara garis 
besar mengenai reformasi birokrasi menurut pendapat bapak, sebelum 
masuk ke pertanyaan lebih khusus lagi. Kalau misalnya dilihat dari 
tujuannya kata Reformasi Birokrasi sekarang, kan kata Presiden kita 
sudah melakukan Reformasi Birokrasi kalau dilihat dari tujuannya 
menurut Bapak seperti apa? 

JP :Ya, itu sebagai bagian dari proses atau bagian dari melaksanakan suatu 
pembaharuan di bidang administrasi, sebenarnya kalimat awal yang 
digunakan adalah Reformasi Administrasi (…….) bagaimana kita untuk 
bisa menjalankan Reformasi birokrasi itu dan membantu memberdayakan 
SDM dan banyak hal-hal lain yang sacara umum tidak berjalan pada 
prakteknya (…….) .akhirnya Reformasi itu hanya (……) dilihat dari 
pengalaman banyak Birokrasi di Negara-negara yang maju sekalipun 
yang SDM nya maju serta di bantu oleh teknologi-teknologi yang maju 
sekalipun dalam prakteknya masih sering menemukan kendala. Kita bisa 
lihat dibandingkan 40 tahun yang lalu orang-orang yang (……) kita 
pernah lihat bahwa sesungguhnya Indonesia itu telah mempraktekkan ciri-
ciri Birokrasi dalam prakteknya masih terdapat banyak sekali hambatan-
hambatan yang telah dilakukan dan selalu ada upaya untuk melakukan 
perbaikan (……..) Bagaimana kita berupaya untuk terus melakukan 
perbaikan dan menjalankan Reformasi Birokrasi ini (……….) Dari 
kajian-kajian (………) justru itu yang membangun dan menjadi ciri khas 
dan yang selama ini membangun Industri birokrasi menjadi lebih 
berkembang karena meski bagaimanapun secara (……) banyak perubahan 
yang karena pada kenyataannya praktek-praktek yang telah kita lakukan 
kelanjutan dari upaya reformasi birokrasi sebetulnya (……………) salah 
satunya adalah merubah mainset atau budaya prilaku bangsa Indonesia 
sehingga apa yang dilakukan para aparatur negara dengan 
melaksanakan……….. banyak sekali yang telah dilakukan seperti 
eksistensi, perlawanan selama ini yang telah dilakukan seperti itu karena 
memang prinsip kerja dari sebuah negara jelas terlihat. Jadi tidak harus 
kemudian dibarengi dengan pemikiran bahwa kita harus bisa!!! Tidak 
seperti itu negara-negara yang sudah maju bahkan kinerja SDMnya maju 
dan dibantu dengan teknologi dengan sitem yang canggih itu perlu proses 
sejalan dengan kerja yang maksimal, nah kita sudah lama mengarah 
kesana hanya memang masalahnya sekarang adalah, bagaimana 
pemahaman terhadap Reformasi Birokrasi tersebut yang harus berjalan 
untuk atau satu pandangan mereka supaya terlibat didalamnya, nah 
kembali ke Reformasi Birokrasi kadang-kadang disalah artikan, 
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transparansi yang sejauh ini sedang dipelajari (…….) dari satu pihak, dan 
hak (……) dan merupakan hak umum untuk mengetahui Transparansi 
yang diberikan kepada dari unit kerja Menpan, sekretaris Presiden dan 
(…..) memang itu benar! tapi bagaimanapun juga ada hak yang (… ) tidak 
harus (….) 

PR :kalau di salah satu sasaran tujuan Reformasi Birokrasi yang Akuntabilitas 
itu kan disuruh membuat (……) Dari Menteri Aparatur Negara RI, 
Laporan akuntabilitas yang Aktif dan  beberapa Instansi Pemerintah yang 
telah melakukan Reformasi Birokrasi telah membuat ( …. ) itu, saya di 
penelitian ini nanti membahas bahwa (…….)  itu kurang lebih tidak 
efektif pak. jadi bisa di bilang seperti itu saya mau nanya masalah ini 
karena dari (…..) itu proses pembuatannya sedikit itu berbeda dengan 
yang keputusannya jadi keputusannya tadikan berupa penilaian – 
penilaian tapi di penilaian itu diberikan kepada Pak Mentri Kementerian 
Menpan lalu dinilai dan di(…….) itu kurang lebihnya tapi dari penilaian 
yang dibuat di Sekertariat Negara, jadi Sekertaris Presiden sudah 
membuat, Sekertariat Negara sudah dinilai tapi dengan (……) yang 
berbeda jadi dia mempunyai penilaian yang berbeda jadi apakah itu 
Efektif untuk seperti itu pak? Jadi, untuk penilaian akuntabilitasnya pasti 
selalu berbeda dengan pola setiap tahun dengan laporan yang berbeda-
beda juga pak, apakah itu Reformasi Birokrasi yang diinginkan oleh 
Menpan atau? 

JP :Ya, Memang laporan kinerja yang di buat oleh Sekertariat Negara dan 
Menpan (………) sehingga  kalau memang terlihat agak berbeda dengan 
penilaian masing-masing instansi pemerintahan dengan di sekertariat, itu 
tergantung dari mana kita melihat transparansi  laporan dan pertanggung 
jawaban dari pihak instansi pemerintah. Jadi, apa yang tertera di laporan 
bagaimana nanti tanggung jawab suatu Negara (………..) melaksanakan 
dari apa yang seharusnya dilaksanakan kepada pertimbangan bagaimana 
agar bisa mengevaluasi….dan kewenangan dalam hal (………) apakah itu 
sudah betul-betul berjalan, karena untuk melaksanakan Birokrasinya 
sendiri memang berupaya untuk melaporkan semua apa yang telah 
dilaksanakan dan apa yang telah diterapkan dan proses-prosesnya 
sehingga untuk kedepannya itu bisa diketahui berapa (…………) 
bilamana memang (……..) Jadi, itu satu tidak berkaitan langsung dengan 
program bahwa……demokrasi yang bisa berjalan seperti (…….) 

PR :Tapi kalau dengan sistem Reformasi Birokrasi tersebut itu berbeda, kan 
di Kementrian bentuknya berbeda-beda seperti itu apakah bisa 
memberikan hubungan yang relevan dalam pelaksanaan program-program 
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reformasi birokrasi contohnya pencapaian program penguatan 
akuntabilitas. 

JP :Ya, karena laporan dari instansi pemerintahan itu berbeda-beda dengan 
(…….) bahkan (……….) dan dari Struktur (……) direkap dan dilaporkan 
(………) dari rekap itulah kita bisa lihat bahwa hasil dari di oleh sebab itu 
memang sulit membayangkan suatu laporan yang terancang dengan kerja 
yang maksimal. satu contoh misalnya tidak sesuai dengan dengan pola itu 
akan beda lagi dengan laporan. karena, memang (…….) kerja daripada 
nanti Kementrian Menpan (….) nya berbeda-beda tapi itu akan 
menampilkan suatu warna dari pelaporan yang berbeda pula. Jadi 
sebetulnya memang langsung sebuah proses yang di Kementerian atau 
yang ada dipusat pemerintahan. 

PR :Jadi, kalau misalnya Komponen penilaiannya berbeda itu tidak masalah 
ya???? penilaian berbeda-beda tidak bisa dibilang bahwa penerapan 
sistem akuntabilitas tidak efektif?? 

JP :Saya tidak dalam posisi yang memberikan Komentar yang seperti itu, 
Tapi yang jelas itu semua berbeda karena hak daripada hal-hal yang 
seperti tadi yang malah akan (………) Pencapaian dan apa yang telah 
dihasilkan dan apa yang menjadi target. Kalau memang ada yang harus 
diselesaikan kenapa tidak? Begitu, Karena kita pasti memang ada sesuatu 
yang boleh dikatakan (………) Nah itu bisa di jadikan Slot seperti apa? 
misalnya masalahnya karena (…..) apa masalah lain atau masalah 
eksternal (…….) 

Pelaporannya intinya (….) makanya kan jelas bahwa itu dalam suatu 
pelaporan yang umum menjelaskan apa yang telah dicapai dan 
melaksanakannya pula. Nah itu bisa dikaitkan kalau kata kuncinya … jadi 
kalau berbeda wajar saja karena mereka memang mempunyai progress 
untuk bangkit dan mempunyai tujuan yang tetap (……) Nah itu tidak 
terhenti pada akhirnya setelah mereka lakukan (…….)  

PR :Ooooo begitu pak, terima kasih pak atas penjelasannya, mohon maaf 
mengganggu waktu kerja di pagi hari. 

JP :Tidak apa, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin dapat menanayakan 
kepada pihak-pihak yang lebih memiliki keterkaitan langsung dengan 
pembuatan LAKIP di Sekretariat Presiden 

PR :Baik pak, setelah ini memang informannya adalah pelaku langsung 
dalam pembuatan LAKIP agar lebih terlihat jelas permasalahan dalam 
pencapaian program penguatan akuntabilitas ini. 
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JP :Ada lagi Prita yang ingin ditanyakan?..Jika tidak jam 11 saya ada acara 
tamu negara. 

PR :Sudah pak, terima kasih, sudah cukup menjawab pertanyaan berdasarkan 
penjelasan bapak tadi. 

JP :Baik kalau begitu, terima kasih juga semoga penjelasan tadi bermanfaat 
dan skripsi nya dapat berjalan dengan baik. Salam untuk mama ya. 

PR :Baik Pak nanti disampaikan 

JP : (meninggalkan ruangan dengan terburu-buru) 

 

 

 

 

 

 

Nb : Terdapat beberapa percakapan yang tidak dapat dituliskan karena alat 
perekam mengalami kerusakan sehingga tidak terdengar jelas percakapannya. 
Penulis meminta maaf atas kesalahan yang terjadi.Semoga intisari dari 
wawancara masih di ingat dan dipaparkan didalam analisis. 
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Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Informan 2 

 

Hasil Wawancara 

 

Nama Informan  : Drs. Sukma Irawan, M.Si. 
Jabatan Informan : Kepala Biro Administrasi Deputi Kepala 

Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan 
Pengelolaan Istana 

Waktu wawancara : Rabu, 6 Juni 2012 
Tempat wawancara : Paviliun 2, Istana Kepresidenan Bogor 
 
 
 

******* 

 

SI : (sedang membalas sms di handphone) kalau ada yang mau ditanya 
silahkan saja,saya sambil bales sms nih, tadi di paviluin sayap kanan ga 
ada sinyal, jadi pas ada sinyal banyak banget sms yang masuk. 

PR : tidak apa pak, silahkan membalas sms saja terlebih dahulu, biar enak 
nanya-nanya nya, hehehee.. 

SI : tunggu sebentar yah 

 

******* 

 

SI : Yaaak Prita bisa kita mulai… 

PR :Selamat sore pak, mohon ijin untuk waktunya menjawab pertanyaan 
mengenai akuntabilitas, untuk skripsi saya pak. Skripsi saya berjudul 
Efektivitas Reformasi Birokrasi di Sekretariat Presiden dalam 
Pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.Jika berkenan 
bapak bisa menjawab beberapa hal mengenai berlangsungnya program 
akuntabilitas di Sekretariat Presiden. 

SI :Silahkan semoga saya bisa menjawabnya, tapi tidak memakai data-data 
akuntabilitas kan? 

PR :Ijin bapak, tidak perlu, karena data-data sudah saya dapatkan 
sebelumnya pada bagian perencanaan setpres dari bapak Erry. 
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SI :Karena kebetulan saya tidak bawa data apa-apa tentang akunabilitas. 
heheheee.. 

PR :Tidak apa pak, baik pak langsung saja pada pertanyaan pembuka untuk 
mempersingkat waktu, udah sore soalnya pak.,  

SI :Gapapa, masih macet jam segini, anak saya juga belum keluar sekolah. 

PR :hehehe, terima kasih pak kalau begitu.. Pertanyaannya yang 
pertama..Bagaimana menurut bapak mengenai pelaksanaan 
akuntabilitas di Sekretariat Presiden yang merupakan salah satu bentuk 
dari Reformasi Birokrasi? 

SI : Kalau dari reformasi birokrasi mungkin terlalu luas pembahasannya, 
saya akan jelaskan dari segi Laporan Akuntabilitas saja yah, di 
Sekretariat Presiden kita membuat suatu laporan yang berisi mengenai 
apa saja kegiatan yang dilakukan dari mulai perencanaan yang 
dilakukan oleh bagian perencanaan yang tentunya di kendalikan oleh 
kita di biro administrasi. Dalam pembuatan LAKIP tersebut tentunya 
sudah menggunakan acuan dari Kemenpan, walaupun,, seperti yang tadi 
dijelaskan di rapat evaluasi, terkadang indikator penilaian itu berbeda 
menyebabkan apa yang sudah dilakukan oleh kita menjadi sia-sia, 
sebagai contoh, jika didalam perencanaan terdapat 14 kegiatan yang 
harus dilakukan, namun pada realisasinya hanya 12 yang dilakukan, 
walaupun anggaran terserap semua, tapi karena ada 2 kegiatan yang 
belum dilakukan maka 12 kegiatan lainnya tidak terhitung dalam 
penilaian, yang menyebabkan penilaian dari menpan menjadi 0 (nol). 
Padahal kita melakukan kegiatan tersebut. 

PR :Berarti ada ketidak sesuaian cara penilaian dong pak dengan realisasi 
dilapangan, bukannya hal tersebut menjadi pengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja Sekretariat Presiden. 

SI :Itu dia yang menjadi usulan temen-temen di ortala biro akuntabilitas 
setneg, nanti mereka akan mengusulkan kepada menpan untuk 
mengubah cara penilian, karena jika dilihat dengan kegiatan kita dan 
sdm yang dinamika nya tinggi, maka akan sulit untuk melakukan 
kegiatan yang sesuai, bisa saja berubah-ubah. Masa tetap tidak dinilai 
padahal output nya tercapai, jadi disini agak membuat persepsi bahwa 
kita tidak bisa menerapkan apa yang direncanakan. 

PR :Selain penilaian tersebut ada tidak pak kendala dalam pelaksanaak 
program penguatan akuntabilitas tersebut? 

SI :Kendala lainnya paling dari segi SDM yang dimiliki terbatas, selain 
terbatas kita tau bahwa mereka juga banyak kegiatan yang dinamis, 
misalnya mengikuti acara Presiden yang berbeda tempat, acara-acara 
kenegaraan lainya, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi atas 
pengumpulan data, dan sosialisasi pembuatan LAKIP, seperti tadi dalam 
poin evaluasi LAKIP terdapat penilaian mengenai diharuskannya 
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korrdinasi atau mengadakan rapat kerja mengenai LAKIP akan semua 
anggota organisasi dapat mengetahui dan berkecimpung dalam LAKIP, 
itukan sangan sulit, masa harus mengumpulkan semua bagian disaat 
mereka kerja dengan dinamika seperti itu. Dan hal ini menyebabkan 
lagi-lagi penilaian 0 (nol) akan kinerja Sekretariat Presiden, padahal kita 
kan melakukan koordinasi, namun tidak ke semua anggota organisasi. 
sulit sekali mengumpulkan deputi-deputi atau biro-biro yang orang nya 
sering ikut ke dalam acara presiden. pasti sulit untuk dikumpulkan 
dalam suatu rapat membahas tentang LAKIP. 

PR : Yaaaa juga sih pak, kalau dari data yang dibutuhkan dalam pembuatan 
LAKIP apakah sudah akurat?? tadi kan dikatakan banyak pihak yang 
kerjanya dinamis, secara kasatmata terga,barkan jika pihak pembuat 
LAKIP ingin meminta data pasti akan sedikit sulit untuk 
mendapatkannya. Hal tersebut kan bisa membuat keterlambatan dalam 
pembuatan LAKIP. 

SI :Untuk masalah data kebetulan tidak terlalu sulit untuk didapatkan, ya 
memang secara birokrasi, harus ada perizinan kepada atasan, yang sulit 
adalah jika atasannya tidak ada ditempat, berarti harus nunggu dong… 
dan itu bisa mengakibatkan keterlambatan pembuatan LAKIP, LAKIP 
itu kan isinya data-data dari unit kerja lain yang dipertanggunjawabkan 
dengan apa yang direncanakan. Jadi data tersebut harus 
akurat.Walaupun beberapa pihak juga tidak tepat waktu melaporkannya, 
karena alasan waktu dan SDM itu tadi terbatas. 

PR : Pak..misalkan nih, ada capaian kinerja yang di nilai buruk, apakah ada 
evaluasi atau tindak lanjut dari pimpinan terkait? 

SI :Tentu ada evaluasi, seperti hari ini dilakukan evaluasi dan penjelasan 
mengenai poin-poin penilaian apa yang mendapat hasil jelek, kita bisa 
menjelaskan alasan mengapa bisa mendapat nilai jelek, kembali lagi 
terhadap persepsi penilaian yang lebih ke penulisan, seperti contoh…. 
harus ada notulen jika melakukan rapat. Tadi dibahas dalam rapat 
evaluasi akuntabilitas, kita juga mendapat nilai jelek, karena tidak 
melampirkan notulen, mereka menilai berdasarkan bukti dokumen 
seperti itu, padahal kenyataaannya kita melakukan rapat dan beberapa 
rapat dilakukan penulisan notulen walaupun banyak yang tidak 
dibuatkan notulennya, jadi hal-hal seperti itu dapat menjadi masukan 
untuk kedepannya bahwa untuk mendapat nilai baik harus melampirkan 
notulen kedalam LAKIP yang dibuat, hal tersebut merupakan suatu 
bentuk evaluasi yang kita laksanakan, dari hasil evaluasi rapat kita 
mendapat masukan-masukan yang kedepannya seharusnya dapat 
dijalankan. 

PR : Lalu pak, dalam skripsi saya, saya kan mengambil data sekunder berupa 
LAKIP itu sendiri yang saya miliki adalah LAKIP tahun 2009 sampai 
dengan 2011. Berkaitan dengan evaluasi yang sudah bapak jelaskan 
sebelumnya, yang saya dapat dan baca dari LAKIP tahun 2010, di 
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Sekretariat Presiden terdapat  satu indikator kerja yang buruk, 
penilaiannya 20% 

SI :Ohyaaaa… apa itu, kamu salah lihat kaliii, mungkin lihat di LAKIP 
Kementerian Sekretariat Negara. 

PI :ijin bapak, bukan LAKIP Setneg tapi Setpres, dalam tabel nya 
diperlihatkan poin 20% yang merupakan nilai yang buruk disbanding 
capaian kinerja lainnya yang mendapat nilai diatas 90%. 

SI :capaian kinerja tengtang apa yah, mungkin saja sih kalau di tahun 2010. 
Karenan dulukan nilai kinerja kita masih CC. 

PI :baik pak yang saya lihat itu adalah “terselenggaranya pengawasan dan 
pengembangan akuntabilitas kinerja serta penanganan pengaduan 
masayarakat yang efektif” itu nilai nya 20% 

SI :OOO…kalau pengaduan masyarakat itu memang bukan tugas kita, 
mungkin indikator tersebut dicantumkan karena mengikuti Setneg, 
karena setneg memang ada bagian yang mengurusi pengaduan 
masyarakat tersebut. Kalau di kita, emang sii terdapat biro mengenai 
informasi, tapi bukan informasi untuk masyarakat, informasi itu untuk 
presiden jika ada hal-hal yang perlu di informasikan. terkait dengan 
penanganan pengaduan masyarakat memang kita tidak ada yang 
mengurus hal tersebut, SDM tidak ada, jika ada masuk pengaduan 
paling hanya disimpan dan dijadikan masukan juga untuk beberapa hal 
tertentu, misalnya pada istura, kita melihat di buku tamu, terdapat kesan 
pesan dalam melakukan istura, mengunjungi istana gimana sih 
peransannya, tapi kesan pesan tersebut tidak kepada semua pengunjung 
istura, hanya kepada ketua rombongan saja, padahal apa yang dirasakan 
oleh ketua rombongan pasti tidak sama dengan apa yang dirasakan 
masing-masing individu dalam rombongan tersebut. Seperti contoh, 
kamu dan saya mengunjungi istana, yang saya rasakan dan yang kamu 
rasakan pasti tidak sama, jadi penulisan kesan dan pesan yang ada di 
buku tamu istura itu tidak bisa menjadi patokan penilaian dari 
pengaduan masyarakat. Ditambah lagi jika orang yang berkunjung itu 
ribuan, mana mungkin setiap orang melakukan pengisian buku tamu 
kan?? SDM kita juga tidak bisa menidentifiasi pengaduan masyarakat, 
jadi terkesan penanganan pengaudan masyarakat itu mendapat nilai 
jelek, padahal memang kita tidak melakukan itu, itu bukan tugas kita. 
Mungkin kedepannya kita bisa mencontoh istana bogor, yang katanya 
menggunakan kuesioner untuk mengukur kepuasan masyarakat. Itukan 
lebih baik, lebih bisa mengidentifikasi pengaduan masyarakat, misalnya 
dalam melakukan istura “guide” nya tidak jelas memberikan informasi, 
jadi dapat tertera dalam kuesioner itu. Yaaahh semoga kedepannya 
diharapkan kita juga bisa menerapkan kuesioner dalam penanganan 
pengaduan masyarakat.Jadi pelayanan masyarakat atas istura juga bisa 
lebih baik lagi.Harusnya kita bisa melakukan itu kedepannya. 
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PR :Ide bagus tuh pak, semoga bisa terealisasi harapannya… Terus pak 
kaitannya dengan pengawasan dan pengembangan akntabilitas, kok 
nilainya jelek juga pak, berarti setpres tidak akuntabel dong dilihat dari 
rendahnya pengawasan. 

 
SI :Itu yang menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan, pengawasan 

program akuntabilitas ini menjadi bahan yang sukit bagi kita, karena  
dari menpan itu sendiri tidak memberikan penilian dengan melihat apa 
yang terjadi di setpres. Kita melaksanakn tugas dengan baik dan sesuai 
namun jika apa yang kita laksanakan tidak sesuai dengan 
perencanaannya seperti tadi 14 kegiatan yang dilaksanakan hanya 12, 
tapi kan outputnya tercapai, namun tetap saja 2 kegiatan tidak 
dilakukan, itu lah yang membuat nilai jelek karena tidak semua kegiatan 
dapat dilakukan, kita tau kan dalam setahun mungkin saja ada 
pengurangan kegiatan atau penambahan kegiatan. Yang penting kan 
outputnya tercapai dan bisa dipertanggung jawabkan. Mungkin akan 
kita bahas selanjutnya oleh pihak menpan terlebih dahulu agar ada 
kesamaan persepsi agar pelaksanaan program akuntabilitas di 
Sekretariat Presiden ini dapat nilai yang bagus, karena sebenarnya kita 
sudah melaksanakan kinerja organisasi yang bagus kok. 

 
PR :Harus bagus pak, kan kinerja nya untuk membantu tugas-tugas 

Presiden, hehehe 
 
SI :Hahahahahaaa.. 
 
PR :Pertanyaan terakhir pak, menurut bapak Sekretariat Presiden sudah 

efisien belum dalam pencapaian program penguatan akuntabilitas ini? 
 
SI :Efektif dari segi apa nih, karena bahas efektif itu bisa dilihat dari segi 

anggaran dan segi capaian kinerja, kalau dari segi anggaran kita sudah 
bisa dibilang efektif, karena dalam kegiatan-kegiatan hampir seluruhnya 
terserap anggarannya, dan saat diperiksa oleh BPK, tidak ditemukan 
hal-hal ketidakefektivan, kita dapat presikat WTP looh, jadi menurut 
saya efektif dalam kaitannya dengan angaran, kita efektif. 

 
PR :WTP apa yah pak? hehehe.. 
 
SI :Wajar Tanpa Pengecualian, kan penilaian dari BPK itu ada yang Wajar 

Dengan Pengecualian dan ada yang Wajar Tanpa Pengecualian, WTP 
itu nilai yang paling tinggi yang diberikan BPK, berarti penyerapan 
anggaran kita efektif, penyerapan anggaran kan termsuk komponen 
penilaian yang masuk di LAKIP. 

 
PR :Oooo… begitu yah pak. Lalu kalau dari segi capaian kinerja nya efektif 

tidak pak? 
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SI :Dari segi kinerja yang diberikan seharusnya sih efektif jika tidak efektif 
kita kan membutuhkan proses, buktinya tahun kemarin mendapat nilai 
CC , LAKIP tahun 2011 kita mendapatkan A, artinya kinerja yang 
diberikan sudah jauh kebih efektif. 

 
PR :Trus menurut bapak Sekretariat Presiden itu apakah sudah akuntabel 

kinerja birokrasinya? 
 
SI :Akuntabel yang seperti apa, kalau akuntabel dalam bentuk transparansi 

mungkin belum, karena tidak mungkin semua kegiatan presiden kita 
tampilkan sehingga membahayakan keamanan Presiden, jadi harus 
dipilah pilih mana informasi yang boleh diketahui orang mana yang 
tidak boleh, mana yang rahasia negara. Hal tersebut kan tidak bisa 
dibilang kita tidak akuntabel dalam kinerja karena tidak memberikan 
laporan detail mengenai kegiatan dan acara Presiden, karena itu 
membahayakan Presiden jika semua kegiatan dan acara dapat diketahi 
khalayak umum, bisa ribut nanti masyarakat, hhehhe.. 

 Intinya kita selalu mengusahakan akunabel dan sampai saat ini kinerja 
kita akuntabel kok dan dapat dibuktikan dari penilaian LAKIP yang 
dibuat setahun sekali. 

 
PR :Baik pak kalau begitu, menurut saya sudah cukup penjelasannya. 

Terima kasih banyak, penjelasannya sangat membantu dalam analisis di 
bab.4 

 
SI :Maaf yaaa,.. jika masih ada yang belum dijelaskan dan mungkin ada 

salah penjelasan. Tapi jika ada yang mau ditanyakan Prita dapat 
menghubungi saya lagi.Sukses buat skripsinya. 

 
PR :Tidak apa pak, saya yang makasi banyak bapak sudah berkenan 

membantu menjawab pertanyaan, aamiin,, semoga skripsinya tepat 
waktu dan bisa lulus, hehehee.. 

 
SI :Salam yah buat Pak. Roy, teman lama saya dia. 
 
PR :Baik Pak nanti disampaikan, ijin pak ingin wawancara satu orang lagi. 
 
SI :Ohiya silahkan, saya juga mau pulan udah sore. 
 
PR :Hati-hati di perjalanan pak, terima kasih sekali lagi. Selamat sore pak. 
SI :Sore Prita. 
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Lampiran 6 : Transkrip Wawancara Informan 3 

 

Hasil Wawancara 

 
 
Nama Informan  : M.Ari Setiawan, S.E., M.M. 
Jabatan Informan : Kepala Bagian Perencanaan, Biro Administrasi 

Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang 
Administrasi dan Pengelolaan Istana 

Waktu wawancara : Rabu, 6 Juni 2012 
Tempat wawancara : Paviliun 2, Istana Kepresidenan Bogor 
 
 
 
PR :Langsung ke pertanyaan yah pak, mentingkat waktu. Penjelasan 

Akuntabilitas menurut Bapak yang telah diterapkan di  Sekertariat 
Presiden 

 
AS  :Akuntabilitas itu berkaitan dengan, apa namanya kalau diterapkan 

sekitar 90% artinya semuanya pekerjaan itu berhukum sehingga bisa 
dinilai dan dihitung, itu artinya daripada accountable (akuntabilitas) jadi 
bisa dipertanggung jawabkan. Bagaimana semua kegiatan itu 
dipertanggungjawabkan itu semua ada tolok ukurnya ada indikatornya, 
bagaimana cara mengerjakan itu, kemudian hasilnya itu berupa output 
dan outcome  memang selama ini banyak yang  masih keluarannya itu 
bersifat output ketimbang outcome dan yang paling sulit biasanya adalah 
menentukan atau menetapkan indikator. 

 
PR   :Terus  kalau kendala-kendala dalam penetapan indikator atau dalam 

melaksanakan program-program Akuntabilitas apa Pak? 
 
AS  :Semuanya kembali tergantung pada coor a diples daripada organisasi 

tersebut kalau PO sudah, karena kelihatan outputnya jumlah 
jembatannya jumlah kilo meter jalannya kemudian ada bisa dihitung 
nilai ekonomisnya kemudian bisa dilihat dengan adanya jembatan 
tersebut ekonomi bergerak pendapatan bertambah kegiatan ekonomi 
pasar  berkembang, itu bisa dinilai kalu pelayanan sulitnya itu kita 
menterjemahkan atau menginterplentasikan orang yang kita layani itu 
puas apa tidak statiktasion apa tidak artinya kendalanya adalah pidback 
daripada yang dilayani itu menganggap pelayanan yang kita deliver itu 
apakah diterima dengan baik atau tidak itu kesulitannya. Nah biasanya 
yang namanya pidbek itu bisa dari apah itu semacam dihotel atau 
restoran itu?Satu kepuasanlah. Itu! jadi fungsi kuisoner - kuisoner atau 
dari cara dia  menyampaikan kepada pelanggan yang meminta makan 
Wah yang ini makananya enak!! itu piringnya kotor!! Seperti itu. 
Sehingga itu masih dirasa bersifat efektif untuk mengatakan suatu 
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layanan itu sesuai dengan kapasitas dari sisi sekertariat  Presiden itu 
dilihat pendekatannya adalah  standar. Jadi contohnya kalau ada tamu 
berapa menit kemudian itu harus sudah keluar  kopi atau teh untuk 
bagaimana kita mengetahui tamu itu ingin kopi atau the atau bahkan 
hanya air putih. Itu jadi pendekatannya adalah sudah sesuai standar 
memang penilaiannya masih sedikit karena kita memang belum 
meggunakan kusioner. 

 
PR  :Terus tidak mungkin juga ya pak, Presiden memberikan kusioner  
 
AS  :Sebenarnya harus! artinyabukan kusioner artinya harus ada yang berani 

ya tentunya dalam hal ini kepala Sekertariat Presiden karena diakan 
kepala rumah tangga, artinya orang yang dipercaya untuk 
menyelenggarakan semua urusan rumah tangga Protokol, Problem ya, 
apakah ada koreksi ataupun teguran atau masukan untuk kami terhadap 
acara hari ini biasanyakan kalau seperti itukan beliau baru ngomong ya 
tadi acara ini ko microponnya seperti ini?  mungkin tadi makanannya 
enak atau tidak itu harus ada setiap hari itu menurut saya 

 
PR :Jadi kalau pekerjaanya sudah dilakukan dengan baik tapi masih belum 

puas bagaimana Pak, itukan tingkat kepuasannya relatif? 
 
AS  :Tergantungkan itu ada yang dibawah kendali kita ada yang diluar 

kendali kita, satu contoh ada acara tapi tiba-tiba micropon tidak sesuai 
padahl kita sudah siapkan standarnya seperti itu/ini nah mungkin mereka 
sudah memesan terlebih dahulu atau biaya yang dianggarkan tidak cukup 
terus tiba-tiba beliau kurang berkenan ko suara microponya seperti itu? 
biasanya dia menanyakan kepada siapa? pasti yang dimarahi orang kita 
ga mungkinkan panitianya, “kamu kalau mau ngundang saya harus 
demikian” misalnya tidak mungkin seperti itu. 

 
PR :Kalau LAKIP ya pak, Berkaitan dengan lakip, itukan berupa dokumen 

yang isinya dari Definisi, penilaian, eehhh ada hambatan tidak pak dalam 
pembuatannya? itukan yang bisa menilai birokrasi atau ... 

 
AS  :LAKIP itu laporan kinerja pekerja itu ada beberapa  komponen yang 

menilai kemudian ada target ada caranya kemudian mutu tolok ukurnya 
itu jadi kita harus jujur untuk mengisinya tapi semuanya itu ada tusnya 
bisa dilihat progesifiknya dilihat dari progress anggarannya bisa dilihat 
dari penyusunan jadwalnya dan lain sebagainya.  

 
PR :Kalau SDM membuat langsung pak, ada masalah tidak? 
 
AS :Sebenarnya LAKIP itu simple itulah pekerjaan administrasi standar dia 

mencatat apa yang telah hilang, jadi saya ingat satu pepatah, saya dapat 
itu dari Menteri Menpan yang dulu catat apa yg akan anda kerjakan dan 
catat apa telah anda kerjakan artinya kita diminta untuk membuat satu 
perencanaan yang baik setelah membuat satu perencanaan kita harus 
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mengikuti perencanaan tersebut supaya tidak ngawur jadi ada timeline 
setelah itu kita catat apa yang telah kita kerjakan, dari itu timbul gate 
solusi antara perencanaan dengan realitas nah itu kita tulis alasannya, 
kenapa hal itu tidak mencapai sasaran dan kenapa itu melebihi sasaran 
atau itu mencapai sasaran. 

 
PR   :Kalau ada gap seperti itu pak, itu dievaluasi dan ditindak lanjuti tidak 

pak? apa hanya dijabarkan oh ada masalah ini,itu? 
 
AS :Ya dilihat harus diperlukan, harus diidentifikasi masalah ini semuanya, 

kenapa sih belum tercapai kan biasanya ada 5M Money, mentor, 
machine, iyakan ? nah itu yang harus dilihat, dimana yg kurang.  

 
PR :Pasti bentuk realitasi evaluasinya itu ada pak? 
 
AS :Ada contohnya tadi kita rapat dibogor pertemuan tahun lalu layanannya 

kurang  tidak 100% karena mega pun sudah rusak atau kurang. Tahun ini 
dibeli tidak sih Mega Kuningan?dibeli dong? berarti dicatat bahwa tahun 
ini Menteri mega pun dalam rangka Out putatau layanan juga baik 
sehingga gejala tahun lalu dengan diadakan pembelian baru ini tercapai 
istilahnya menjadi 100% karena semua orang berminat. 

 
PR :Kalau misalnya  dari lakip tahun 2010 dari Kepres ya pak yang saya 

lihat  ada nilai kecil 20% yang buruk itu terselenggaranya pengawasan 
dan pengembangan akuntabilitas kerja kecil tuh pak sama penanganan 
pengaduan masyarakat yang efektif itu 20% . 

 
AS :Kalau pengaduan masyarakat itu  engga, itukan bukan domain kita 

mungkin itu sebagai cantolan saja artinya mungkin tindak lanjut  dari 
saran yang ada. Kalau kita bicara itu lakip menulis pemandunya itu 
kurang atau toiletnya kurang bersih mungkin dilihat ada tidak perbaikan 
toilet ada tidak penambahan guide. 

 
PR :Kalau yang pengawasan dan pengembangan akuntabilitasnya kecil? 
 
AS :Pengawasan itu kan berjenjang yah, artinya lakip itukan penilaian suatu 

kinerja organisasi. Kinerja organisasikan punya kapten satu buah kapal 
kan pasti punya kapten satu ga mungkin dua, ya keberhasilan misi suatu 
pelayaran ya tentu tergantung kaptennya apakah kaptennya bisa 
mengendalikan mulai dari bagian mesin bagian logistic ahli misi bagian 
pembaca peta atau bagian komunikasi nah dia harus bisa bagaimana dia 
bisa mengetahui kepemimpinan itu berjalan dengan baik atau tidak tentu 
dia harus mendapat laporan atau dia harus suvei kebawah lihat ini ada 
masalah. Lakip itu dibuat patokan masing-0masing unit kerja 
melaporkan. ini diperintahkan pergi 7 hari berlayar dia mengatakan pak 
biaya solar kita Cuma bisa 5 hari itu harus  sampai sehingga kapten itu 
harus bisa memutuskan membeli solar lagi atau mengurangi perjalan jadi 
5 hari atau tidak mau tau sama sekali atau itu tidak dilaporkan ada 
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laporan maupun tidak kapten itu harus ngecek kebawah untuk perbekalan 
ini cukup tidak solarnya berapa ribu liter cukup engga untuk jalan. 
Kemudian juga Lakip, Lakip itu kan Raport pimpinan banyak orang 
karena kesibukan dengan pekerjaan dia tidak memperhatikan padahal itu 
suatu alat ukur yang sangat berguna itu bagamana dia mengambil suatu 
keputusan, bagaimana dia menyiapkan suatu strategi kedepan ataupun 
strategi baru atau cara baru supaya lebih efektif lebih efisien dan mecapai 
sasarannya dengan cepat tepat dan akurat. 

 
PR :Berarti Yang tahun 2010 itu belum cepat,tepat dan akurat dong Pak?  
 
AS :Tergantung dilihatnya dari mana itu ada beberapa penjelasan dilihat dari 

sudut pandang mana tidak dengan digeneralisasikan banyak factor seperti 
tadi saya sampaikan apakah bawahan tidak melaporkan keatas atau 
pimpinan tidak turun kebawah atau pimpinan tidak mau tahu, kan banyak 
factornya atau kesibukan pimpinan sehingga porsinya ini tidak menjadi 
prioritas karena baru mau baca dipanggil Presiden, ada acara ini atau itu 
yang harusnya dibaca tidak dibaca waktukan berjalan terus, begitu kita 
mau menyusun rencana kerja kita tahun depan kita tidak sempat, karena 
tidak membaca evaluasinya sehingga dia bilang okelah ini bagus 
sehingga sering seperti temuan tadi kan? tidak menindak lanjuti hasil 
rekomendasi tahun yang lalu, bagaimana? Padahal yang harus menindak 
lanjuti itukan atasan bukan bawahan. 

 
PR  :Kalo menurut opini bapak akuntabilitas disekertariat itusudah berjalan 

secara efektif belum Pak? Dilihat dari masalah dinamikanya 
 
AS  :Ya di indonesia itu tidak semudah membalikan telapak tangan dalam 

rangka akuntabilitas untuk contoh negara maju total kalau tidak salah 
antara 9 tahun atau 10 tahun untuk merubah menset atau merubah pola 
pikir orang australia saja 9tahun nah orang Indonesia berapa? Kira - kira 
begitu Menpan pun mencoba cara stategi atau terobosan-terobosan baru 
jadi ini dibuat. nah selama ini kan restrat, lakip dibikin ga nyambung, 
pokoknya yang penting ada bagi perrencana ya engga apa-apa bagi 
perencana 1 tahun dua tahun yang penting akrab, yang penting dia jadi 
punya mainan, punya program punya kegiatan punya mainan sudah dia 
senang dia punya ya sudah ketawa udah. pelan-pelan baru masuk 
kedalam matematikan setahun dua tahun baru masuk setelah itu dua 
tahun baru dikejar eh kamu harus punya target nanti tahun berikutnya 
dicari ada yang namanya yang begitu diumumkan tahun berapa? 1997 
sekarang 2012 jadi 27 tahun lamanya 

 
PR   : Jadi prosesnya lama juga ya pak untuk mendekati efektif? 
 
AS :masih bingung apakah 1987/1997, oh bener-bener 1997  jadi 15 tahun 

bener 15 tahun 
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PR :Tapikan sekarang lagi dicanangkan yang grand design itu ya pak ya ? 
grand desigm 2010-2025 mungkin prosesnya sampai 2025 kali ya pak 
selesai sampai tingkat efektif? 

 
AS :Harus dibedakan antara renstra dan LAKIP itu menjadi SAKIP, LAKIP 

laporan dan evaluasi bahan. ya itulah yang harus dijadikan evaluasi itu 
adalah kegiatan layanan dari hasil evaluasi. Itulah suatu perencanaan 
baru kedepan itukan suatu kegiatan yang berulang dan selalu mengikuti 
proses 

. 
PR : Kalau renstra (rencana strategi) itu bagaimana pak? 
 
AS :Kalaurenstra itu rencana strategi sama, rencana lima tahunan ada 

rencana kinerja tahunan  jadi kita juga harus tahu. Indonesia itu harus 
lebih dibiasakan untuk membuat perencanaan kadang – kadang kitakan 
tidak tahu yang penting dapat duit. Dapat duit dulu, baru saya kerja, 
kalao punya pemikiran maju. Misalnya melihat istana Bogor itu seperti 
apah, luasnya seperti ini, itu akan berfikir saya ingin Istana Bogor ini 
menjadi bangunan yang paling baik, jadi kantor dan kediaman Presiden 
yang paling canggih, Kapan itu bisa tercapai? Kapan itu bisa saya 
wujudkan?  Entah bulan depan, tahun depa, atau 2thn lg bahkan 3 thn? 
Kita tau untuk mewujudkan itu butuh biaya ternyata uang kita Cuma 
sekian Miliyar, kalau kita belikan langsung itu tidak cukup, setelah saya 
hitung-hitug ternyata butuh sekian ratus Miliyarsedangkan anggaran saya 
setiap tahuan cuna 20, kalau 5tahun bisa engga? Karena hars mengurangi 
belanja pegawai baru, kalau 15thn kelamaan gimna caranya ya? 10 tahun 
, ko kayaknya kelamaan bisa ganihh 5tahun? Apanih yang harus 
dilakukan setelah dibuat perencanaan itu kita tahu. Tahun depan seperti 
apa tau kedua mau ngapain ketiga harus ngapain keempat bagaimana. 
Kita tulis apa yang akan anda lakukan setelah itu lakukan apa yang kita 
rencanakan, buka buku tahun pertama, kita harus begini tahun kedua 
begini tahunketiga begini dan seterusnya, lakukanlah apa yang telah anda 
tulis. pada saat sore tulis apa yang telah kita kerjakan dari perencanaan 
uangnya 10 perak beli barangnya 10 ternyata tahun ini hanya bisa 8 loh 
kenapa ini ko boros  bisa kurang 2 nah 2 ini mau tidak mau tahun depan 
harus diisi, tuliskan berapa tahun berikutnya kenapa bisa 12 karena tahun 
kemarin hanya bisa 8. Berarti kalau 12 uangnya harus naik nih  eh ga 
bisa juga  berarti harus ada yang dihemat dimananya ? itulah logika 
daripada restrst, lakip dan itu semua dikemas menjadi sakip itulah 
sehigga kita menggunakan uang rakyat dari pajak untuk dinas. Jadi kita 
jangan menghambur-hamburkan uang jangan membuat jembatan tapi 
tidak ada nilai ekonomisnya tidak membuat suatu apapn yang tidak 
mempunyai manfaat langsung mestinya prioritas bagaimana caranya 
jalan Indonesia ini bagus bagaimana bensin murah, bagaimana sekolah 
itu gratis bagaimana  rumah sakit murah bagus bagaimana orang sakit 
sedikit. kan ada orang yang bilang Indonesia sehat 2025 itu program, 
suruh ngapain? tentu semua orang harus punya kehendak yang baik 
dengan perencanaan yang baik, dengan kita membuat strategi dengan 
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memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalo semuanya ga ada sih 
gampang pokoknya semua saya sulap jadi 5 tingkat inggal ngomong duit 
datang juga  jadi, tapi untuk apa 5 tingkat manfaat engga?? dengan 
nilainya 100 M bikin 5 tingkat  Presiden setiap hari kesini engga? engga 
buat apah?  tapi bagaimana menciptakan tanah ini asri begitu presiden 
datang tamu negaranya engga bingung listriknya ada internetnya jalan 
lampunya terang  WC nya bagus semuanya nyaman tidak hujan aman 
semua orang datang terlihat terdeteksi  begitu dadakan ditelpon saya 
berangkat dari cikeas engga perlu bingung nyari orang tinggal dipencet 
hidupin lampu hidupin AC buka pintu buka itu, jangan ribut oh yang 
pegang kunci udah pulang yg pegang AC dimana rumahnya waaahhh 
gitu tidak bisa memberikan pelayanan artinya kan? bagaimana caranya 
dibuat sistem Istana itu siap kapan saja mau dipake ya umur lampu satu 
tahun  kalo sudah waktunya ya diganti, oh ini masih bagus jarang dipake. 
cobalihat lampu itu sebenarnya engga usah disuruhkan? masa harus 
nunggu Presiden berkomentar? masa Istana begini? oh kitakan sibuk 
rapat atau lainnya lihat yang ini, tugas dia adalah,  orang yang bilang 
kalian ini bagaimana sih dikasih duit Cuma untuk jagain vila aja ko, kalo 
orang jaga vila paling dikasih uang bulanan  seret dia ga kerjain jadi duit 
kuat  waktu luang banyak toh Presiden jarang kesini. kan ga mungkin 
benerin lampu setiap waktu.kasarnya tidak boleh ada yang tidak peduli. 
jangan sampe WC mampet, jangan sampe keran netes airnya apa 
kerjanya nanti tapi duit abis terus lalu habisnya kemana nih? itu aja sih 
sederhana aja 

 
PR :Berarti akuntabel ga pak? 
 
AS :Susah saya bilang tapi indikatornya tiga kali restart, restart itukan 5 

tahunan sudah tiga kali restart gedungnya masih bagus. Menjadikan 
Sekertariat negara bersifat Profesional, transparan dan akuntabel 

 
PR :Akuntabel ga pak? 
 
AS :Kalau saya yang membawahi saya bilang sih akuntable transparan? saya 

bilang transparan. kalau orang bilang tidak puas mungkin masih tidak 
mungkin saya bisa memuaskan semua orang  tapi yang namanya 
propesional? nah itu yang saya engga tau. 

 
PR :Oooo begitu, makasi loh pak sudah mau bantu jadi informan, doain 

lancar dan Sekretariat Presiden semakin akuntabel kinerjanya. 
 
AS :Aamiin,, sama-sama, jangan lupa traktirannya kalau sudah lulus. 
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Lampiran 7 : Transkrip Wawancara Indorman 4 
 
 

Hasil Wawancara 
 
 
 
Nama Informan  : Sari Ratna Nilam, S.Sos. 
Jabatan Informan : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Bagian 

Perencanaan, Biro Administrasi dan Pengelolaan 
Istana, Sekretariat Presiden 

Waktu wawancara : Jumat,8 Juni 2012 
Tempat wawancara : Lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta 
 
 
 
 
SRN : Ada apa nih caa..mau buat skripsi yaa… 
 
PR :Iya Mba Sari, nanya-nanya boleh yahh,,, pleeaaassseee, deadline 

sebentar lagi nih, hehehee 
 
SRN :Boleh, skripsi nya tentang apa siii… 
 
PR :Tentang akuntabilitas mba, pas banget kan mba sari dan tim yang buat 
  LAKIP kita... langsung ke pertanyaan yah mba mempersingkat 

waktu…Bagaimana penjelasan Akuntabilitas yang merupakan salah 
satu bentuk Reformasi Birokrasi di Sekretariat Presiden menurut Mba  
Sari? 

 
SRN   :Mmmm… Penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam 

Laporan Akuntablitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Presiden merupakan 
pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat 
dipertanggungjawabkan yang juga merupakan syarat penting bagi 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai 
tuntutan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Sekretariat 
Presiden dalam mencapai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 
2025 dan Roadmap Reformasi 2010 – 2014, dimana dengan 
akuntabilitas dapat mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan 
Kinerja yang telah ditetapkan. 

 
PR :Apakah ada kendala-kendala dalam pelaksanaan program penguatan 

akuntabilitas di Sekretariat Presiden itu Mba, karena dalam suatu proses 
melaksanakan “reform” pasti dong ada kendala, bisa dijelaskanyah 
mbak…? 
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SRN   :Dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas di Sekretariat     
Presiden mengalami kendala-kendala seperti misalnya dalam penerapan 
ada ketidakselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan 
laporan kinerja, dimana dengan adanya efisiensi anggaran 
mengakibatkan kegiatan yang telah direncanakan dalam bentuk RKT 
dan PK ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sehingga belum 
sepenuhnya berorientasi kepada hasil (outcomes) kinerja namun lebih 
kepada penyerapan anggaran, selain itu dari segi SDM nya juga belum 
sepenuhnya memahami SAKIP sehingga sering mengakibatkan salah 
persepsi pengukuran antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran, 
ada lagi masalah yang penting yaitu unit kerja belum sepenuhnya 
memahami Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran capain 
kinerja yang telah direncanakan dan tidak berjalannya monitor terhadap 
Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. 

 
PR : Agak terlihat kompleks yah mba, jadi saling keterkaitan antara masalah 

satu dengan masalah lainnya. 
 
SRN : Yaahh namanya juga organisasi yang kompleks dengan dinamika SDM 

nya yang sangat dinamis, jadi agak terkersan sulit untuk sosialisasi dan 
sulit koordinasi. Lagi pula pegawai kan kemampuannya beda-beda, jadi 
ada beberapa yang agak sulit memahami sistem akuntabilitas ini. 

 
PR :Oooo… begitu, jadi intinya apa masalah SDM juga memperngaruhi 

akuntabilitas dan segala bentuk sistem akuntabilitas seperti salahs 
atunya LAKIP? 

 
SRN :Dalam penyusunan LAKIP, SDM yang ada selama ini mempunyai 

pengaruh yang kuat kepada pembuatan LAKIP hal ini disebabkan telah 
adanya mitra kerja dimana mitra kerja dari masing-masing unit kerja 
tersebut telah cukup memahami tugasnya dalam seluruh kegiatan 
administrasi termasuk dalam pemahaman atas SAKIP, namun dalam 
kenyataannya mitra kerja di masing-masing unit sebenarnya tidak sulit 
dalam pemberian data, tapi secara birokrasi data tersebut keluar dan 
dapat disampaikan jika ada persetujuan, naaaah.. persetujuan atasan ini 
yang membuat sulit, karena misalnya atasan nya dinas ke luar daerah, 
berarti kan harus menunggu atasannya pulang untuk mendapat data 
tersebut. Itu salah satu contoh saja. 

 
 PR :Kalau dari segi data, apa data yang diberikan yang merupakan bahan 

pembuatan LAKIP, adalah data-data yang akurat? bisa saja data tersebut 
tidak up to date… 

 
SRN :Data-data pendukung dalam penyusunan LAKIP meruapakan data yang 

akurat, hal ini dikarenakan dalam setiap unti kerja telah mempunyai 
data base untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan, dimana data tersebut 
juga di laporkan dalam bentuk triwulanan, begitupun dengan 
perencanaan dan realisasi anggaran serta inventarisasi barang 
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modal/BMN yang telah dilaporkan dalam bentuk aplikasi. Itu kalau 
BMN, tapi kalau data lain seharusnya akurat, insyaallah akurat, harus 
dong… karena kan dipertanggung jawabkan. 

 
PR :Nah kalau data nya udah ditangan, ada kendala dalam menyatukannya 

atau data yang sulit untuk dipahami? misalnya, maaf nih mba 
ngomongin masalah mulu, soalnya biar keungkap jelas 
keefektivitasannya? 

 
SRN :LAKIP Sekretariat Presiden itu dikoordinir oleh Subbagian Evaluasi 

dan Pelaporan, Bagian Perencanaan Biro Administrasi dan 
bertanggungjawab untuk mengumpulkan data-data dari unit kerja 
dilingkungan Sekretariat Presiden, adapun kendala-kendala dalam 
penyusunan LAKIP tersebut, kurang lebih seperti data yang diterima 
dari masing-masing unit kerja terkadang mengalami keterlambatan 
melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga harus proaktif 
kepada unit kerja yang bersangkutan untuk segera mengirimkan data 
tersebut, terus hasil akuntabilitas yang telah diterima dan telah susun 
setelah dianalisa kadang kali tidak sesuai dengan data pendukung yang 
telah dikirimkan sehingga memerlukan koordinasi kembali dengan unit 
kerja yang bersangkutan berkaitan dengan perbedaan hasil, koordinator 
dari masing-masing unit kerja yang telah ditunjuk oleh pimpinan yang 
bersangkutan atau disebut sebagai “Mitra Kerja” kadang kali mengalami 
kendala hal ini disebabkan mitra kerja yang bersangkutan pada saat 
batas waktu untuk mengumpulkan data juga mengalami kendala dalam 
mencari data-data dari masing-masing bagiannya sehingga mitra kerja 
tersebut juga sulit untuk mengkompilasi data seluruhnya,setelah dapat 
dikompilasi oleh mitra kerja, mengingat pimpinan dari unit kerja yang 
bersangkutan seringkali tidak ada di tempat karena mengikuti kegiatan 
acara presiden/Ibu Negara serta dinamika kegiatan yang cukup padat 
sehingga sehingga mengalami keterlambatan pengesahan dari pimpinan 
yang bersangkutan, pada akhirnya hasil LAKIP yang telah disusun 
sebelum ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Presiden harus 
melewati beberapa koreksi dari pimpinan sehingga harus menunggu 
hasil dari koreksi dari pimpinan, mengingat pimpinan juga banyak 
mengikuti kegiatan acara Presiden/Ibu Negara serta dinamika kegiatan 
yang cukup padat sehingga terlambat untuk disampaikan kepada 
Kementerian Sekretariat Negara. 

 
PR :Kalau acuan LAKIP Sekretariat President uh mnegacu pada 

Kementerian Sekretariat Negara apa acuannya prakarsa sendiri 
mbak.Sari? 

 
SRN :Jadi gini…penyusunan LAKIP Sekretariat Presiden selalu mengacu 

kepada Kementerian Sekretariat Negara, dimana setiap awal tahun 
Kementerian Sekretariat Negara yang dikoordinir oleh Bagian 
Akuntabilitas akan mengirimkan outline dalam hal penyusunan LAKIP 
yang sesuai dengan Kemenpan sehingga LAKIP yang disusun 
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Sekretariat Presiden akan sama dengan Kemensetneg dan akan kembali 
dikompilasi oleh Bagian Akuntabilitas untuk dijadikan sebagai LAKIP 
Kementerian Sekretariat Negara. 

 
PR :Lalu, melihat dari efektivitas nya, missal pada tahapan evaluasi. Ada 

ngga sih mbak capaian kinerja yang pada saat dievaluasi mendapat nilai 
tidak baik? 

 
SRN :Evaluasi LAKIP telah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat 

Negara terhadap satuan kerja dibawahnya termasuk di lingkungan 
Sekretariat Presiden. Evaluasi terhadap LAKIP merupakan penilaian 
dari pelaksanaan hasil rekomendasi dari evaluasi tahun sebelumnya dan 
penilaian terhadap dokumen-dokumen pendukung serta penilaian 
terhadap hasil capaian indikator kinerja terhadap target yang telah 
diperjanjikan dalam PK. 

 
PR :Bagaimana dengan sosialisasi dari LAKIP mba? 
 
SRN : Sosialisasi telah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara 

kepada satuan kerja dibawahnya termasuk Sekretariat Presiden dalam 
implementasi SAKIP dan penyusunan LAKIP dengan mengundang 
koordinator pelaksana dari masing-masing satker, dalam hal ini 
Sekretariat Presiden termasuk dengan koordinator dari masing-masing 
Istana Kepersidenan di daerah 

 
PR :Berdasarkan penjelasan mba Sari tadi, yang saya ketahui pada LAKIP 

tahun 2010 terdapat nilai yang tidak baik, yaitu “terselenggaranya 
pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja serta 
penanganan pengaduan masayarakat yang efektif” dengan penilaian 
20% dan nilai kurang baik, bagaimana menurut mbak akan hal ini?   

 
SRN :Pada LAKIP tahun 2010 terdapat nilai yang tidak baik, yaitu 

“terselenggaranya pengawasan dan pengembangan akuntabilitas 
kinerja serta penanganan pengaduan masyarakat yang 
efektif”dengan penilaian 20% dan nilai kurang baik, pada penilaian 
tersebut merupakan penilaian pada sasaran yang tercantum dalam 
Renstra Rumah Tangga Kepresidenan Tahun 2010 -2014 dan masih 
mengacu kepada renstra Sekretariat Negara, dimana pada sasaran 
tersebut menghitung peningkatan kualitas responsi organisasi terhadap 
permohonan bantuan dari masyarakat kepada Presiden yang dikelola 
anggaran khusus Presiden dan fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk 
pemberian bantuan kepada masyarakat/organisasi yang mengajukan 
permohonan dan telah disetujui oleh Presiden. Tahun 2010 surat yang 
diterima sebanyak 850 surat namun yang diproses seuai dengan arahan 
pimpinan sejumlah 168 surat maka surat-surat yang tidak mendapat 
arahan khusus pimpinan akan direkap dan diarsipkan. Pada sasaran ini 
belum disempurnakan sesuai dengan IKU yang ada, dan belum adanya 
pemuktahiran IKU. 
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PR :Intinya,, menurut pendapat mbak Sari. Apakah Pencapaian Program 
Akuntabilitas di Sekretariat Presiden Sudah Efketif??harus jujur 
menurut pendapat mbak Sari dari lubuk hati yang paling dalam, 
hehehe… 

 
SRN :Menurut saya…Dalam pencapaian program akuntabilitas di Sekretariat 

Presiden belum sepenuhnya efektif hal ini disebabkan sistem 
manajemen kinerja belum dilaksanakan di Sekretariat Presiden sehingga 
penilaian akuntabilitas kinerja organisasi hanya dapat dilihat dari data-
data yang diterima dari masing-masing unit kerja dan bersifat manual 
sehingga pengukuran hanya dapat diukur sesuai dengan jangka waktu 
tertentu (triwulanan, semesteran, tahunan)  namun capaian kinerja 
maupun capaian keuangan yang telah berjalan selama ini masih dapat 
dipertanggungjawabkan, jelas, tepat dan terukur 

 
PR :Terkahir nih mbak.. 
 
SRN :Hufftt.. akhirnya, makin kesini pertanyaannya semakin kritis. 
 
PR :Hehehee.. maap maap mba Sari, kudu buat analisis nih, belum banyak 

progress padahal udah H-8, huhuhuu 
 
SRN :Sabar, sabar, insyaallah selesai, terus gimana pertanyaan terakhirnya? 
 
PR :Bagaimana dampak Pelaksanaan program Akuntabilitas di Sekretariat 

Presiden dalam bentuk perwujudan Reformasi Birokrasi yang sedang di 
canangkan oleh Presiden untuk mencapai pemerintahan yang baik (good 
governance)? Dampaknya dari implikasi Reformasi Birokrasi mbak? 
Pasti berdampah. Apakah  Sekretariat Presiden sudah bisa dibilang 
Akuntabel Kinerja nya? atau belum? 

 
SRN :Hahahahahaaa.. ini nih, pertanyaan yang,,, mmhh.. yasudah saya coba 

jawab. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai good 
government, Sekretariat Presiden belum sepenuhnya dapat berjalan hal 
ini dikarenakan sistem manajemen kinerja belum dapat diterapkan 
sepenuhnya dan masih dalam proses pengembangan di Kementerian 
Sekretariat Negara, karena Sekretariat Presiden merupakan salah satu 
satker yang berada dibawah Kementerian Sekretariat Negara dan akan 
segera direalisasikan pada tahun 2012 ini dan diharapkan pimpinan 
dapat melihat secara nyata kinerja dari masing-masing unit kerja. 
Berarti dalam rangka menuju atau proses dimana Sekretariat Presiden 
akan menjadi instansi yang akuntabel dan efektif dalam me-reform 
birorkasinya. Yaaaahh semua kan butuh proses, kita jalanin saja dulu 
aturan main, kedepan pasti bisa baik dan lebih baik lagi. Aamiin. 

 
PR :Aamiin,,,, mari berdoa untuk Indonesia kita,,, 
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SRN :Hayaaaahhh ngomong nya udah kayak menteri aja kamu, hehehee,, 
udah kan? mbak mau lanjut kerja nih ntar dicariin kabag mbak. 

 
PR :Soook atuh, aduh punten pisan yah ngerepotin waktu tenaga dan 

pikiran, makasiiiiiii mbak Sari. 
 
SRN :Sama-sama yaaaa saying, sukses, harus jadi Sarjana!! 
 
PR :Aamiin mbak, makasi, doain yaahh. 
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Lampiran 8 : Transkrip Wawancara Informan 5 

 

Hasil Wawancara 

 

Nama Informan  : Diana Emiria, S.IP. 
Jabatan Informan : Perencana Program dan Penyusunan Laporan, 

Istana Kepresidenan Bogor 
Waktu wawancara : Selasa, 12 Juni 2012 
Tempat wawancara : Meja kerja Ibu Diana, Subbagian Tata Usaha, 

Istana Kepresidenan Bogor 
 
 

 

PR : Mba Di, minta waktunya sebentar dong, mau nanya-nanya tentang 
LAKIP dan beberapa hal tentang program akuntabilitas 

DE :Oke deh Raska, tapi jangan susah-susah pertanyaanya, hehehe.. 

PR :Ngga kok, kan berkaitan dengan LAKIP, Mba Di kan ngebuat 
LAKIP..pertanyaan pertama menurut Mba Di, gimana pelaksanaan 
program penguatan akuntabilitas di Sekretariat Presiden, yang 
merupakan bentuk perwujudan reformasi birorkasi? 

DE         :Untuk mewujudkan reformasi birokasi, akuntabitas di perlukan pastinya 
di Sekretariat Presiden, jadi adanya pelaksanaan program-program 
akuntabilitas di Sekretariat Presiden dapat dikatakan bahwa Sekretariat 
Presiden telah melaksanakan reformasi birokrasi didalam badannya. 
Namun pelaksanaan ini harus diwujudkan dengan komitmen yang 
tinggi, tidak hanya pelaksanaan namun secara sistem akuntabilitas juga 
harus di laksanakan sesuai acuan dan prosedur yang telah ditetapkan, di 
karenakan sistem di Sekretariat Presiden dan SDM yang menjalankan 
sistem tersebut belum mendukung untuk terwujudnya laporan yang 
akuntabel, maka data yang belum valid, sehingga akuntabilitas yang 
dilaksanakan belum sepenuhnya terwujud dengan efektif. 

PR :Ada ga Mba Di, kendala-kendala dalam pelaksanaan program 
penguatan akuntabilitas Sekretariat Presiden ini? menurut Mba Di, juju 
raja, hehehe, jgn takut dimarahi atasan... 

DE   :Kendala dalam melaksanakan kegaitan apapun pasti ada, apa lagi 
seperti reformasi birokrasi yang merupakan program nasional, pasti 

Efektivitas reformasi..., Prita Raska, FISIP UI, 2012



143 
 

Universitas Indonesia 
 

setiap instansi pemerintah memiliki kendala dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan demi berlangsungnya reformasi birokrasi, kalau pada 
program akuntabilitas ini kendala terbesar adalah belum adanya alat 
ukur yang tepat dalam pelaksanaan pelayanan di  Sekretariat Presiden, 
sehingga dalam mengukur kinerja akan sulit terlihat, karena kan bentuk 
pelayanan kepada Presiden seharusnya dapat di ungkapkan dalam 
bentuk kuesioner, apakah pelayanan yag kita berikan sudah bagus lalu 
apa yang harus ditingkatkan, data kuesioner itu yang dapat dihitung 
berkaitan dengan kinerja Sekretariat Presiden yang memberikan 
pelayanan kepada Presiden. 

 
PR : Kalau masalah SDM Sekretariat Presiden ada tidak kaitannya dengan 

keberlangsungan program penguatan akuntabilitas di Sekretariat 
Presiden itu sendiri? 

DE : Ga terlalu siii, karena sudah ada bagian yang menangani, palingan 
masalah SDM yang terlambat dalam pengumpulan data, yang dampak 
nya ke penyelesaian LAKIP. Tapi itu masih bisa di tlerir bagi penyusun 
LAKIP karena kan pegawai-peagai Sekretariat Presiden kita sudah tau 
gimana kerjanya. Sibuk apa lagi kalau ada acara Presiden. PAsti hal-hal 
administrative jadi keteteran. 

PR :Oooo… begitu, jadi masalahnya pada waktu penyelesaian program 
akuntabilitas dong Mba Di, SDM nya tidak terlalu bermasalah walaupun 
ada kendala lama dalam menyampaikan data-data. Kalau acuan 
pembuatan LAKIP apa sudah ada kesesuaian dengan Kementerian 
Sekretariat Negara? 

DE :Sudah dong, karena kita menginduk ke Kemeneterian Sekretariat 
Negara, LAKIP yang kita buat di kirim kesana untuk di tindak lanjuti 
lagi oleh Biro Akuntabilitas Setneg. 

 PR :Misalnya nih Mba Di, ada nilai capaian kerja di LAKIP yang kurang 
baik, apa ada evaluasi dan tindak lanjut dari pihak-pihak pembuat 
LAKIP ataupun dari atasan sebagai penanggung jawab kinerja 
birokrasi? 

DE :Untuk saat ini evaluasi LAKIP belum secara menyeluruh caa.. karena 
susah untuk melakukan rapat evaluasi kepada seluruh pegawai, palingan 
evaluasi antara pimpinan, biro akuntablitas setneg dan pegawai-pegawai 
yang membuat LAKIP. belum menyentuh kepada peningkatan kinerja 
pegawai dan kinerja birokrasi secara langsung dan menyeluruh. 
Seharusnya dalam evaluasi membahas kinerja individu agar cepat ada 
penanggulangan yang memperbaiki kinerja birokrasi kedepannya.Masih 
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proses mungkin, sekarang aja evaluasi membahas peniliaian dan redaksi 
tulisan dalam laporan akuntabilias yang dibuat.  

PR :Sudah efektif belum Mba Di, program penguatan akuntabilitas yang di 
laksanakan di Sekretariat Presiden? 

DE :Dari segi peniliaian dan penyerapan angaran sudah efektif, tapi dari 
segi proses dari pembuatan awal sampai akhir harus ditingkatkan lagi 
ditahun depan. Masih terlambat dan masih ada kekurangan pada saat di 
evaluasi kemarin. Tapi untuk nilai sudah bagus dapet A. Walaupun A 
kurus belum A gendut, hehehehe... 

 
PR :Pertanyaan terakhir,,, let’s take a breath... Hufffffttt.. 
 
DE :Hehehehe kamu nih masih bisa bercanda... 
 
PR :Dari pada stress sama deadline skripsi Mba, mending tarik nafas inhale 

exhale... pertanyaan terakhir lebih ke kesimpulan Mba Di. Bagaimana 
dampak dari pelaksanaan program penguatan akuntabilitas di 
Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI yang 
merupakan suatu bentuk perwujudan dan pelaksanaan reformasi 
birokrasi, seperti yang kita ketahui  reformasi birokrasi di canangkan 
oleh big boss kita, pak SBY dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025. Apakan dilaksanakan di Sekretariat Presiden memberikan 
dampak terhadap kinerja misalnya atau terhadap apapun, silahkan 
jelaskan.. 

 
DE :Pertanyaan intinya dampak kan? reformasi birokrasi dan program 

akuntabilitas terhadap kinerja birokrasi Sekretariat Presiden? 

PR :Nuhun, hehehee.. 

DE :Dampaknya, Kita jad dapat mengetahui akuntabilitas yang dimiliki 
oleh Sekretariat Presiden, tidak hanya untuk kedalam namun pihak luar 
juga dapat melihat akuntabilitas yang dimiliki Sekretariat Presiden. 
Walaupun belum secara keseluruhan. Untuk meniliai dampak yang 
lebih jelas ataupun efektivitas program akuntabilitas ini saya tidak bisa 
memberikan penjelasan lebih banyak, karena sudah ada tim yang 
menilai mengenai akuntabilitas di Seretariat Negara secara keseluruhan.  

PR :Baiklah kalau begitu, nanti ditanyakan kepada tim akuntabilitas di 
Setneg, kebetulan pak yono dan pak faisal sudah dari biro akuntabilitas 
setnegsudah bersedia diwawancarai. Makasi banyak yah Mba Diana, 
doain skripsi aku.. 
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